SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor: 14/KPPU-1/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya
disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-I1/2018 tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999“Pada
Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)“- Binjai
Raya (Medan) — Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan. Nasional
Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: ------
Terlapor I : PT Dewanto Cipta Pratama, beralamat di Jalan Ruko
Mega Grosir Cempaka Mas Blok I+ Nomor 52, Jalan

Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, [ndonesia yang terakhir

diketahui beralamat surat, 'menyurat di Apartemen

Gading Mediterania~ Residences Unit CB/06B/J, Jalan

Boulevard Bukit“Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta

Utara 142405 Indonesia; ——----—-=-=====————mmmomome

Terlapor II PT Bangun Mitra Abadi, beralamat di Jalan Karya
Kasih4¢ Nomor 58L, Pangkalan Masyur, Medan Johar,

Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia;----------------

Terlapor III  : Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan

Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran

2017, beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 1,

Kampung Baru, Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Indonesia.----=-=——= - oo

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ---------------— -

Majelis Komisi: --—--—-------—-ommom o
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------—cmmmcmmmee—-
Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran; --------=----—mmm oo

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------=-——-———m—mmmmmmemm
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Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------——- oo
Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------=-==-——-mmmmmmmmmmm
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; ----------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan “Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahufi=1999 Pada
Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin \(Stabat) - Binjai
Raya (Medan) — Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya
berisi hal-hal sebagai berikut; -----------=—-— - 3

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan
gelar laporan maka Komisi menyatakan untuk masuk ke tahap
pemeriksaan pendahuluan; ----- =85 Ao oo

3. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan
Komisi Nomor 52/KPPUYPEN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
tentang Pemeriksaan< Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018
(vide bukti Al); —-gommm = oo oo

4. Menimbang bahwafberdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Ketua.-Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi
melaluidKeputusan Komisi Nomor 08 /KPPU/Kep.3/XII/2018 tanggal 21
Januari 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi
pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018 (vide
bukti A2);----mmm o

9.\ 'Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-
[/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor
08/KPPU/Kep.3/XI[/2018 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 yaitu dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29
Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 (vide bukti A4);----

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan
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Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka
Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis
Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9 dan A10);--
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan
Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator

kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (vide bukti

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi [ dalam‘ tahap
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Januari 2019, ,Investigator
membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi
hal-hal sebagai berikut (vide bukti [.2): —-----mmmmmmmm oo e
Objek Perkara; —----------mmmmmm oot s
Bahwa Objek Perkara adalah Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan
Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan),— Belawan pada Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun
Anggaran 2017, dengan Sumber DanaAPBN Tahun Anggaran 2017.
Total HPS: Rp64.726.490.000,00"(enam puluh empat miliar tujuh ratus
dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); ----------
Dugaan Pelanggaran: Pasal.22-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. --
Para Terlapor diduga, melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan
pelaku usaha lain dan/ atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatursdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ------------------
Dengan Penjelasan: -----------mommmmmmmm

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu
pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan
Jjasa’;

Berdasarkan perjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan
jasa. Cakupan penerapan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat
dilakukan melalui;---------==-=--=—m—mmm
10.1.1 Tender Terbuka; -----------—--—-m—mmmmoe e e e e
10.1.2 Tender Terbatas;-----------=——=-—mmmmmm
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10.1.3 Pelelangan Umum, dan; -----------==-—=-—mmmmmm o

10.1.4 Pelelangan Terbatas. -----------—--——cmmmmmmmmm e

11. Kronologis Tender;---------------mmmmmm oo
11.1 Jadwal Lelang;
Bahwa berdasarkan informasi pelelangan yang diupload oleh

Pokja, diperoleh informasi jadwal pelelangan sebagai berikut:----

Tahap Lelang Mulai Sampai
Pengumuman 28 November 2016 | 12 Desember, 2016
Pascakualifikasi
Download Dokumen 28 November 2016 | 12 Desembern2016
Pengadaan

Pemberian Penjelasan | 05 Desember 2016 | 05 Deseniber 2016
Upload Dokumen 06 Desember 2016 | 13 Desember 2016
Penawaran
Pembukaan
Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran 14 Desember 2016, 23 Desember 2016
Evalga31 Dpkumen 14 Desember 2016 | 23 Desember 2016
Kualifikasi
Pembuktian
Kualifikasi

Upload Berita Acara
Hasil Pelelangan
Penetapan pemenang \[.23 Desember 2016 |23 Desember 2016

13 Desember 2016_ ["\13*Desember 2016

19 Desember 2016 | 23 Desember 2016

23 \Desember 2016 | 23 Desember 2016

Pengumuman 23 Desember 2016 | 23 Desember 2016
Pemenang

Masa Sanggabhtigsil 24 Desember 2016 | 28 Desember 2016
Lelang

11.2  Pemasukan Dokumen Penawaran; ------------------ommmmmmmmm-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang
diupload oleh Pokja, diperoleh informasi pemasukan penawaran

Sebagai berikut: ----------mmmm e

No Peserta Harga Penawaran
(Rp) % /HPS

1 | PT. Sumber Mitra Jaya 52.141.346.294,00 | 80.56

2 | PT. Medan Jaya Cipta 54.359.486.824,00 | 83.98
Sarana

3 | PT. Dewanto Cipta 57.817.961.905,00 | 89.33
Pratama

4 | PT. Amarta Karya 57.880.572.408,00 | 89.42
(Persero)

5 | PT. Bangun Mitra Abadi 58.708.601.823,00 | 90.70

6 | PT. Karya Murni Perkasa 59.210.617.727,00 91.48
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7 | PT. Bangun Cipta 61.457.165.420,00 94.95
Kontraktor

11.3 Evaluasi Penawaran; ----------=--—-mmmmmmmmm
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang
diupload oleh Pokja diperoleh hasil evaluasi penawaran peserta

sebagai berikut: ---------------cmm oo

No Peserta Hasil Keterangan/Alasan
Evaluasi
1 | PT. Sumber Mitra Tidak | Nilai Penawaran
Jaya Lulus | Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Pemeliharaan
Rutin Jembatan melebihi

HPS
2 | PT. Medan Jaya Tidak | Metode Relaksanaan
Cipta Sarana Lulus | Penjelasan metode
pelaksahanaan

pekerjaan pembersihan
jembatan yang menjadi
bagian dari Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin
Jembatan yang
merupakan Pekerjaan
Utama yang
disampaikan oleh
peserta Yaitu "

Permukaan Jembatan
yang akan di cat ulang
harus dibersihkan dari

karat, kotoran dan
sejenisnya dengan alat
pembersih

seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. "

tidak sesuai/keliru
dimana yang dimaksud
dengan pembersihan
jembatan jembatan
sesuai dengan SKH -
1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan
meliputi pembersihan

sampah, kotoran yang
ada pada bangunan atas
jembatan termasuk pada
pipa cucuran dan
drainase lantai
jembatan,landasan,

bangunan bawah,
daerah jalan pendekat
serta daerah aliran
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sungai ,100 meter arah
hulu/hilir jembatan dan
pembersihan  jembatan
harus dilaksanakan 1
bulan sekali. Personil
inti Pengalaman Personil
inti Quantity Engineer
sesuai Jabatan sejenis

atas nama Marlon
Manullang, ST tidak
memenuhi : Dokumen
Pengadaan : S5 Tahun

Dokumen Penawaran';

4,3 Tahun Pengalaman
Personil inti “Manajer
Kendali Mutu ™=sesuai
Jabatan segjenis atas
nama Husna, ST tidak
memenuhi » Dokumen
Pengadaan : S5 Tahun
Dokumen Penawaran

2%, Tahun Pengalaman
Personil inti Ahli K3
sesuai Jabatan sejenis
atas nama Fiska Ria
Sipahutar, ST  tidak
memenuhi : Dokumen
Pengadaan : 5 Tahun
Dokumen Penawaran

1,6 Tahun Pengalaman
dihitung sesuai referensi
kerja yang di berikan.

PT. Dewanto Cipta Lulus | Pemenang

Pratama

PT. ' Amarta Karya Tidak | Tidak memenuhi

(Persero) Lulus | Evaluasi Teknis Metode
Pelaksanaan Pada
penjelasan pekerjaan
AC- BC terdapat
kekeliruan dimana
dijelaskan sebelum

pelaksanaan pekerjaan
AC-BC dilaksanakan
pelaksanaan pekerjaan
Prime Coat tidak sesuai

dengan pelaksanaan
pekerjaan paket yang
dilelangkan dimana
lapisan AC-BC
dilaksanakan diatas
permukaan aspal baru
(AC-Base) pada
pelebaran dan

permukaan aspal lama
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pada badan jalan
existing dimana
seharusnya memakai
perekat Tack Coat Tidak
menjelaskan metode
pelaksanaan

pekerjaan Laston Lapis
aus AC-WC Tidak
menjelaskan metode
pelaksanaan untuk
pekerjaan pembersihan
jembatan sebagai bagian

dari Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin
Jembatan yang

merupakan salah» satu
Pekerjaan UtamarJadwal

Pelaksanaan

Penyusunan jadwal
pekerjaan pemeliharaan
rutin jalan dan
pemeliharaan rutin

jembatan tidak sesuai
dengan yang di minta
dalam Dokumen
Penawaran Bab I11
Lembar Data Pemilihan
Huruf B.4.dan huruf F2

PT. Bangun Mitra Lulus | Pemenang Cadangan I

Abadi

PT. Karya Murni Tidak | Metode Pelaksanaan

Perkasa Lulus | Penjelasan metode
pelaksananaan

pekerjaan pembersihan
jembatan yang menjadi
bagian dari Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin
Jembatan yang
merupakan Pekerjaan
Utama yang
disampaikan oleh
peserta Yaitu "

Permukaan Jembatan
yang akan di cat ulang
harus dibersihkan dari
karat, kotoran dan
sejenisnya dengan alat
pembersih seperti sikat

kawat dan alat
pembersih  lainnya. "
tidak sesuai/keliru
dimana yang dimaksud
dengan pembersihan
jembatan jembatan
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sesuai dengan SKH -

1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan
meliputi pembersihan

sampah, kotoran yang
ada pada bangunan atas
jembatan termasuk pada

pipa cucuran dan
drainase lantai
jembatan, landasan,
bangunan bawah,

daerah jalan pendekat
serta daerah aliran
sungai ,100 metet\arah
hulu/hilir jembatan dan
pembersihan “ “jembatan
harus dilaksanakan 1
bulan sekali.

7 | PT. Bangun Cipta Lulus | Pemenang Cadangan II

Kontraktor

Pengumuman Pemenang; --------7#=--2¢=—F- oo
Bahwa berdasarkan Berita (Acara’ Hasil Pelelangan (BAHP)

ditetapkan Pemenang sebagai-berikut: ---------------ccmmmmmcmm

No Peserta Harga Penawaran | Hasil Lelang
(Rp)
1 | PT. Dewanto Cipta 57.817.961.905,00 Pemenang
Pratama
2 | PT. Bangun Mitra 58.708.601.823,00 Pemenang
Abadi Cadangan I
3 | PT. Bangun Cipta 61.457.165.420,00 Pemenang
Kontraktor Cadangan II
Sanggahan; ----------mmmmmmm

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP),
sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak terdapat

sanggahan pada tender a quo; ----------==-=——=— - oo

Tentang indikasi persekongkolan antar peserta tender dalam dokumen

pengadaan (vide bukti C1,C45); —----=---mmmmmmmm oo

12.1

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang
Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 4 dijelaskan indikasi
persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2
(dua) indikasi sebagai berikut;---------------—--—mcmmo
12.1.1 Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, antara

lain: metode kerja, bahan , alat, analisa pendekatan
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teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan

alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi

teknis/barang yang ditawarkan ( merek/type/jenis),

dan/ atau dukungan teknis; ---------------—--mmcmmcmm -

12.1.2 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; --------

12.1.3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa

yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---------------------—-4

12.1.4 Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawarari;

antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, sustnan

dan format penulisan; atau-----------------—--—-—-b -1

12.1.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari p€njamin yang

sama dengan nomor seri yang berurutan; ®s---------------

12.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang
Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 42 dijelaskan Peserta

yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam‘wpasal 4.1 dikenakan sanksi
sebagai berikut: ---------mmmoa AR

12.2.1 Sanksi administratif, 'seperti digugurkan dari proses
Pelelangan ~Umum atau pembatalan penetapan

PEMEN AN Pig-— g~~~ === === = === ===

12.2.2 Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; ----------------

12.2.3 Gugatan secara perdata; dan/atau;-----------------------—-

12.2.4/ Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;------

13. Tentang Masa Sanggah Lelang Pascakualifikasi (vide bukti C1,C40,C47)

13.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang
Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 35 dijelaskan “Peserta

yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan

secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP
disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui website, dengan
tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum

dalam LDP, dengan ketentuan : Pelelangan Umum paling lambat

5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang”. -----------

13.2 Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 60
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huruf i1 dijelaskan “masa sanggahan terhadap hasil

Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah

pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan
banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban
SANGGANAN ] === m oo s

Bahwa berdasarkan informasi jadwal lelang yang diumumkan

oleh Pokja, diperoleh fakta sebagai berikut: -----------------cocmou--

Peneumuman P ualifikasi 28 November |12 Desember
engumuman rascaxuailixasl bn1622:30 2016 17°Q0
28 November |12 Désembeér
Download Dokumen Pengadaan 2016 23:00 20161700
Pemberian Peniel 05 Desember |05"BDesember
embetian Fenjelasan 2016 10:00 [ 2016 17:00
06 Desember .13 Desember
Upload Dokumen Penawaran 2016 0800 2016 10:00
Pembukaan Dokumen 13 Desember |13 Desember
Penawaran 2016 10%15 2016 23:59
Evaluasi Denawaramn 14-Pesember |23 Desember
p 2016-08:00  [2016 23:59
) ) |14 Desember |23 Desember
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 5016 08:00 5016 23:59
) - ) 19 Desember |23 Desember
Pembuktian Kualifikasi 2016 08:00 2016 17:00
Upload Berita Acara Hasil 23 Desember |23 Desember
Pelelangan 2016 22:30 2016 23:59
Penetapan pemenat 23 Desember |23 Desember
pan p g 2016 22:30  [2016 23:59
Peneurdurman Pemenan 23 Desember |23 Desember
g4 S g 2016 22:30  [2016 23:59
) 24 Desember |28 Desember
Masa.Sanggah Hasil Lelang 2016 00:00 2016 17:00
Surat Penunjukan Penyedia 29 Desember |29 Desember
Barang/Jasa 2016 08:00 2016 17:00
06 Januari 06 Januari
Penandatanganan Kontrak 2017 09:00 2017 17:00

14 Tentang Pengurus Perusahaan Pemilik AMP (vide bukti C32,C33 dan

Bahwa dalam akte pendirian perusahaan dan perubahan
terakhir PT Trimurti Perkasa diperoleh fakta kepengurusan

perusahaan sebagai berikut:

No Nama Jabatan Alamat
Insinyur Pahot Tua . J1. Batang Kuis
1 Sihombing Direktur No. 28 Dusun
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NIK:1207022411710002 VIII
Effendi JL Gunung
endi .
2 | NIK:1271201002770001 | Komisaris irakatau . (o
3 Yos Faizal Direktur Dusun III
NIK:1207211802740003 Lantasan Lama
Perumahan Villa
4 | Rully Handoko Wijaya Direktur | Belibis B-8
NIK:1271022206800004 Utama Lingkungan
XVIII

14.2 Bahwa dalam akte pendirian perusahaan dan perubahan
terakhir PT Bangun Mitra Abadi diperoleh fakta kepengurusan

perusahaan sebagai berikut: ----------------mmmm B

No Nama Jabatan Alamat
JI. Karya Kasih
Surya Ichsan, SE . No. 58 L Kel.
L | NIK:1271110502710003 | PEEKNUE bopokalan
Mansyur
Jl. Gunung

Krakatau No.
Komisaris | 64-A Kel Glugur
Darat-II, Medan
Timur

Gunawan Sucipto
NIK:12712013098 100003

15. Tentang Perjanjian Sewa Peralatan (vide bukti C9,C29 dan C46); ---------
15.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta
Pratama 4nelampirkan surat perjanjian sewa peralatan dengan

PTTrimurti Perkasa sebagai berikut: ---------------— o
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LN

PT. TRIMURTI PERKASA

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor : 001PT-TRIMURTUSDIXII2018

ANTARA
PT. TRIMURTI PERKASA
Dan N
PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA
Untuk

MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI
PEKERJAAN : PRESERVASI REHABILITASI JALAN ZAENAL ARIFIN (STABAT) — BINJAI
RAYA (MEDAN) BELAWAN

Surat Penanjian Sewa AJat ini selanjutaya disebut Surat Pedqanjian dibuat df Medan pada hari
Kamis tanggal Delapan bulan Desember Tahun DUA RIBU ENAM BELAS (08-12-2018)
antara

1 Saul Esra Rogar's Tampubokon selaky Pian Manager PT, Trimurtl Perkasa yang bartindak urtux dan
atas nama PT. Trimurtl Perkasa, selanptrya dsebut PIMAK KESATU. dan

2.1« Dedy Eke Sukanno selawy Direktyr Utama PT, Dewanto Cipta Prat. yarg bertindak unhuk dan
atas nama PY. Dowanto Cipta Pratama. selanjsinye disebut PINAK KEDUA

MAKA DENGAN INI Mecua Belan Pihak menyetujul samua <etaniusn yang lercantum dalsm passl -
passl batias

1. PIHAK KESATU berkews(dan menyediaan, memct:dsasi peralatan ke kkasi pekenaan dan atau
MergaDerasian daraiatan yaiu :

No. Jonis Poralatan Kapasitas Jumiah | Lokasisext
Azphat Mxing Plant &0 Tenddam 1 Unit Patumbas
2 | Asphak Finsher 40 Ton'Jam 1 Unit Patumbat
3| Asphak Distredor 4000 Liter 1 Unit Paturinge
4| Dump Truck 35Ton | SUmt | Petumbsk
5 | Dume Truck 10 Ton 10 Urvt Faluraat
7| Excavatce E0-140 HP 2Unit | Patumbax
28 | Mater Grader 100 HF 1 Unit |__Patumbac |
.2 | Tire Rober 210 Ton 2Unt | Patumbak |
10_| Tandem Roller 6.8 Ton 4 Unit Patumbas
=4 Vibrator Roller &8 Ton ? Unit Patumbsk
12| Flat Bed Truck Fam | 3 Ut Faburinge,
13| Compressor AC0O-8500 LM | 2Umt | Pahoeopk
14| Padeslnian Roler 45Ton | 1 unat | Fatumbak
15| Cold Miling Machine 228 HP | fUnit | Fanmbax

Q\\
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w A

F FRKASA
15 Grass Cutier - Zuna__ Palumbak
AT Jack Hammee N BT 1Unk Patumbak
18 Stone Crusher 50 Ton/Jam 1 Une Patumbak

Untuk melaksanakan menyslessican dan memperbaki selruh pekenssn £45ual MaenlUan kontrak
Pkt Pakenaan "Preservasi Rehabllitasi Jalan Zaenal Arifin {Stabatj-Binjal Raya (Medan)
Bolawan", sampai daenma Gengsn Gaic 0Bh Pamili Pekearaan

2. PIHAK KECUA wapk mambaysr kepads PIHAK KESATU atss peiaksansan sewa 29t 595031 oasal 1
3. Surat Perjanan ini seraku tertrtung sejak tanggal 13 Deserbar 2016 Sampar GENGAN BWNr M3sa

polakassn DakaaaN KONSILKS! SHpan (BrSe0ut Jiatas. Jongan Ketentuan mebisasi alat disesuaican
dengan jacwal paaksanaan yang teah disetujui oleh Pamiic Pakeraan

~

4, Pananjan ini tdax caod cbatalkan secara sepnax taix cieh MHMAK PERTAMA msupun PIHAK
KEDUA sarpa Gengan beraalinya masa Derakunya penanjian i

§. Penanjan ini sacars olomats mecaci bat dan sk berdaku 18gi bia pekdangan tidak dmanangkan
cleh PIHAX KEDUA

Dengan demikan Kedua Saiah Phak telsh sepakat untuk menandatangani Surat Peranjan ni pada
1angGal tersadyl Oi &8s

PIHAK KECUA PIHAK KESATU
PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA PT. TRIMURTI PERKASA
PMETERAI |4

TEMPEL /
A &‘mw"‘"",\._-.

.)T
MU
SAUL ESRA ROGER'S TAMFUBOLON
Cirektur Utama Plan Manager

A

QU

15.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra
Abadi melampirkan daftar peralatan utama milik sendiri sebagai

berikut: -
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DAFTAR JENIS, KAPASITAS, KOMPOSISI DAN JUMLAH PERALATAN UTAMA
No. Paket 01
Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) — Binjai Raya (Medan) - Belawan
Prov/K Kota -~ Sumatera Utara
Nama Peserta Lelang PT. BANGUN MITRA ABADI
Tahun chcmilikan ’ a1 "
Kuantitas Uraian Kapasitas Merk dan Model (Milik/Sewa Kondisi Lokasi Saat ini
Pembuatan ©
Beli/'Sewa) | | i
1 Unit Asphalt Mixing Plant 60 Ton/Jam MBW-800/SA 2013 _ Milik | Baik | Binjai
1 Unit | Asphalt Finisher 10 Ton/Jam | SUMITOMO HA44W | 2011 | Milik | Baik ' 1l g Binjai
I Unit | Asphalt Distributor 4000 Ltr | MITSUBISHI FM517 HS 2010 Milik | Haik | JL Megawati - Binjai
5 Unit | Dump Truck 35Ton | TOYOTAMITSUBISHI 201272013 Sewa | Baik | JI Megawati - Binjai
10 Unit | Dump Truck | 10Ton HINO/MITSUBISHI Sewa | Baik | L i - Binjai
2 Unit Excavator 80-140 HP KOMATSU PC 200-6 | Milik | Baik -1 - Binjai
I Unit__| Motor Greader [ 100 HP KOMATSU GDI120G___ | Milik | Baik | i Binjai
2 Unit | Tire Roller 8-10 Ton SAKAI TS200/SW608 | Milik | Bak | JI Binjai
Unit | Tandem Roller 6-8 Ton | _SAKAI TS200 I Baik | Binjai
Unit | Vibratory Rolier 5-8 Ton IR } Baik L Binjai
Unit | Fla Truck = 3 AM | MITSUBISHI Baik | I Binjai
2 Unit___| Compressor 6500 LM | AIR MANPDS 125/185S | [ Bak | A i - Binjai
Unit Pedestrian Roller 4-6 Tor SAKAI HV 60-ST | 2006 | Baik L Binjai
Unit__| Cold Milling Machine 228 HP KOMATSU GC 380F | 2011 [ Bak | 1l Megawati - Binjai
> Unit | Grass Cutter 7 TANIKA BG-328A [ 2015 [ Baik | Medan
Unit | Jack Hammer 1330 Bpm MIKASA | 2010 Baik | Il Megawati - Binjai
Unit | Stone Crusher 50 Ton/Jam | SHAN BAO/PE400x 600 | 2010 | Baik__ | JI Megawati - Binjai

16. Tentang Metode Pelaksanaan (vide bukti C1,C8,C9,C10,C17,C19,C45
dan C46); ---------mmmmmmmmrm e Y

16.1

16.2

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang

Instruksi Kepada Peserta huruf E-angka 29.15 tentang Evaluasi

Teknis dijelaskan penilaian/ persyaratan teknis, minimal
dilakukan terhadap. “metode pelaksanaan pekerjaan
memenuhi  persyaratan substantif yang meliputi

tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara
garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang
ikut “menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan.
tidak

job-mix/ rincian/campuran/ komposisi material dari jenis

Penilaian metode pelaksanaan

mengevaluasi

pekerjaan®; —------- oo
Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar
Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan “a) Metode pelaksanaan
pekerjaan yang layak dan realistis serta memenuhi persyaratan
substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal
sampai akhir secara garis besar, dan uraian/cara kerja dari
masing-masing  jenis utama dan

pekerjaan pekerjaan
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16.3

16.4

16.5

SALINAN

penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan utama’”; ---------=========——-mmmmmmommo
Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar
Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan “d. apabila dalam
evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau

meragukan, Pokja ULP melakukan Kklarifikasi dengan peserta.

Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”;
Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Medan Jaya Cipta
Sarana menyampaikan dokumen metode pelaksanaan“deéngan

uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut:--

PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN

Pembersihan Jembatan

Permukaan jembatan yang akan dicat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan
alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya .

Peralatan yang dipergunakan : Pick Up dan Alat Bantu

Pengecatan Sederhana

Bahan cat yang dipergunakan adalah sesuai dengan kondisi elemen dan kondisi serta jenis lapisan
clemen existing jembatan . Cat untuk elemen jembatan yang bergalvanis harus sesuai dengan bahan
dasar struktur baja yang akan diberi lapisan pelindung kembali . Cat dasar yang digunakan adalah jenis

Aluminium Epoxy Mastic dan cat akhir yang digunakan adalah jenis Polyurethane Alkyd Copolymer .

Cat untuk elemen jembatan yang tidak bergalvanis ., untuk lapisan pertama digunakan Chlorinated
Rubber Primer . lapisan kedua menggunakan Chlorinated Rubber Undercoat dan lapisan terakhir
menggunakan Chlorinated Rubber Finish .

Cat anti korosi untuk elemen jembatan digunakan untuk mengatasi korosi pada elemen jembatan seperti
pada tiang pancang baja , fender tiang atau elemen — elemen lainnya .

Sebelum pengecatan terlebih dahulu permukaan yang akan dicat dibersihkan dari debu atau karat .

Pengecatan dilaksanakan dengan merata .

Sebelum melaksanakan pengecatan harus dipastikan jenis kategori pengecatan ulang yang akan
dilaksanakan .

Pengecatan cat dasar harus dilaksanakan dalam kurun waktu 3 jam setelah pembersihan permukaan

dilaksanakan . Pelaksanaan pengecatan lapisan dasar menggunakan mesin semprot dan dibantu dengan
kuas untuk menjangkau bagian-bagian yang sulit . Cat yang terdiri atas dua komponen harus dicampur
dengan baik dengan menggunakan alat pencampur schingga merata sesuai dengan spesifikasi dari
pabrik pembuat cat .

Pelaksanaan pengecatan lapisan kedua atau akhir dilaksanakan setelah lapisan pertama atau cat dasar
mengering dan mempunyai ketebalan kering sesuai dengan persyaratan . Pengecatan lapisan ini
dilaksanakan dengan cara disemprotkan menggunakan alat khusus sampai ketebalan cat sesuai dengan
persyaratan.

Peralatan yang dipergunakan : Compressor dan Alat Bantu

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Karya Murni
Perkasa menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan

uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut:--
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Lapis Pondasi Agregat Kelas 5
Pekerjaan ini mencakup pekerjasan pemotongan dan pembentukan kembali bahu jalan dengan
menggunakan Motor Grader . Bahu jalan yang rendah diratakan / ditimbun kembali dengan
memotong bahu jalan yang tinggl dan meratakannya ke daerah bahu jalan yang rendah dan
kemudian dipadatkan dengan Pedestrian Roller pada bahu jalan yang membutuhkan penambahan
material maka didatangkan agregat kelas 5 untuk bahu jalan .
Material Agregat Kelas S didatangkan dari Stone Crusher dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi
penghamparan . Penghamparan agregat kelas 5 menggunakan tenaga kerja kemudian dipadatkan
dengan Pedestrian Roller hingga mencapai kepadatan yang dipersyaratkan .
Peralatan i nakan :

= Wheel Loader

= Dump Truck

- Pedestrian Roller

- Water Tanker

= Alat Bantu

Pengendalian Tanaman pada Rumija
Pekerjaan pemeliharan rutin bahu jalan mencakup pembabatan rumput dan semak di bahu jalan
sepanjang jalan yang ditentukan . Pekerjaan pembabatan rumput dilaksanakan dengan Grass Cuter
{ Mesin Potong Rumput ) dan peralatan manual lainnya yang dianggap efektif dan efesien . Sampah
hasil pembersihan dikumpulkan kemudian dimuat ke dalam pick up untuk dibuang keluar lokasi
pekerjaan yang disetujul Direksi Pekerjaan . Pekerjaan pembabatan rumput dilaksanakan dengan
perintah Direksi Pekerjaan .
Peralatan yang dipergunakan :

= PickUp

- Grass Cutter

- Alat Bantu

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN
Pembersihan Jembatan

Permukaan jembatan yang akan dicat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya
dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya .

16.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Amarta Karya
(Persero) menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan

uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut;--
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S PEMELIHARAAN JEMBATAN

PEMELIHARAAN PENGECATAN SEDERHANA :

1. Pembersihan karat rangka jembatan dengan amplas

2, Pengencangan mur jembatan.

3. Pengecatan jembatan secara manual dengan kuas

el

PERBAIKAN SANDARAN JEMBATAN:
Pembongkaran kerusakan sandaran jembatan
Pembersihan arae kerusakan sandaran jembatan
Pemasangan pipa sandaran jembatan
Pengecoran kolom pipa sandaran jembatan

B

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta
Pratama menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan
uraian pada Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan

Minor sebagai berikut: -----------------o-o
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r. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

1. Marka Jalan Termoplastik

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pegaspalan selesal dikerjakan dan
penghamparan dileksanakan setelah permukaan perkerasan jalan sudah bebas dari debu

dan sudah kering. Sebelum pekerjaan ini dilaksanakan terlebih dahulu dibuat garis sebagai
pedoman pelaksanaan. Campuran bahan cat yang telah dicampur dan dihampar dengan
alat penghampar, kemudian ditabur butiran kaca (Glass Beat) diatabur diatas permukaan
cat segera setelah pelaksanaan penghamparan dilakukan. Glas Beat ditabur dengan kabar
450 gram/m2 unutk semua jenis cat. Cat yang akan digunakan haruslah berwama putih atau
kuning seperti yang ditunjuk oleh Direksi Lapangan. Butiran kaca (Glas Beat) haruslah
memenuhi standar (spesifikasi). Marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka
jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas untuk menjaga jejak roda seerta kerusakan lainnya.

2. Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade

Pekerjaan ini meliputi pengadaan rambu sesuai dengan spesifikasi teknis dan penempatan
sesual dengan gambar dan instruksi direksi pekerjaan, Tahap pelaksanaannya :

« Pengadaan Rambu yang sudah mempunyai angkur yang sudah dilas di kaki rambu,

« Mengagali untuk penempatan rambu.

« Rambu dimasukkan ke tempat galian tersebut lalu dicor dengan beton,

« Alat: Dump Truck dan alat bantu.

3. Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal dan Lengan Ganda, Tipe LED

Pekerjaan ini mencakup pengadaan tiang lampu, kabel, dan lampu, adapun tahapan
pekerjaan antara lain :

» Pemasangan Pondasi sebagai tempat dudukan tiang

« Penyambungan kabel

» Pemasangan tiang lampu

4, Stabllisasi dengan Tanaman

Ratakan seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampal mencapai permukaan yang
seragam dan gemburkan tanah pada permukaan lereng. Lapisi tanah permukaan tersebu
dengan tanah humus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapal ketebalan
akhir 15 cm. Setelah permukaan tanah selesai dikerjakan, taburkan pupuk sampai merata
diatas seluruh permukaan yang akan ditanami rumput, Gambalan rumput yang akan
ditanam, harus diambil bersama akarnya dan diambil pada saat tanah dalam keadaan
lembab atau setelah dilakukan penyiraman

5. Pohon Jenis

Permukaan tanah yang akan ditanami pohon diratakan sampai mencapal permukaan yang
seragam dan tanah digemburkan. Galian tempat penanaman dibuat secukupnya dan diisi
dengan tanah humus yang telah dicampur pupuk,

Pohon yang sudah ditanam harus disiram dan dibuat pagar peindung dan dijaga sampai
tumpuh, apabila ada pohon yang tidak tumbuh segera diganti dengan yang baru. Jenis
pohon yang ditanam sesuai persetujuan pihak Direksi Pekerjaan,
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6. Kerb Pracetak Jenis 1 (PeninggifMountable)

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabnkasi sesuai dengan dimensi
dan mutu beton, pekerjaan ini dilakeanakan di lokasi median sebagai pembatas jatan. Kerb

ini didudukan diatas beton montar. antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung
dengan beton meortar sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal,

7. Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudsh dipabrikasi sesuai dengan dimensi
dan mutu beton, pekerjaan ini ditaksanakan di lokasi median sebagai pembatas jalan. Kerb
ini didudukan diatas beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung
dengan beton mortar sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal, >

8. Kerb Pracetak Jenis 3, 8, dan 7

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi
dan mutu beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi trotoar jaian. Kerb ini didudukan diatas
beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton morar
sehingga menghasd pemasangan kerb yang maksimal.

9. Paku Jalan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan paku jalan yang sesuai dengan spesifikasi dan gambar,
paku jalan ini dikerjakan di lokasi existing sebagai pembatas di centre line.

s. Pekeriaan Harian

Pekerjaan ini dilaksanakan diluar pekerjaan dari divisi 1 sid 8, pekerjaan ini dibayarkan setelah
ada instruksi dari direksi pekerjaan, adapun item pekerjaannya yang ada pada dkh di dokumen
pengadaan.

t.  Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan

1. Pasangan Batu dengan Mortar

- Pembuatan bowplank sebagi dasar untuk pembuatan dimensi saluran.

- Pembuatan mortar adukan yang disesuaikan dengan spesifikasi yang telah didentukan
dengan alat pengaduk mortar ( beton molen ) agar mutu campuran yang dihasilkan
menjadi lebih homogen, Pemasangan batu mortar untuk saluran dengan ketebalan
pasangan yang telah ditetapkan dengan bentuk seperti dalam gambar rencana dan
Qambar kerja yang disetujui,

- Sebelum ditakukan pekerjaan pasangan batu kali dengan mortar hendaknya perlu
diperhatikan hal - hal sebagai berikut -

Batu harus dibersihkan dari bahan yang merugikan, yang dapat mengurangi kelekatan
antara batu dengan adukan

Sebelum pemasangan, batu kali harus dibasahi seluruh permukaannya dan diberikan
waktu yang cukup untuk proses penyerapaan air sampai jenuh

Sebelum pasangan batu dilakukan, perlu adanya landasaniapisan dar adukan semen
paling sediki setebal 3 ¢m harus dipasang pada formasi yang telah disiapkan.
Landasan adukan ini harus dikerjakan sedikit demi sedikit sedemikian rupa sehingga
permukaan batu akan teranam pada adukan sebelum mengeras. Batu harus ditanam
dengan kuat diatas landasan adukan semen sedemikian rupa sehingga satu baty

\ berdekatan dengan yang lainnya sampai mendapatkan tebal pelapisan yang dipedukan;-

Q 16.8 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra
Abadi menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan

uraian pada Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan

Minor sebagai berikut:
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18.

Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
a. Marka Jalan Termoplastik

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Pihak yang bersangkutan harus
menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan
bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia jasa harus menghilangkan setiap marka jalan

lama, baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru. Untuk 3

kegiatan ini Penyedia Jasa harus melakukan grit blasting {pengausan dengan bahan berbutir halus).

Pelaksanaan Pengecatan marka jalan

{a) Pekerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan aspal.

(b} Membuat tanda-tanda untuk lokasi yarg dimarka.

{c) Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan thermoplastik} harus dicampur
terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi
pigmen merata di dalam cat.

{d) Pihak yang bersangkutan harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada permukaan
perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang persis sebelum pelaksanaan pengecatan
marka jalan,

{e] Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross
dengan bantuan sebuah mesin penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup

"mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus, Mesin
yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal
minimum 0.38 milimeter untuk cat bukan termoplastik dan tebal minimum 1.50 mm untuk cat
termoplastik.
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(fl Butiran kaca (Glass bead) harus ditaburkan secara mekanis diatas permukaan cat segera setzlah
pelaksanaan penyemprotam atau penghamparan cat. butiran kaca (Glass Bead) harus
ditaburkan dengan kadar 450 gramym2 untukm semua jenisi cat, baik untuk bukan termoplastik
maupun termoplastik.

[g] Peralatan yang digunakan Mesin marka, pre heater dan alat bantu

Sermua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan ini dapat dilalui cleh lalu lintas

tanpa meninggalkan bintik-bintik atau bekas jejak roda atau kerusakan lainnya.

Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade

Pekerjaan ini meliputi pengadaan rambu sesuai dengan spesifikasi teknis dan penempatan sesuai
dengan gambar dan instruksi direksi pekerjaan. Tahap pelaksanaannya :

- Pengadaan Rambu yang sudah mempunyai angkur yang sudah dilas di kaki rambu.

- Menggali untuk penempatan rambu.

- Rambu dimasukkan ke tempat galian tersebut lalu dicar dengan beton.

. Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal dan Lengan Ganda, Tipe LED

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tiang, lampu, kabel, dil vang sesuai dengan spesifkasi teknis dan
penempatan lampu di dasrah sisi jalan atau berdasarkan gambar. Tahap pelaksanaannya sebagai
berikut :

- Pembuatan Pondasi

- Pemasangan kabel di dalam pipa.

- Pemasangan Tiang Lampu,

- Pemasangan Lampu

- Pemasangan panel.

Stabilisasi dengan Tanaman

Ratakan seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai mencapai permukaan yang seragam
dan gemburkan tanazh pada permukaan lereng. Lapisi tanah permukaan tersebu dengan tanah
hurus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 15 cm. Setelak
permukaan tanah selesai dikerjakan, taburkan pupuk sampai merata diatas selurub permukaan yvang
akan ditanami rumput. Gambalan rumpit yang akan ditanam, harus diambil bersama akarmya dan
diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah dilakukan penyiraman

Pohon lenls

Permukaan tanah yang akan ditanami pohon diratakan sampai mencapal permukaan yang seragam
dan tanah digemburkan. Galian tempat penanaman dibuat secukupnya dan diisi dengan tanah
humus yang telah dicampur pupuk.

Pohon yang sudah ditanam harus disiram dan dibuat pagar pelindung dan dijaga sampai tumpuh,
apabila ada pohon yang tidak tumbub segera diganti dengan yang baru. Jenis pohon yang ditanam
sesuai persetujuan pihak Direksi Pekerjaan.

Paku Jalan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan paku jalan yang sesuai dengan spesifikasi dan gambar, paku jalan
ini dikerjakan di lokasi existing sebagal pembatas di centre line.

e |
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15

g. Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi dan mutu
beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi median sebagai pembatas jalan. Kerb ini didudukan diatas
beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton mortar
sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal.

h. Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesual dengan dimensi dan mutu
beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi median sebagai pembatas jalan. Kerb ini didudukan diatas
beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lzin disambung dengan beton mortar
sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal,

I. Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi dan mutu
beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi trotoar jalan. Kerb ini didudukan diatas beton mortar,
antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton mortar sehingga menghasil
pemasangan kerb yang maksimal,

Pekerjaan Harian
Pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang semula tidak diperkirakan dan pekerjaan tambahan vang

dibayarkan dengan item pekerjaan Mandor, Pekerja Biasa, Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb, Dump Truck,
Truck Bak Datar, Crane, Xoempressor dan Jack Hammer.

17. Tentang Personil Inti (vide bukti C1,C2{-€8,C9, C10, C17, C19, C42,
C45, CAB);-mmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmm ol S

17.1

17.2

17.3

Bahwa dalam dokumeny pengadaan pada BAB II Tentang
Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi
Teknis dijelaskaniwid) personil inti [dipilih Tenaga ahli 4/tenaga
terampil 5] : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang
diusulkan;, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang
ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang
tercantum-pada isian kualifikasi; -----------=--=-—=-—mmmmmmmom
Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar
Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan : “Personil inti tersebut
diatas harus berpengalamam pada pekerjaan sejenis sekurang-
kurangnya 5 tahun dibuktikan dengan surat pengalaman dan
untuk tenaga ahli harus mempunyai kualifikasi minimal sebagai
Ahli Madya dibuktikan dengan sertifikasi keahlian”; ----------------
Bahwa berdasarkan addendum dokumen pengadaan nomor 01
huruf b tentang persyaratan kualifikasi terdapat perubahan
dalam persyaratan personil sehingga menjadi: -------------------——-

Tenaga Ahli bagi usaha besar

Tingkat Jabatan dalam Lama Profesi
No | Pendidikan pekerjaan Pengala | Keahlian/
Minimal yang akan man | keterampilan
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17.4

17.5

SALINAN

diusulkan Kerja
(tahun)
A B C D B
S1 Teknik General Ahli Teknik
L | sipil Superintendent 7 Jalan -
P P Madya
S1 Teknik Quantity Ahli Teknik
2 | sipil Engineer 5 Jalan -
P s Madya
S1 Teknik ) . Ahli Teknik
3 Sipil Quality Engineer 5 Jalan -
P Madya
Ahli Si ]
4 S1 Teknik Manajer Kendali 5 Manajeme
Sipil Mutu Muta -
. : 3
S1 Teknik Ahli K3 '
S | sipil Konstruksi S ( 4 Konstruksi -
il A adya

NB. Pada saat klarifikasi dan verifikasi h
Bahwa dalam dokumen pengad

Instruksi Kepada Peserta huruf

Teknis dijelaskan “d. apabil

Bahwa berda

Sarana meny

unjukan ijazah asli

=

evaluasi teknis terdapat hal-

QS”

a BAB II Tentang

a 29.15 tentang Evaluasi

hal yang kurang jelas agukan, Pokja ULP melakukan
klarifikasi dengan pe e&asil klarifikasi dapat menggugurkan

»,
PeNnAWAran”; =---~go===z=f=mmmmmme e e

n¥d

ikan daftar personil ini sebagai berikut:

umen penawaran PT Medan Jaya Cipta

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta

Pratama menyampaikan daftar personil inti sebagai berikut:
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No. Paket

18.

SALINAN

DAFTAR PERSONIL INTI

Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan
Sumatera Utara
PT.DEWANTO CIPTA PRATAMA

Nama Posisi di Proyek ini Kualifikasi Pendidikan Terakhir Pengalaman Kerja
Sulastri Hasna Siagian, ST General Superintendent Ahli Teknik Jalan - Madya S1 - Teknik Sipi 13 Tahun
Peter Sianto, ST Quantity Engineer Ahll Teknik Jalan - Madya S1 - Teknik Sipil 10 Tahun
Ryanto Sihite, S Quality Engineer Ahli Teknik Jalan - Madya S1 - Teknik Sipil 15 Tabun
I Tosan Himsar Sitna ; |~ Ahli Sistem Manaiemen Mutu - 3

Togap Himsar Simanullang, Manajer Kendali Mutu Ahli Sistem Manajemen ! i S1 - Teknik Sipil 16 Tahun
ST Madya

Junaidi Sitinjak, ST Ahll K3 Konstruksi Ahli K3 Konstruksi - Madya S1 - Teknik Sipil 14 Tahun

Tentang Spesifikasi khusus divisi 10.b pemeliharaan kinerja jembatan
(SKh-1.10.b) (vide bukti C1,C45); ---------mmmmmmmmmmmm oo B

18.1

18.2

Bahwa terdapat dokumen Spesifikasi Khusus Divisi 10.b (SKh-

1.10.b) tentang Pemeliharaan Kinerja Jembatan(yang diupload

oleh Pokja; ------------——--——-m o NN - -
Bahwa berdasarkan dokumen Spesifikasi Khusus Divisi 10.b
(SKh-1.10.b) pada poin SKh-1.10'p.3" tentang Pelaksanaan
Pemeliharaan Kinerja Jembatan_ pada bagian Pelaksanaan

diuraikan sebagai berikut;€--=--%:-------------mmmm

a) PembersihamdJembatan
Pelaksanaan pembersihan jembatan harus menggunakan water
jet dimana semugelemen jembatan baik bagian atas maupun
bagian bawah-bangunan atas, landasan, bangunan bawah dan
fondasi serta perlengkapannya harus dibersihkan dan tidak
terdapat, ¥ sampah, kotoran, atau benda-benda yang
mengganggu kenyamanan dan fungsi jembatan secara
menyeluruh.

Kebersthan jembatan ini harus dipertahankan atau

pembersihan harus diulang setiap 1 bulan sekali.

19" Tentang Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga (vide bukti
C1,C2,C9,C10,C406); ------mmmmmm oo oo o e e

19.1

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB XII Tentang Daftar
Kuantitas dan Harga Pokja melampirkan contoh dokumen

Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut; --------
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SALINAN

[Daftar 2: Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
[Paket Pekerjaan
[Ruuas Jalan
[Panjang Jalan
INarma Penyedia
Linglup Pekeriaan
Peleburan jlan | RSN | popunivijuin | Pemelbeun | Psltes | P | sk | Bobot
o Divisi Ursisn Pekerjann i “w—"—" Fargs Targs Harga Hargs | Harga
mmmmmm“ﬂ"mmmmmmm
Divisi Divisi Divisi Diivisi Diisi
1 LHmem
Fd Pekerjaan Draimase
3 Fekerjaan Tanah
Felebaran Perkernsan dan Baha
i Jalan
5 Ferkerasan Berbutir
[ Ferkerasan Aspal
T Strukiur
s Fengembalian Kondsi dan
Fekerjman Minor
@ Pekerjaan Harian
0 Femeliharaan Rutin
SKh-1.10a | Femeliharaan Kinerja Jakn
SKh-1.10.b | Femehiharaan Kinega Jembatan
a Fonsbika A 00 E [Ty C o0 1] 00 100 T 00
n Eonstriksi
M=A+B+CeD+E#H |
c Bobol 0% | [—— — [ - [ — [ — 1 I
4 Pajak Fertambahan Nilai (FPN) =
e Total Hargs + FFN=b+d |
19.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, BT Dewanto Cipta
Pratama menyampaikan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas
dan Harga sebagai berikut; -------a---3=%= oo
DAFTAR 2. REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
e L
| I
i I . I
e e — =
2 Potatgasn Tansh ERTTAT . zam R 3T ) Tan
“ Patutaran Purtoarasan den Sabuy Joan s 29 EEL R e
s Putarssan Batur dan Perterasan Byon .~
e Porkarscan Aspal 10200, 184 18 TT Man 00 4 18 77| -
L] Pragermaben Koo den Pomzsn Moo uumm‘u - :.umu- ::
L Feburjaan Harter - o RERUEE e
0 Pebnryasn Pamashanan Mutn - o0 =
S04 100 Pebacaan Pematihanan Krens Jeten e T 3T Teu
O4 1 0 Paknciaan Pomethacnen Kirerds Jentetsn a0 T AT 13
A Aumiah Hasgs Konsyulst S1sesTIaeme e on 00

181 Total Haga Kol Te A+ B+ C+ D+ E)

4C1 Bebot Terbmbang (A) / (81 x 100 %

0} Pujek Pertarbahan Ntai (PPN ) = 10 % = T

) Total Hangm + PPN

Teiong © L

Juta tiga ralus empat ribu Hige puluh 56190 rupiah

19.3

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT

Bangun Mitra

Abadi menyampaikan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas

dan Harga sebagai berikut;
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SALINAN

DAFTAR 2. REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
s ' Vbrore
Pkt ‘
L
Pariong wos :
Wowa Paeywie Jeve PO AL WTRA 424D
. -y
" D -
Prbogaan hoben Hagn oo
- - o > Ol e ::; o :: —
. 24 X0 | 2 s | [
- Dnave ] Ly | ey
Pobargan Tanen 110 S0 508 2 AW, 2
: :f"'_""" LOW1A5) X8 1 \nr 2000 g 1y |
p : ‘ 1
: Frtarowm A BOUTELA ) W11, -
e LT 3 | 1443
8 Porpur b L3 e Petoma Wre & L TGS 48 03 e | 11 344
' Py Homam AR A - b | o)
[ < NS Park v wen 1ty ' x|
:::: Pubryiom Paraitumae § g Mo L R o . e
et T T 04,18 897 13 1 wx
B Tl e Komatral L 1 .0
o mm.l-nmv-uot-r-mn
1] Diober Tumuwismg (A /(B4 x 360 4 wra |
150 Pajak Peciasduaim Mow VN ) < 10 o T =
1 Tord dovgs + vm
() Perviediien
Tatiy y——— s e e

20. Tentang Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi (vide bukti C1,C2,C9,
C10, C45,Ca0), =g oo oo

20.1
Kuantitas
perigadaan,

Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

dan
Pokja

melampirkan
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Harga dan Addendum No.01

contoh dokumen

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB XII Tentang Daftar

dokumen
Mata




SALINAN

Pt

DAFTAR 1. VAT PEVEATARAN FEEERIAN EDASTRUESI

ar
S L4 sl ek e

i

o % s ke Ll e Pt S L Ve B

ey S M= el

1
15
1

wjn
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SALINAN
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20.2

Hoer Satun
P

e Pt e
MNarrs: Paket

SALINAN

O

N _

o v N e s
] ! 1N U M A Y Ot I O S
S I 2 VR A S - I A
B = I I G S AUt O = I IO S
'\-H-I-\-H—'\—H—H—H—H—-d-\-H—H—H—H—F\.J'\-H—H—H-'\-H—H—H—H—F\.--:1J e e e e e e e e

o e L Feer ey et e et Ut et

Bahwa berdasarkan™dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta

Pratama menyampaikan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan

Konstruksi sebagai berikut:

Fedanass an Man Nurocead Madycpe fan Mecen
PPN 16 (Mebogobtan Maden B .

DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Preservani tuatiion Sdan Zesral Afhe (Siaters - Ginjs Rops Vecka) - Deawar,

NO. MATA
PENBAYARAN

URALAN PERERJAAN

voLume

3

L - -
fapxe)

DIIG 1. WM

Wbbassi

Nenajmerias dan iasatamaton Lok Unias
Porgarrenan Lingbascen Hewp

£

Murrageraas Mte

858358

75,384,000 00
42.000.000 00

[ TR RTAR AN RUTH LN | PEWEL RmAAN B 7T JEMEATAY |

23
23000
2301

a3
Geron) 0eimg Py
Sabiran becbartat U T pa
Sahiran Lerberhat U T po 05 5

Tusgar diamter damm

Beton K250 (7 20) Gvhk bk rikame baon miser
1 Baters Peres uskat Eators Penging (Tiber

.
Jurriah Margs m:‘_un OIS 3 (oo pack Askapiles:

1,388, 964, 00.00

205,247,302 20

Jumiah Harga

143

]
Goflas Biaen

Gudhas Siruhbar dugers hackaorren 0 -3 o
Garbnn Poruwasan Beissged dangen Coi Mg Mactine

Saspapns Sadas Jakn

Pamsshoegin Putas #/trar duervere 15 - 30 er

Panaiongen Fobon Pias demete 30 - 50 20

HHGGEIE

5 DIV 2 Tk Ock Ry Tutos Puvivs sint FYRS e

128078
B0

azq

4220

Jurriah Hargy 20 OWVISE 3 (1ussut ponks Fvhaceyies Perkias Hars Pekwonatt
wm%mﬁrﬁﬁm, 3

116277422484 |

Lasts Prrhasi Agreges Kem A
Lashs Porcasl Agieger Koles 8

L

201456
33rras

28045
137748

1.396.494,142. 79
1,404 580 934 65

ursiah Ha1p) Pekeciasn DIVISI & trassk

Freraptatas Paky s MaGY Snbaco)

2.701,074,83738 |

Juraiah Harga Peherjaan DIVISI S miusa fach Fowaputatas’ Pvier son 1ANDS Svvavioon
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SALINAN

DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKS!

PR P16 Metropeiian Mudas Bt Cu
Mo, Pkt Kortrak:
Nams Pabat Primarmest Autusites: akee Zaonsl AsFe (Stater) - Dl Ry (Nader) - Bo v

X33, 831
TI)51866656 |
870601257135

| rsmammor|

Nt

11,313101 59
st
1584539, 108 00

Hi 1 (irxij‘[.; fsfs

LS

|
I

-

DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

W
L
o 15
[
Y
e e I =
— ) s = ) — = - —— e .
Jalan.

%
H

'*u
|

S0 01 B IR NI ) — ] = E— — B 7T
50,110 b3 e | wew a2 10300
L] L] DM i — I IR )
" %20 e )
o B L 458 08000 — - a8 1T T

Jumin Harga Dby 5701 1.10.1 Perraiinarasn Tembatin [meves, Prcvvman rag Srwagsen

Abadi menyampaikan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan

Konstruksi sebagai berikut; ---------------—------ -

§& Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra
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SALINAN

DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKS!

Nama Sathw FloShsanan tetan Naoona! Mdsget e Meda

PPK FFY 46 Vetaopokeon Meces Byt s,

M Pasel Konta

Narme Paket Prossrsan Ranatitas 2 Zisrsad A (S000) - By Rays (Moda] - Satawnn
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DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
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DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKS!
- =
ST B , I s | soax i EAILITAS| JAAN PEMELMARAN RUTIN JALAN | PEMELHARAAN RUTIN JENBATAN
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Porbaika: g Coy N X =
TR
= . - Wy Wi,
T 2E5 s
‘ B
4 l o
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21. Tentang Dokumen daftar pekerjaan utama (vide bukti C1,C9,C10,C45

C40); - s
Bahwa dalam dokumen Ypengadaan pada BAB III Tentang

dan

21.1

Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja mencantumkan Daftar

Pekerjaan Utama yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai

berikut:

2
o

Jenis Pekerjaan Utama

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pasangan Batu dengan Mortar

Saluran berbentuk U Tipe DS 2

Saluran berbentuk U Tipe DS 3

Beton K-250 (fc’20) untuk struktur drainase beton
minor

Galian Biasa

Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling
Machine

Timbunan Biasa dari Sumber Galian

Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Lapis Resap Pengikat — Aspal Cair

Lapis Perekat - Aspal Cair

Laston Lapis Aus (AC-WCQC)

(S U FEIFG U (P U U N

Laston Lapis Antara (AC-BC)
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18 | Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)

19 | Bahan anti pengelupasan

20 | Beton mutu sedang fc’30 Mpa Untuk Box

21 | Beton mutu sedang fc’= 20 MPa

22 | Beton mutu rendah fc’= 10 Mpa

23 | Baja Tulangan U 24 Polos

24 | Baja Tulangan U 32 Ulir

25 | Pemeliharaan Rutin Jalan

26 | Pemeliharaan Rutin Jembatan

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto -Cipta

Pratama menyampaikan dokumen Daftar Pekerjaan “Utama

sebagai berikut:

No Mata

Pembayaran Jenis Pekerjaaan
2.3.(6} Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan aameter dalam 20 cm
2.3.(10) Saluran berbantuk U Tipe DS 2
23(11) Saluran berkentuk U Tipe DS 2
2.3.012) Beton K250 (fe' 20) untuk strukliur drainase Beton minor
241 Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)
3.1.(1a) Galian Biasa
3.1.03) Galian Struktur dengan kedalaman O - 2 meter
3.1.(6) Galian Perkerssan Beraspal dengan Cold Milling Machine
32 (1a) Timbunan Biasa dari Sumber Gslian
3.2 (28) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
3.3.01) Penyiapan Badan Jalan
42101) Lapis Pondasi Agregat Kelas A
4.2.(28) Lapis Pondas Agregat Kelas 8
8.1 (%)) Lagis Resap Pengikat - Aspal Cair
8.1 (2)(a) Laols Perekat - Aspal Cair
6.3{5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.3(63) Lasion Lapis Antara (AC-BC)

6.3{7a) Laston Lapis Pendasi (AC-Base)

6.3.(8 Bahan antl pangelupasan

71{5b Beton mutu sedang 12'=30 MPa unluk Box
7116} Beton multu sedang ic'= 25 Mpa

71 (Na Saton mulu sedang fe's 20 MPa

7.1(10) Eeaton mutu rendah fc'= 10 Mpa

73{(1) Baja Tulangan U 24 Poles

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pameliharsan Rutin Jembatan

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra

Abadi menyampaikan dokumen Daftar Pekerjaan Utama sebagai

berikut:
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No Mata Jenis Pekerjaaan
Pembayaran

2.3.46) Gorong-goreng Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 ¢m
2.3.(10) Saluran berbentuk U Tipe DS 2

2.3.(11) Saluran berbentuk U Tipe DS 3

23(12) Beton K250 (fc' 20) unfuk struktur drainase beton minor
2401 Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)

31{1a) Gdian Biasa

313) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter

3.1.(6) Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Miling Machine
3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galan

3.2(2a) Timbunan Pilikan dan Sumber Galian

3.3.41) Penyizpan Badan Jalan

42.11) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

42.(2a) Lapis Pondas! Agregat Kelas B
8.1 (1)a) Lapis Resap Pangikat - Aspal Cair
6.1 (2)3) Lapis Pesekal - Aspal Cair

B6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.3(6a) Laston Lapls Antara (AC-8C)

§.3(7a) Lazton Lapis Pondasi (AC-Base)

6.2.(8) Bahan anti pengaiupasan

715t Belen mulu sodang fc'=20 MPa untuk Box

718 Batan muly sedang fo'= 25 Mpa

r1{Na Seron mutu sedang = 20 MPa

7.40(10) Beton mutu rendah 1'= 10 Moa

7.3(1) Baja Tulangan U 24 Polos

Pemefiharaan Rutin Jalan
| Pemelingraan Rutn Jembalan

22. Tentang Dokumen daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara (vide bukti
C1,C2,C9,C10,645\datt C46);---------mmmmmmmm oo
22.1 Bahwa\ dalam dokumen pengadaan pada BAB III Tentang

Fembar Data Pemilihan (LDP), Pokja mencantumkan Daftar
Pekerjaan Penunjang/Sementara yang harus dilaksanakan oleh

peserta sebagai berikut: -------------------- -

Jenis Pekerjaan Penunjang
Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu
Lintas
Pengamanan Lingkungan Hidup
Manajemen Mutu
Pembongkaran Pasangan Batu
Pembongkaran Beton
Pekerjaan Harian
SMK3

oo o|h]w| o "‘oz
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22.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menyampaikan dokumen

Daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara sebagai berikut: ---------

NGRS Jenis Pekerjaaan
Pembayaran
1.2 Mobilisas
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
1.8.(2) Jembatan Sementara
117 Pengamanan Lingkungan Hidup
119 SMK3
.21 Manajemen Mty
7.15.01) Pembongkaran Pasangan Balu

Pembongkaran Baton

23. Tentang IP Address Log Akses Peserta Lelang (vide bukti C36 dan C46); -
Bahwa dari=hasil pemeriksaan terhadap IP Address yang digunakan
peserta lelang pada saat pemasukan dokumen penawaran diperoleh
fakta sebagai berikut: ------------ -

No Peserta Pemasukan Login Logout IP
13 13
1 PT Sumber Desember Desember - 114.125.29.33
Mitra Jaya 2016 2016 06:48
06:54 '
PT. Medan ]gsesember 13 Dlgsember
2 | Jaya Cipta Desember 36.76.65.161
Sarana 2016 2016 01:13 | 2016
01:30 ) 01:31
12 12 12
3 PT Dewanto Desember Desember Desember 36.68.135.241
Cipta Pratama | 2016 2016 20:50 2016
21:09 ) 21:10
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PT. Amarta llDisember 12
4 | Karya 2016 Desember - 182.253.168.191
(Persero) 19:44 2016 19:07
12 12 12
5 |PT. Bangun | Desember | o oo | Desember | e gasngg
Mitra Abadi 2016 2016 22:04 2016
22:27 ] 22:49
12 12 12
6 | T Karya Desember | o cember | DESEMbET | 14 939.93.206
Murni Perkasa | 2016 5016 14:43 2016
15:13 ) 15:14
09
PT. Bangun Desember 09
7 | Cipta 2016 Desember - 124.81,126.82
Kontraktor 99:20 2016 22:15
24. Tentang Surat Jaminan Penawar Pesertat=Lelang (vide bukti

C9,C10,C22,C23,C34 dan C46);

24.1

Pratama melampirkan

berikut:

surat /. jaminan penawaran

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta

sebagai

halaman 36 dari 243




SALINAN

Bank JACEh Ey No.: A, 142007

Kepercapaan dan Kemerae: GARANSI TANK

satenai
JAMNAN PEMAWARAN
Nomor ; SENMDNJAURENXLR210
Yong becnda 1ogen dewsh i - ERVEN KONADE datam Jaboten selsks Pemimpis dabwn hod il

Dersacioh orich dan slas name PT. Bark Ased Syonah terkedudeban & JL Sisagomanganjs No. 18 D-
£ Medan

WoIR salama TR ot PENJANIN,
AerO W MRty RlINAS 3530 MMl Kaoado
Narea Kelompok Kaga Pengadasn Narang Jass Dilingangan Satusn Kada Pelshaasass Jelan

Nasioral Metropoitan Medan Tahen Anggaran 2017,
Harat JL Seddi Lobis No. | Mecken.
aelanjut=zya dastul PENERNA JAMIKAR

wmnp 1,433.000.000 - |mmmvmmmm¢w me

Mwmmmw WWMMM
Naras . PT. DEWNANTO CPTA PRATANA,
Pt ;mmww«nmlmnau«mwmmm
solanjutrya disabut YANG DUJANN
Iarmyesia SOTON batie wolkls Fang CRenUy, naTT SEak malebitl tanggal batas wakls SerbvouTga
Gararsl Bask ind, tioak mermonudl S, yon
L) mw Kodusd das Nepotame (O0N
b amiarns Lls ger
3 mwuwmwuw A vaen dekan hal O Calon B 9 dar cakn
perraniang cedangat | det 2 hage perawacascye & Bewwh B0 % HPS
d Thiak hodi dalorn Karfhoel dany’ ot werfaed RuskBos dolam hat sebagal Gion pemenang da
COMN POMARNY COOINIIN 1380 2 200N lasan pang Siak Gapot JIerma; ooy
0 mengundurkan o B0 PRON N8 INGIN Bartak
dabyn Do Pang ywng dhikat cleh Yarg Diamun
WMNMWWWWAM
1. Goaral Dark berivts selura S0 |Sersbias pubuh | hovt nlender, day elac roly darl tangge’
13 Deaunribg: 20%0
2 Tmmmmmmm-mmmmm
pakng tamisat 14 jemapet belna) host Kalender
mwmmwmmommomuw

b kepadia Pw {1 saa
wmmu«-w u(e-uoebs)momwmimm:m
per dari P Sarat Pe
ot 1N Mg o mwicy skt Yang Ofsmin Cidecs Iasptaindtcak
et tewnitanya
4 PENLIN Tak-tod unhie r uor bends-tends yarg dior

abagal Jaminan lobeh ohuiy SED Con Lol UK Mobanasl Munong Yong OJorem sedepanass
ke dakien peasd 1831 Kb Undaeg-Undang Mubum Persats.
Garared Bark ini Bk dapar dgs stao el Prad i
mwmmwmmwmmv- MESNg-Masry) ook
TN SO Db L YONg LNam Jan WAep O kerfr Pesgedien Neges Modas.

DOfceluarian & - Medas,
Pada Tanggal : WWMO,.,)(
wmnm i
Mﬁ

i g m [

mu-nm "
; Commer. POVIEAN M (Mrwas ah mercrmtores Sewm &00 *

as

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra

Abadi melampirkan surat jaminan penawaran sebagai berikut: --

O
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Bank ‘\)Aceh No.: A. 142008

Kepercayoan can Remitman GARANS! BANK
sobagai

JANINAN PENAWARAN
Nomar ; QS2MON.0JBPNXI2016
Yong bertanda targon dbowoh ini @ ERWIN KONADE dofom Jabown selaiu Fomispn dalem hal ini
berdndak ustuk dan aas nama: PT. Bank Azeh Sy bBerkpdududon o U Ssingamangangs No 19 0-
E Medin,
urtuk selanunya dsetut PENJAMIN,

Kepoda :
Nama mem L S Karja Pol Jalan
Nasionsl Netropolitan Medsa Yahun Anwm\ zm
Nomat  © JI Sabni Lubis No. 1 Medas.

sedanjutnys disabut PENERIMA JAMNAN
-mmunumnp 1.133,000.000.- |mmm@mmmw) -mg.m ?
untk Rehabitasi J

z»wmm(smw;wmuumm wnmtwmm

Noama - PT, DANGUN MITRA ABADL

Aamat  : JIL Karya Kosih Gg. AZRI No. 58-L Kel. Pang) Masyhur K Medan Johor,

salanjutnya disebut YANG DIJAMN

omyaa sampal Dalas waklu yang cienthan, namun Bk malnbite tanggel batas wikls Bertskumes

Garansi Bank ini, tidak mamanchi ketastusn, ity

2. teribat Korupsd, Kdmdmhhmmlmm

b, v pelolangan;

c.wwwdummmbmumnm (X dalam hal sebogai calon g dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harpa penawaraniya di bawah 30 % HFE.

o Tidak hadi daam Marificsd dan' stsu veeficas! tusificos! dalam hal sebagal cofon pemenarg dan
cHon pamensng cadangan 1 dan 2 dengan akasan yang tdak dapat dierima; atau

¢ mesguadurkie dii st gage tnda tangen konfrak

L0 cnentchian dakam O Peng yang debuti oish Yang Otamin
G Bank nl dkelarkan de keleniuan setagai berkes :
1. Gornw Bank berfaku sefoma B0 (Semblan puluh ) has kalender, dan efuktf mus dan teeggsl
13 Dosember 2016

2, rmmmammuum Se0ara tertuls dergan melampidan Surad

darl Py inan palieg laebat 14 (empat beiss) har Kelender
mwmnw@mm«&MMWn&lmmwmi

3 kepoda Py pmiah nis ¢ bt di e

ummmmwnw utmmmmnmwmtummbm

menedms uriutsn mmwn?mm

dant Penocima J Nl Peang sanksi et Yarg OQuth cm Joni\ialaladak
memaesubi kiwajtantys
4. PENJAMIN Pak-hak & s urtuk hA supsya bonda-benda yang dikat

sebage Brne bbh catelu desta dan diual untuk mekinas hutong Yang Dijamis sebagemans
dimaksud dalam pasal 1831 Kiab Unsang-Lndang Hukum Perdats,

Garared Bank inf 9dak dapat o parkan aau disdic knparda Pihak lain
Sagals bal yang gkin timbul akibat dari G i Bank N, masing-masng pihak
memih comish hukum yang umum dan fetap di kamcr Pengadisn Neger Madsn

Dikudoarian di : Medan,
Pada Tanggal : 07 Dasembor 2016
~FT-BANK ACEH SYARWAH
e | Sinigamangaraja Medan

wa ditemukan fakta dokumen permohonan jaminan

penawaran dari PT Bangun Mitra Abadi kepada PT Bank Aceh
\ Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan sebagai berikut: -------

O
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Nomor : 143/PJP/BMA/XI1/2016 Medan, 5 Desember 2016

Lampiran :- @

Epah . Pl e

Pimpinan Cabang ﬁﬂ’f«u‘, Gt
. PT. Bank Aceh Cabang Medan

Di Medan }( Zk

Hal : Permohonan Jaminan PENAWARAN

DenganHonnat
Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran
dengan data sebagai berikut :

Ditujukan ¢ Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun
Anggaran 2017
JIn. Sakti Lubis No. 1 Medan

Pekerjaan i : Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya
(Medan) - Belawan

Nilai Pagu : Rp. 64.726.490.000,-

Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-

Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 l-_IK)

Dokumen Nomor ;01 ’
Tanggal 28 Nopember 2016

Nama Perusahaan : PT. BANGUN MITRA ABADI
JI. Karya Kasih Gg.ABRI No. 58-L Kel.Pangkalan Masyhur,
Kecamatan Medan Johor

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Pemohon
PT. BANGUN MITRA ABADI

! ' E)
Comals "c—«ﬁ.‘,

"o *I)‘ I’M,lnﬂ 00T, 180 1 19000

Direktur Utama

244 Bahwa ditemukan fakta dokumen permohonan jaminan
penawaran dari PT Dewanto Cipta Pratama kepada PT Bank

Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan sebagai berikut:
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Lampiran :

KepadaYth,
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dewartocipts_pratamaftyshoo coid

: 024/PJP/DCP/X11/2016 Jakarta, 07 Desember 2016

Pimpinan Cabang

PT. Bank Acch Cabang Medan

Di Medan

Hal : Permohonan Jaminan PENAWARAN

DenganHormat,
Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran
dengan data sebagai berikut:

Dityjukan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
Tahun Anggaran 2017
JIn. Sakti Lubis No. 1 Medan

Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai

Nilai Pagu

Raya (Medan) - Belawan

Rp. 64.726.490.000;-

Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-
Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 HK)
Dokumen Nomor 3 1y &

Tanggal 28 Nopember 2016

Nama Perusahaan : PT.DEWANTO CIPTA PRATAMA

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52, JI. Letjend Suprapto
Iakarta Pusat

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Pemohon
PT.D ANT9 CIPTA PRATAMA

Direktur Utama

Bahwa berdasarkan dokumen Buku Registrasi Pendaftaran

Permohonan Jaminan Penawaran dari PT Bank Aceh Syariah

Cabang Sisingamangaraja Medan diperoleh fakta

sebagai

berikut:
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o

254, Tentang Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (vide bukti C1,C40,C41 dan

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB IX Tentang Syarat-

Syarat Umum Kontrak angka 26.4 dijelaskan; -------------------——-

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau
Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka
penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat
Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus

segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama
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Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB IX Tentang Syarat-
Syarat Umum Kontrak huruf D angka 62 dijelaskan; --------------

62.2 :
Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan

kecuali atas persetujuan tertulis PPK

62.3:

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia A déngan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK\, dengan
melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja persenil, inti yang

diusulkan beserta alasan penggantian

62.4 :

PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil

inti dan/ atau peralatan menurut kudlifikasi yang dibutuhkan

62.6 :

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan,
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang“setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau

peralatan yang.digantikan tanpa biaya tambahan apapun

Bahwa terdapat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Harga Satuan
denfigan Nomor 01/KTR-APBN/ZA.STB-BR.MDN-
BLW/PPK16/2017 dengan nilai Rp 57.817.961.904,76 yang
ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah diubah
berdasarkan addendum kontrak nomor 01, 02, 03 dan
addendum final dengan nilai akhir kontrak
Rp 62.981.408.845,00; -------mmmmmmmmm oo
Bahwa dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah
Terima Pertama Pekerjaan (PHO), terdapat nama Sdr. Mangasi
Napitupulu, ST sebagai General Superintendent, Sdr. Asli
Sitinjak sebagai anggota dan Sdr. Herman Ginting sebagai

anggota yang mewakili PT Dewanto Cipta Pratama; ----------------
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26. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Tahun 1999; -------------—---

26.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender

adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk

menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang

mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satuf pelaku

usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung); -----%---7-----

26.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketenttian=Pasal 22
tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

26.2.1 persekongkolan horizontal, yaitu¢ persekongkolan yang

terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa pesaingnyan +=-------------------mmmoommoo--

26.2.2 persekongkolan vertikalwyaitu persekongkolan yang

terjadi antara salahysatu atau beberapa pelaku usaha

atau penyedia bavang dan jasa dengan panitia tender

atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------------mmmmmmemmo-

26.2.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal

adalah persekongkolan antara panitia tender atau

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku

usaha atau penyedia barang dan jasa -------------------——-

26.3 Unsur Pelaku Usaha; -----—----------mmmemm oo e e e e -

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut

adalah PT Dewanto Cipta Pratama. PT Dewanto Cipta Pratama

merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta

Notaris Soehartono S.H Nomor: 122 tanggal 30 April 1997 dan

Akte Perubahan Terakhir Notaris Zuairia Karim, SH Nomor: 13

tanggal 22 Januari 2018 berkedudukan di Jakarta dengan jenis

usaha pengembang dan pemborongan pada umumnya (General

Contractor); --------------=—-—=-—= -
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Dengan demikian unsure Pelaku Usaha terpenuhi;-----------------

Unsur Bersekongkol; ------------------mmmmmmmmm o

26.4.1

Persekongkolan Horizontal;-------------------------occec -

a. Adanya kerjasama dalam peminjaman perushaan; --

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT
Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Abadi sama-sama menjadi peserta pada
pelelangan paket tender a quo dimana PF
Dewanto Cipta Pratama ditetapkan -menjadi
Pemenang dan PT Bangun Mitra, Abadi
ditetapkan menjadi Pemenang“"Cadangan I
(vide bukti C6); ----------mmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
dalam dokumen penawarah PT Bangun Mitra
Abadi mencantumkan daftar peralatan milik
sendiri yang berlokasi di Jalan Megawati-Binjai
(vide buktirCY)m=c - oo
Bahwasberdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C10), dalam dokumen penawaran
PT Dewanto Cipta Pratama mencantumkan
daftar peralatan yang disewa berdasarkan
Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan
PT Trimurti Perkasa yang berlokasi di
Patumbak;----------—-———— e
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
terdapat kesamaan alamat pengurus antara PT
Trimurti Perkasa dan PT Bangun Mitra Abadi
sebagai berikut (vide bukti C32, C33, C39):

No

Nama Jabatan Alamat

Effendi
NIK:1271201002770001 Trimurti

Komisaris | jj. Gunung
PT. Krakatau  No.

Perkasa 64-A,

Gunawan Sucipto
NIK:12712013098100003

Komisaris JL. Gunung
PT. Krakatau  No.

Bangun | 64-A Kel Glugur

Mitra Darat-II, Medan
Abadi Timur
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10)

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
PT Trimurti Perkasa (vide bukti B9) dan
PT Bangun Mitra Abadi (vide bukti B7), Sdr.
Effendi memiliki hubungan keluarga kakak
beradik dengan Sdr. Gunawan Sucipto dan
tidak satupun peralatannya digunakan oleh PT
Dewanto Cipta Pratama pada saat pelaksanaan
pekerjaan paket a quo; ---------------—---—-o-——-2-3
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
PT Trimurti Perkasa, tidak pernah
mendapatkan konfirmasi penggunaan
peralatan dari pihak PT Dewanto Cipta
Pratama sebagai pemenang) lelang sampai
dengan paket tersebut selesai dikerjakan (vide
bukti B9); - B
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT
Trimurti Perkasa, tidak pernah membahas
harga dan tidak pernah menerima pembayaran
dari PT Dewanto Cipta Pratama sampai

paket_tersebut selesai dikerjakan (vide bukti

Bahwa berdasarkan keterangan PT Dewanto
Cipta Pratama, pada saat pelaksanaan
pekerjaan PT Dewanto Cipta Pratama tidak
menggunakan peralatan AMP milik PT Trimurti
Perkasa melainkan menggunakan peralatan

AMP milik PT Bangun Mitra Abadi (vide bukti

Bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara
pengurus PT Trimurti Perkasa dan PT Bangun
Mitra Abadi dimanfaatkan untuk
mempermudah koordinasi pengurusan
perjanjian sewa peralatan sebagai syarat lelang
kepada PT Dewanto Cipta Pratama;--------------
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan,

keberadaan PT Dewanto Cipta Pratama pada
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proses lelang hanya sebagai perusahaan yang
dipinjam oleh PT Bangun Mitra Abadi dalam
rangka untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender; ------------=--mmmmmmmmme oo

b. Adanya Kesamaan IP Address Akses LPSE; -------—---

1)

2)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT
Dewanto Cipta Pratama melakukan pemasukan
dokumen penawaran pada tanggal 12

Desember 2016 pukul 21:09 WIB (vide “bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti“dokumen, PT
Bangun Mitra Abadi melakukahy pemasukan
dokumen penawaran < paday tanggal 12

Desember 2016 pukul 22727 WIB (vide bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
terdapat kesamraan IP Address log akses pada
saat pemasukan penawaran antara PT Dewanto
Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi
yang menggunakan I[P Address 36.68.135.241
(vide bukti C36); ----------—-——mmmmm
Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan
Saksi PT Telkom Indonesia Divisi Regional
Medan, IP Address 36.68.135.241 merupakan
IP Address yang dialokasikan untuk Indihome
yang berlokasi di Medan (vide bukti B8); --------
Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli
IT PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun
Mitra Abadi diduga menggunakan modem di
lokasi yang sama karena terjadi pada waktu
hampir bersamaan dimana biasanya modem
sebuah LAN masih tersambung ke Internet dan
ke LPSE (vide bukti B10); -----------—-mmcmmmmeme-
Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli
IT, PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun

Mitra Abadi terindikasi memasukkan
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penawaran melalui LPSE dari device dan akses
internet yang sama (vide bukti B13); -------------

7) Bahwa dapat disimpulkan tindakan mengakses
situs LPSE dan mengunggah dokumen
penawaran dari komputer/laptop yang berada

di jaringan yang sama atau secara bersama-
sama menunjukkan adanya kerjasama diantara

PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Banguh
Mitra Abadi untuk mengatur dan “atau
menentukan PT Dewanto Cipta ‘Bratama
sebagai pemenang tender;--------=5F===ao -

c. Adanya Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran; ---
1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
peserta tender diwajibkan melampirkan
jaminan penawaran, yang diterbitkan oleh
Bank  Umumgs=, konsorsium  perusahaan
asuransi umum/lembaga
penjamihan/perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian
(suretyship), bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional) dimana
konsorsium tersebut telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan

oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja
ULP (vide bukti C1); -----=----——-—mmmmmmmmm -

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
penawaran, jaminan penawaran PT Bangun
Mitra Abadi diterbitkan oleh PT Bank Aceh
Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan
dengan nomor 052/MDN.06/JB/PN/XII/2016
(vide bukti C9); -------—-———m oo

3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
penawaran jaminan penawaran PT Dewanto
Cipta Pratama diterbitkan oleh PT Bank Aceh

Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan
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S)

6)

SALINAN

dengan nomor 053/MDN.06/JB/PN/XII/2016
(vide bukti C10); —-------—mmmmmmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, surat
permohonan jaminan penawaran dari PT
Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Abadi diterima oleh PT Bank Aceh Syariah
Cabang Sisingamangaraja Medan pada tanggal
7 Desember 2016 (vide bukti C22, C23, C34);=
Bahwa berdasarkan alat bukti dekumen
(terdapat kemiripan format dan 1isi surat
permohonan Jaminan Penawaran yang
disampaikan oleh PT Dewanto Cipta Pratama

dan PT Bangun Mitra Abadi (vide bukti C22,

Bahwa dapat disimpulkan, adanya kesamaan
format surat‘spermohonan dan penerbit
jaminan penawaran dan dengan nomor seri
yang Jberurutan yang dilampirkan oleh PT
DewantojCipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Abadi“menunjukkan adanya kerjasama atau
dikerjakan oleh orang yang sama dalam

pengurusan jaminan penawaran; ----------------

d. {Adanya Kesamaan isi dan Kesamaan Kesalahan

Pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan;----

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
peserta tender diwajibkan melampirkan Metode
Pelaksanaan pekerjaan yang layak dan realistis
serta memenuhi persyaratan substantif yang
meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal
sampai akhir secara garis besar, dan
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
pekerjaan utama dan pekerjaan
penunjang/sementara yang ikut menentukan
keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama

(vide bukti C1); ---------mmmmmmm e
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3)

SALINAN

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja
tidak melampirkan contoh atau format baku
dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang

harus dipenuhi oleh peserta lelang (vide bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
ditemukan kesamaan isi wuraian/cara kerja
masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam
dokumen Metode Pelaksanaan PT Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
pada jenis pekerjaan sebagai beriktuit«(vide bukti

C9, C10):mmmmmmmmmmmmmmmeee S T

Tahap/jenis pekerjaan

Gorong

- gorong Pipa Beton Tanpa‘[ulangan diameter
dalam 20 cm

Penyiapan Badan Jalan

Galian Struktur dengan'Kedalaman O - 2 meter

Laston Lapis Antara, (AC+ BC)

Bahan Anti Pengelupasan

Beton Mutu'Sedang fc'25 Mpa

Stabilisasi.dengan Tanaman

Pohon. Jenis

Ketb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)

Kerb Pracetak Jenis 2 (penghalang/Barier)

Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7

Pasangan Batu dengan Mortar

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Campuran Aspal Panas

Pengendalian Tanaman Pada Rumija

Perbaikan Sandaran

Pembersihan Jembatan

Perbaikan Sambungan Siar Muai

4)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan

yang terdapat dalam dokumen Metode
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Pelaksanaan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT

Bangun Mitra Abadi sebagai berikut (vide bukti

C9, C10);-------------

Tahap/jenis pekerjaan

Kesamaan kesalahan

pengetikan
Bahan Porous untuk Bahan |, Samani”
Penyaring (Filter) P
Galian Biasa " Penganan"
Stabilisasi dengan Tanaman | "tersebu',
Pohon Jenis "tumpuh",

Pasangan Batu dengan
Mortar

"Penyerapaan‘s.-hamper",

Pengendalian Tanaman Pada

Rumija pemotog ,
Pembersihan Jembatan "kenyemanan"
Perbaikan Sambungan Siar St Mua"

Muai

€.

5)

6)

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP,

kesamaan\, dokumen metode kerja dan

kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara \lain kesamaan/kesalahan pengetikan
metrupakan indikasi
(vide bukti 12);---------——-—mmmmmm o

Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan

adanya persekongkolan

uraian cara kerja masing-masing pekerjaan dan
kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen

Metode Pelaksanaan antara PT Dewanto Cipta

Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
menunjukkan adanya kerjasama atau
penyusunan dokumen penawaran teknis
dilakukan  secara  bersama-sama  untuk

mengatur dan atau menentukan PT Dewanto

Cipta Pratama sebagai pemenang tender;--------

Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada

Dokumen Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga;

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide

bukti C1), dalam contoh dokumen Rekapitulasi
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Daftar Kuantitas dan Harga pada kolom No
Divisi, Pokja mencantumkan “SKh-1.10.a”
untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
Jalan dan “SKh-1.10.b” untuk uraian

pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan; -----

No Divisi Uraian Pekerjaan
1 Umum
2 Pekerjaan Drainase
3 Pekerjaan Tanah
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu
Jalan
5 Perkerasan Berbutir
6 Perkerasan Aspal
7 Struktur
] Pengembalian Kondisi dan

Pekerjaan Minor
9 Pekerjaan Harian

10 | Pemeliharaan Rutin

< SKh-1.10.a NPemeliharaan Kinerja Jalan
SKh-1.10.b

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
ditemukan “kesamaan kesalahan pengetikan
dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas
dan Harga antara PT Dewanto Cipta Pratama
dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut
(vide bukti C9,C10);--------=--=-mmmmmmmmmm oo

Nama P'“y.(ﬂﬂ Jasa PT. BANGUN MITRA ABAD Nama Penyedia J: : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA
No. DIVISI o) 2 URAIAN
No. Divisi - 1 Umum
1 Unein 2 Drainase
2 Drainase 3 Pekerjaan Tanah
3 Pekerjaan Tanah 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jelan 5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton 6 Perkerasan Aspal
6 Perkerasan Aspal 7 Struktur
7 Struktur
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
: Perasrbeten Koot dm Pekerjan Minor 9 Pekerjaan Hari
rian
9 Pekerjean Harian
16 Pekerjoan Pemelin Rt 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
SKH 1.10 1 \ Pekerjﬁan P iharsan Kineq'a Jelan /SKH 1101 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH1.101 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan Q&H 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kesamaan
dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi

dokumen penawaran, antara lain
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kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan
indikasi adanya persekongkolan (vide bukti
Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan

kesalahan pengetikan pada dokumen
Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga antara
PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun
Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama
atau secara  bersama-sama  melaktukan
penyusunan dokumen penawaran teknis untuk
mengatur dan atau menentukafitPT. Dewanto

Cipta Pratama sebagai pemenangtender;--------

f. Adanya Kesamaan Kesalahan Benulisan pada

Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi;-

1) Bahwa berdasarkanwalat' bukti dokumen (vide
bukti CI1,C2), dalamr contoh dokumen Mata
Pembayaran Pekerjaan Konstruksi pada Divisi 8
terdapat™penulisan nomor mata pembayaran
“SKh*8.3.(3)” untuk pekerjaan Pohon Jenis;----

R OIVIS . ENGEMBALIAN KONDIS DAN PECARN MINR

o gfug' T -L‘a-m;ura-nﬁ:pa-IPa-nas-urEuk-PeIerj-aan- M%or- --------
8313) Stabilisasi dengan Tanaman

COmD, | et e
84/1) Marka Jalan Termoplastik

i -8.113-50- i -Ha-mb-ungan-Tunggajld-enEan-Pe&u-kaa;PEma-ntﬁ En-gin-eer-Gla-de- T
84.8) Paku Jalan

[ 3- 4_1-1:];' ] Eer-bPr-ac&alﬁeﬁisTIP;nin-gth'Eunahl-eJ ---------

8.4,100) Kerb Pracetak Jenis 2 [Penghalang/Barrier)

[ g- 4_1-1:]{-; ] Eer-bPr-at&alae;isglkglh-ﬂe%ar-itf{i-uttgr] ---------

84100 Kerb Pracetak Jenis & [Xerb dengan Bukaan)

8410 Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)

84/12) Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8414) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120W
[ 84f15) | UnitLampu Penerangen alan engan Ganda h=11M, Tipe LEDIOW —}
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bukti

dalam

Pekerjaan

SALINAN

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
C2),

Pembayaran

contoh dokumen Mata

Konstruksi untuk

nomor mata pembayaran 8.4.(15) tercantum

“Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda

h:

pekerjaan;

3)
bukti

kesalahan

dokumen

Co,

11 M, Tipe LED 120 W” pada uraian

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen  (vide
C10),
pengetikan

Mata

ditemukan kesamaan

dalam dokuimen

Pembayarafi Pekerjaan

Konstruksi pada Divisi 8 antarasPT Dewanto

Cipta Pratama dan PT.«Bangun Mitra Abadi

sebagai berikut;

— L

PT Dewanto Cipta Pratama

8.4.(3a)
8.4.(8)
8.4.(10a)
8.4.(10b)
8.4.(10¢)

Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor

SIéblllSaSl dengan Tanaman

Marka Jalan Tarmopl.s:,nk =

Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pem: Pemar\lul Engmeer
| Paku Jalan S
“Kerb Pracetak Jenis 1 ’P'einil;rrgg'thhIaBIe)

Kerb Praceiak Jenis 2 {(Penghalang/Barrier)
Kerb Praceiak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)

8.4.(10f)
8.4.(10g)

[ Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaan)

Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb—béaé Pelandaian Trotoar)

8.4.(12)

8414
4. 15)

Perkamsan Blok Be(on pada Trotoar den Median

4)

PT Bangun Mitra Abadi

DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDIS| DAN PEKERJAAN IlINOR -
8.1(5) ' Campuran Aspal Panas untuk Pekeqae n Minor
12 Stabilisasi dengan Tanaman o
Pohon Jenis e o "
— Marka Jalon Temoplastk = S
.1 - 34 (3a) Rambu Jalan Tungga dengan Permuk 1an Pemarul Engmeer Grade
84(8) Paku Jalar ' i
~ 84(10a) Kerb Pracelak Jenis 1 (PeninggiMounable) T
B 4460;] Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Ba rier)
B4 (T 0; Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
84 (1()0"7 | Kerb Pracetak Jenis & (Keb dengan Bukaan) o
84 (109)” | Keb Pracetak Jenis 72 (Kerb pada Pelandaian Tro otoar) )
84(12) | Perkerasan Blok Beton pada Trotoar r dan Median )
8.4.(14) Unit Lampu Pener. _ang:
q & 15) Unit Lﬂnp.; Penerangan Jalan Leﬁé;;;\ Gandaﬁ;»} LED 120W > |

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP (vide

bukti B12), kesamaan dokumen teknis dan

kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,

antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan

merupakan indikasi adanya persekongkolan;---

S)

Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan

kesalahan pengetikan pada dokumen dokumen

Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi antara

PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun
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Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama
atau secara  bersama-sama melakukan
penyusunan dokumen penawaran untuk
mengatur dan atau menentukan PT Dewanto
Cipta Pratama sebagai pemenang tender;--------

g. Adanya Kesamaan Format/Bentuk Jadwal
Pelaksanaan; ---------===—==—————mmmmmmee s
1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C1l), peserta tender diwajibkan
melampirkan jangka waktu pelaksanaan; -+-----

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C1,C2), Pokja tidak melampirkan contoh
atau format baku dokumen,jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang harus “dipenuhi oleh peserta

3) Bahwa berdasarkan jalat bukti dokumen (vide
bukti C9,C10y; ditemukan kesamaan
format/bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang- dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi;------------

JADWAL PELAKSANAAN PEKER.JAAPT
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

4) Bahwa berdasarkan ketérangan Ahli LKPP,
kesamaan dokumen teknis dan
kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara lain’ kesamaan/kesalahan pengetikan
merupakan "indikasi adanya persekongkolan
(vide bukti B12); --------mmmm oo

5). "\Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan
format/bentuk dokumen jadwal pelaksanaan
pekerjaan antara PT Dewanto Cipta Pratama
dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan
adanya kerjasama atau secara bersama-sama
melakukan penyusunan dokumen penawaran
teknis untuk mengatur dan atau menentukan
PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang
tender; ---—-————-——

h. Adanya Kesamaan Kesalahan isi Uraian Pekerjaan

Penunjang/Sementara; ---------------=-=—-———ommomm———

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
peserta  diwajibkan  melampirkan  daftar
pekerjaan penunjang/sementara sebagai

pendukung pekerjaan utama dalam dokumen
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penawaranya sebagaimana telah diuraikan
pada fakta dokumen (vide bukti C1,C2);---------
bukti

Bahwa berdasarkan alat dokumen,

ditemukan kesamaan kesalahan isi uraian
jenis pekerjaan penunjang/sementara antara
PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun

Mitra Abadi sebagai berikut (vide bukti C9;

C10); ———=mmm oA
No Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara
Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran
Dokumen Pengadaan PT. Dewanto Cipta PT..Bangun Mitra
Pratama Abadi
1 | Mobilisasi Mobilisasi Mobilisasi
Manajemen dan . Mafiajemen dan
2 | Keselamatan Lalu Manajemen dan . Keselamatan Lalu
. Keselamatan Lalu Lintas \
Lintas Lintas
3 Pengamanan Pengamanan Lingkungan | Pengamanan
Lingkungan Hidup Hidup Lingkungan Hidup
4 | Manajemen Mutu Manajemen Mutu Manajemen Mutu
5 Pembongkaran Pembongkaran‘Pasanngan | Pembongkaran
Pasangan Batu Batu Pasangan Batu
6 | Pembongkaran Beton | Pembongkaran.Beton Pembongkaran Beton
7 | Pekerjaan Harian Jembatan Sementara Jembatan Sementara
8 | SMK3 SMK3 SMK3

3)

4)

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli

kesamaan

dokumen

LKPP,

teknis dan

kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan
merupakan indikasi

(vide bukti B12); -------—-———mmmm o

adanya persekongkolan

Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan

kesalahan isi uraian jenis pekerjaan

penunjang/sementara antara PT Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
menunjukkan adanya kerjasama atau secara
bersama-sama melakukan penyusunan
dokumen penawaran untuk mengatur dan atau
Pratama

menentukan PT Dewanto Cipta

sebagai pemenang tender;--------------------------
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i. Adanya kesamaan perbedaan isi uraian jenis
pekerjaan pada dokumen daftar pekerjaan utama;--
1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide

bukti C1,C2), peserta diwajibkan melampirkan
daftar pekerjaan utama dalam dokumen
penawaranya sebagaimana telah diuraikan
pada fakta dokumen;-----------------—-cmmcmmmm_<
2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, (vide
bukti C9, C10), ditemukan kesamaan
perbedaan isi uraian jenis pekerjaan /pada
dokumen Daftar Pekerjaan Utama=antara PT

Dewanto Cipta Pratama dan PT /Bangun Mitra

3) Bahwa berdasarkan keteranigan Ahli LKPP (vide
bukti B30), kesamaan rdokumen teknis dan
kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan
merupakaniindikasi adanya persekongkolan; --

4) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan
kesalahan isi uraian jenis pekerjaan
penunjang/sementara antara PT Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
menunjukkan adanya kerjasama atau secara
bersama-sama melakukan penyusunan
dokumen penawaran untuk mengatur dan atau
menentukan PT Dewanto Cipta Pratama
sebagai pemenang tender;------------------—-—————-

26.4.2 Persekongkolan Vertikal;------------=-—--—ommmmmemme
a. Pokja mengubah aturan masa sanggahan lelang; ----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,

masa sanggahan terhadap hasil pelelangan

ditetapkan selama S (lima) hari kerja setelah

pengumuman hasil Pelelangan;------------------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide

bukti C1), Pokja mencantumkan masa

sanggah Pelelangan Umum paling lambat 5
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(lima) hari kalender setelah pengumuman
pemenang (vide bukti C47);-----------------mmom—-
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
Pokja mencantumkan jadwal masa sanggah
hasil lelang yang dimulai pada hari Sabtu
tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan
hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 (vidé
bukti C40); ---------mm oA
Bahwa berdasarkan alat bukti dektmen,
tidak ada satu peserta pun yang melakukan

sanggah terhadap hasil pelelangan={vide bukti

Bahwa tindakan Pokja. yang menjadwalkan
masa sanggah hasil lelang pada hari libur
dapat menghambat » atau  mengurangi
kesempatan bagi peserta untuk
menyampaikan=sanggahannya secara lengkap
dan tepat waktu; -----------------mmmmmme
Bahwa tindakan Pokja yang menjadwalkan
masa-sanggah hasil lelang bukan berdasarkan
hari kerja melainkan berdasarkan hari
kalender merupakan tindakan yang
melanggar Perpres No. 70 Tahun 2012 yang
bertujuan untuk
menghambat/membatasi/mengurangi

persaingan antara peserta tender dalam
rangka memfasilitasi Pemenang; ----------------

tidak memeriksa adanya indikasi

persekongkolan antara peserta; ----------------—--—————

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C9, C10), terdapat kesamaan isi dan
kesamaan /kesalahan pengetikan antara
PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun
Mitra Abadi pada dokumen sebagai berikut; ---

No

Nama Dokumen

Metode Pelaksanaan
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2 | Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga
3 | Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi
2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C9, C10), terdapat kesamaan isi/uraian
dan format dokumen antara PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada
dokumen sebagai berikut;------------------------=
No Nama Dokumen
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2 | Daftar Pekerjaan Utama
3 | Daftar Pekerjaan Penunjang
3) Bahwa berdasarkan alat buktivdokumen (vide
bukti C9, CI10), terdapat “kesamaan penerbit
jaminan penawaran“antara PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dengan
informasi sebagai berikut: ---------------—---——-———-
No Nama Penerbit Jaminan | No. Jaminan
Bank Aceh
, | PT. Bangun Mitra Syariah Cabang | 052/MDN.06/JB
Abadi Sisingamangaraja | /PN/XII/2016
Medan
Bank Aceh
o PT. Dewanto Cipta Syariah Cabang |053/MDN.06/JB
Pratama Sisingamangaraja | /PN/XII/2016
Medan

4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide
bukti C1), kesamaan dalam dokumen
penawaran antara lain metode kerja dan
analisa  pendekatan teknis, kesamaan/
kesalahan pengetikan dan Jaminan
penawaran dikeluarkan dari penjamin yang
sama dengan nomor seri yang berurutan
merupakan indikasi persekongkolan; -----------

5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
Pokja seharusnya melakukan penilaian dan
memberikan sanksi kepada PT Dewanto Cipta

Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sesuai
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dengan peraturan yang berlaku (vide bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli
LKPP, Pokja harus mencari ada/tidaknya
indikasi terjadinya persaingan tidak sehat
pada saat melakukan evaluasi penawaran
(vide bukti B12); --------mmmmmmmmmmm s
Bahwa tindakan Pokja yang sengaja tidak
menggugurkan PT Dewanto Cipta Pratama dan
PT Bangun Mitra Abadi pada saat ‘evaluasi
merupakan tindakan yang dilakwkan dalam
rangka memfasilitasi PT. Deéwanto Cipta
Pratama dan PT Bangun'Mitra Abadi untuk

menjadi pemenang; -<-=g--=#--------------mmmmmo—-

c. Pokja melakukan evalttasi 'yang menguntungkan

peserta tertentu; ----=====y -

1)

Tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen
metode“pelaksanaan, daftar pekerjaan utama
dan-daftar pekerjaan penunjang;----------------
a) ‘Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
PT Medan Jaya Cipta Sarana, PT Amarta
Karya (Persero) dan PT Karya Murni
Perkasa digugurkan oleh Pokja dengan
alasan Penjelasan metode pelaksananaan
pekerjaan pembersihan jembatan yang
menjadi bagian dari Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin Jembatan yang
merupakan Pekerjaan Utama yang
disampaikan oleh peserta tidak
sesuai/keliru dimana yang dimaksud
dengan pembersihan jembatan sesuai
dengan SKH -1.10.b (vide bukti C6); ------
b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
PT Dewanto Cipta Pratama dan PT
Bangun Mitra Abadi dinyatakan lulus

evaluasi administrasi, teknis dan harga
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dan ditetapkan sebagai Pemenang dan
Pemenang Cadangan I (vide bukti C6);----
c) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen,
dalam dokumen metode pelaksanaan
yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
tidak menjelaskan pekerjaan perkerasan
blok beton pada trotoar dan Mediah
untuk Pekerjaan Pengembalian “Kondisi
dan Pekerjaan Minor (Divisi 8) /yang
merupakan Pekerjaan Utama=(vide bukti
C9, C10); ------------——— g - A oo
d) Bahwa berdasarkan ‘alatybukti dokumen
(vide bukti C94 €10), dalam dokumen
Daftar Pekerjaan Utama yang
dilampirkan=eleh PT Dewanto Cipta
Pratama/ldan PT Bangun Mitra Abadi
tidak %\ mencantumkan jenis pekerjaan

sebagai berikut; ------------------- -

Jenis Pekerjaan Utama

Galianuntuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pasangan Batu dengan Mortar

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

m-bcot\)r—tg

Baja Tulangan U 32 Ulir

e) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(vide bukti C9, C10), dalam dokumen
Daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara
yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
tidak mencantumkan jenis pekerjaan
“Pekerjaan Harian”;---------------=-—--—-————-

f) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(vide bukti C4), hal-hal yang
menggugurkan dalam Dokumen
Penawaran adalah Penawaran yang tidak

memenuhi ketentuan persyaratan Teknis
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yaitu metode pelaksanaan pekerjaan
tidak memenuhi persyaratan substantif
yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan
dari awal sampai akhir secara garis
besar dan uraian/cara kerja dari masing-
masing jenis pekerjaan utama dan
pekerjaan penunjang/sementara yang
ikut menentukan keberhasilan pekerjaah
utama yang dapat  dipertanggung
jawabkan secara teknis; ------7----8---}--——-
g) Bahwa berdasarkan alat buktindokumen
(vide bukti C1, C2), .Pokjaymewajibkan
peserta untuk .melampirkan Daftar
Pekerjaan Utama‘dan Daftar Pekerjaan
Penunjang/Seémentara sebagaimana yang
tertuang dalamLDP; --------------cmccmmmeev
h) Bahwa bérdasarkan alat bukti keterangan
Ahli RKPP (vide bukti B12), penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
apabila metode pelaksanaan pekerjaan
yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif yang  ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan dan  diyakini
menggambarkan  penguasaan  dalam
penyelesaian pekerjaan dan dan
spesifikasi teknis memenuhi persyaratan
yang  ditetapkan dalam = Dokumen
Pengadaan; -------------=——--—mmmmmmme
i) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan
Saksi Harry Marbun, Direktur Utama
PT Karya Murni Perkasa (vide bukti B2 )
dan Jeffri Bravo, ST dan Remo Santoso,
SH, Kuasa Direktur Utama PT. Amarta
Karya (vide bukti B4), Pokja tidak pernah
melakukan klarifikasi pada saat evaluasi

teknis terkait metode pelaksanaan; -------
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j) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan
Terlapor III Akhmad Mukhlis dan Ferry
Hizkia Jonathan (vide bukti B14), seluruh
pekerjaan yang tercantum dalam Mata
Pembayaran Pekerjaan Konstruksi wajib
untuk dijelaskan dalam metode
pelaksanaan dan Pokja wajib
menggugurkan jika terdapat peserta yang
tidak menjelaskan salah satd ““atau
beberapa pekerjaan dalam “\ metode
pelaksanaan; ------------——--SfFEm=a

k) Bahwa dengan demikian dapat
disimpulkan, tindakan Pokja yang hanya
meluluskan PT¢Dewanto Cipta Pratama
dan PT Bangun.Mitra Abadi padahal tidak
memenuhiwssyarat teknis merupakan
salabrsatu~tindakan memfasilitasi kepada
pesSerta tertentu dalam rangka mengatur
PT “yDewanto Cipta Pratama sebagai
pemenang tender;---------------------------—-

Tidak melakukan klarifikasi terkait personil

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(vide bukti C6), PT Medan Jaya Cipta
Sarana menjadi peserta lelang dengan
urutan nomor 2 (dua) setelah dilakukan
koreksi aritmatik; ------------—--—--—— e~

b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(vide bukti C6), PT Medan Jaya Cipta
Sarana digugurkan oleh Pokja dengan
alasan Pengalaman Personil inti Quantity
Engineer, Manajer Kendali Mutu dan Ahli
K3 kurang dari yang dipersyaratkan;------

c) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen

(vide bukti C48), tidak terdapat dokumen
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Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Personil Inti yang diupload oleh Pokja;----
d) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(vide bukti C17), PT Medan Jaya Cipta
Sarana telah mencantumkan personil inti
dengan pengalaman sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan;-----------------mmmmmmmommo 23
e) Berdasarkan alat bukti keterangan™Ahli
LKPP (vide bukti B12), apabila Pokja
menemukan hal-hal yang“kurang jelas
tidak boleh langsung ‘\menggugurkan,
akan tetapi harus.melakukan klarifikasi
terlebih dahulu¢ dan™Pokja hanya boleh
melakukan evaluasi penawaran
berdasarkans=, tata cara dan kriteria
evaluasivyang dimuat didalam Dokumen
Pefigadaan;-----------------—cmmmmmmmmm
f) ~~Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi
Martono Saibun Butar Butar, Direktur
PT Medan Jaya Cipta Sarana (vide bukti
B1), Pokja menyatakan pengalaman kerja
personil inti yang ditawarkan oleh saksi
kurang dari yang dipersyaratkan, padahal
seharusnya sudah  sesuai dengan
dokumen yang ditawarkan; --------------—--
g) Bahwa sampai dengan batas waktu
kegiatan penyelidikan, Pokja tidak pernah
menyerahkan Berita Acara Klarifikasi
Evaluasi Teknis dan Kualifikasi dan
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Personil Inti dan Peralatan kepada Tim
Satgas penyelidik;------------------mmmcmmeo
h) Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi
personil inti dengan tata cara dan kriteria

evaluasi yang dimuat didalam dokumen
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pengadaan merupakan tindakan yang

dilakukan untuk menghambat peserta

lain yang berpotensi menjadi pemenang

dalam rangka ~memfasilitasi peserta

tertentu menjadi pemenang; ----------------

26.4.3 Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;------

26.5 Unsur Pelaku Usaha Lain; --------—-——-————-——mmmmmmmee e
26.5.1 Pelaku usaha usaha lain yang dimaksud dalam dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 dalam tender tersebut adalah PT Bangun Mitra

26.5.2 PT Bangun Mitra Abadi merupakan pelakw-usaha yang
didirikan berdasarkan Akta Notaris'Mauliddin Shati, SH
Nomor: 30 pada tanggal 26«Jantiari 2010 dan Akta
Perubahan Terakhir Notaris, Lie Na Rimbawan SH,
Nomor: 68 tanggal 23 Februari 2016 berkedudukan di
Medan dengan jenis “usaha di bidang pembangunan,
pemborongan pada‘umumnya (General Contractor). PT
Bangun Mitra Abadi telah menjadi peserta tender dan

ditetapkan,menjadi Pemenang Cadangan I pada tender

26.5.3 Bahwa“dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain
terpenuhi;-----—------oo e

26.6 Unsur Pihak terkait dengan pelaku usaha lain; -----------------—---
26.6:1 Dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait dengan
pelaku  usaha lain yang diduga melakukan
persekongkolan (secara langsung maupun tidak
langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan

Medan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan

Medan Nomor 24 /KPTS/Br.S4/2016 Tentang
Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja
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Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun
Anggaran 2017, yang terdiri dari: -------------—-=——--——--——-

Panitia Tender / Nama Penugasan

Ferry Hizkia Jonathan, ST Sekretaris

Andika Sidabutar, ST, MT Anggota

Hardi Ipan Leonard P, ST Anggota

Budi Armansyah, ST Anggota

R. Abadirulian Ervantara, ST Anggota

NP RN =

Pendi Manik Anggota

26.6.2

Bahwa dengan demikian unsur Pihak yang terkait

dengan pelaku usaha lain terpenuhi;---—-->--—--———————-

26.7 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Peménang Tender; -------

26.7.1

26.7.2

Bahwa berdasarkan pedoman “pasal 22 tentang
larangan persekongkolan tendér Undang-Undang No. 5
tahun 1999 tentang Larangan” Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan
unsur mengatur4 dan‘jyatau menentukan pemenang
tender adalah: -3 -5 oo
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
tender < secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
danfatau untuk memenangkan Peserta tender tertentu
dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan
pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam
hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”;--
Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis
Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan
Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat
diketahui beberapa hal sebagai berikut: -------------------
a. Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun

Mitra Abadi diduga telah melakukan

persekongkolan sebagaimana telah diuraikan

dalam analisis persekongkolan horizontal di atas

yang bertujuan untuk memenangkan PT Dewanto

Cipta Pratama;-------------=-——— oo
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b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja
yaitu mengubah aturan masa sanggahan, tidak
memeriksa adanya indikasi persekongkolan antara
peserta tender, tidak melakukan klarifikasi terkait
dokumen metode pelaksanaan, daftar pekerjaan
utama, dan daftar pekerjaan penunjang dan tidak
melakukan  klarifikasi terkait personil inti
sebagaimana telah diuraikan dalam analisis
persekongkolan vertikal, merupakan “bentuk
persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi
dan/atau pengaturan untuk “memenangkan
PT Dewanto Cipta Pratama dalam tender a quo;-----

26.7.3 Bahwa dengan demikian unsur_ mengatur dan atau
menentukan pemenang tender telah terpenuhi; ---------

26.8 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehatjw---#=----------cmmemme
26.8.1 Bahwa berdasarkan ‘pedoman Pasal 22 tentang
larangan persekongkolan tender Undang-Undang

Nomor S tahun, 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang

dimaksudsdengan unsur persaingan usaha tidak sehat

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -
26:8.2 Bahwa tindakan PT Dewanto Cipta Pratama dan
PT Bangun Mitra Abadi sebagaimana telah diuraikan
dalam analisis persekongkolan horizontal di atas,
merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan
semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa
terwujudnya persekongkolan horizontal antara kedua
perusahaan tersebut tidak terlepas dari tindakan Pokja
yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun
tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal
melalui cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam

analisis persekongkolan vertikal di atas. Hal ini
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merupakan tindakan yang melanggar hukum dan
menghambat persaingan usaha;----------------——--ooo—
26.8.3 Bahwa dengan demikian unsur Persaingan Usaha tidak

Sehat terpenuhi; ------------------oee e

26.9 Kesimpulan dan Rekomendasi; --------------—-mmmmmmmmmmmme

26.9.1 Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian
dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana
diuraikan tersebut maka Tim Investigator
menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan “Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jyang
dilakukan oleh: -----------------mm S
a. PT Dewanto Cipta Pratama; --------2—>%=----——-—----——-
b.  PT Bangun Mitra Abadi; ----=¢-3----3-----------------—-
c. Kelompok Kerja (Pokja)\. Pelaksanaan Jalan

Nasional Metropolitan {Medan pada Satuan Kerja
Pelaksanaan JalanwNasional Metropolitan Medan
Tahun Anggaran ‘2047 ;--—------—-—- oo

26.9.2 Merekomendasikan“agar Laporan Dugaan Pelanggaran
terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan
Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan
pada<, _Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017
dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-------------

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan
tanggapanpara Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang
dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (vide bukti B2); ----------------—-———-
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Februari
2019 Terlapor [ tidak menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, dikarenakan menurut
informasi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019; ----------
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Februari
2019 Terlapor II menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada Majelis Komisi dan yang pada pokoknya berisikan

hal-hal sebagai berikut (vide bukti TII.1 ):---------—————mmmmmm
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29.1 Bahwa Laporan dengan Dugaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor
S Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:--------======mamaumenuu---
“Pelaku Usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;--

29.2 Bahwa alasan tersebut tidak ada tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 70O
Tahun 2012 yang mengatur pengadaan barang dan“ jasa
dilingkungan pemerintah; -----------------cmmmmmm

29.3 Bahwasanya kami mengikuti pelelangan umum paseakualifikasi
dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi Nomor 0Ol tanggal 28
November 2016; —-----————m -

29.4 Bahwa kami tidak pernah mengikuti tender Sesuai dengan Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kami ikuti adalah
pelelangan umum pascakualifikasijssss 4= ---mmmmmcmmmm

29.5 Bahwa kami memohon kepadayMajelis Komisi agar mengambil
keputusan seadil-adilnya; ™ s--s-f------mmmm oo

Menimbang bahwa pada Sidang ‘Majelis Komisi II tanggal 7 Februari

2019 Terlapor III menyetahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran kepada Majelis Komisi dan yang pada pokoknya berisikan

hal-hal sebagai betrikut(vide bukti TIII. 1);------------mmmmmmmm oo

30.1 Exceptio TempoOris; —---=--=-= == oo oo
30.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 menyatakan  “Berdasarkan  laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan
ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan
Pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi
wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan”;-------------—-=——-m—mmmmommo
30.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat(2)
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 menyatakan; ---
a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau
patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap

Undang-Undang ini dapat melaporkan secara

halaman 69 dari 243



30.1.3

30.1.4
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tertulis kepada Komisi dengan keterangan
yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran,
dengan menyertakan identitas pelapor”; --------------
b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat
melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan
keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah
terjadinya pelanggaran serta kerugian  yang
ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor”
Bahwa berdasarkan Ketentuan ketentuan Pasal 39
ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat™(2)» Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ‘s€éeara normatif

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 hari terhitung

sejak adanya laporan; ~sss---#=---—-mmcmmmmmm
b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya

pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 hari

setelah adafiya‘laporan;-------------=--—-———=——=mmmo—-
Bahwa secata faktual, proses penyelidikan/penyidikan
perkara ‘a,quo-/telah dimulai setidaknya sejak tanggal
11 Mei, 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah
Medan\ sebagaimana terbukti dari adanya surat
Permintaan Dokumen; ---------=-=-=—=———mmmmmmmm
Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat
disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan
sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal
tanggal 11 Mei 2018; ----—-———-——mmmmmmmm
Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-

fakta yang ada, maka dalam perkara a quo demi
a. Penetapan Pemeriksaan Pendauluan; -----------------—-

b. Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan;-------

c. Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------
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30.1.7 Telah melapaui batas waktu 30 hari sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

30.1.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan
fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan
Pendahuluan a quo telah lewat waktu/daluwarsa

karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo!

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor S

Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib ‘hukumi,

patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara/ No.
14/KPPU-L/2018 untuk menyatakan tidak=diperlukan
Pemeriksaan Lanjutan;---------------—g--2 2o

30.2 Exceptio Error In Persona; -----------=————mmmxt -t
LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor III Sebagai
Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif)
Bukan Merupakan Subyek Hukums Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999;-----——- 4 S-met oo
30.2.1 Bahwa TerlapofyIll, merupakan Organ/Struktur dari
Pemerintah~(pelaksana fungsi eksekutif) yang secara

Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar

dengan\ KPPU. Terlapor III bukan merupakan Pelaku
Usaha'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------———-

30.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang larangan persekongkolan adalah hanya Pelaku

Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka
8 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 yang
menyatakan: ------------mmmmmmm
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

Dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol.” ----------------—————
30.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat
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diantara sesame Pelaku Usaha sebagaimana diatur

Pasal 3 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yang menyatakan;---------------mmmmmmm
Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah
untuk:

a. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha;”

Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah/ satu
tugas KPPU adalah untuk memberikan “Saran dan
pertimbangan terhadap kebijakany/tindakan hukum
dari Pemerintah (ic. Terlapor III) yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan/atauf persaingan usaha tidak
sehat (vide Pasal 35 hurufye_Undang-Undang No. 5
Tahun 1999);-------omo—esfe X
Bahwa secara mutatisimutandis, kebijakan Pemerintah
(ic. Terlapor AII) “tersebut tidak bisa diadili dan
dihukum. (Kebijakan dimaksud adalah merupakan
domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal
36 angka 8 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang
No. 5"'Tahun 1999 KPPU hanya berwenang untuk
memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan
Pemerintah (ic. Terlapor III); --------------——-=mmmmcmme -

Bahwa  secara  normatif-yuridis pada  intinya

Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam frase

“pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ------------------mm---
Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara
normatif-yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak
Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan

pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah: -------
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Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah

Pasal 3

C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku

30.2.9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf ¢;
dapat diketahui ruh dari Undang-Undang Nomor\ S
Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku{ Pelaku

Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. TerlaporidIl):-----

30.2.10 Bahwa berdasarkan doktrin hukum perSaingan usaha
dan best practices yang ada di dunia, juga dinyatakan
pada intinya aktifitas Pemerintah‘dikecualikan dalam
Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga
Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum
Persaingan Usaha. -----Ssssmc oo

30.2.11 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan
sebagai Pihak Tiain,dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Talhhun 1999 adalah -------------------—-cmmmcm e
a. Pelakw.Usaha lain;------------—-——————— oo
b. Pelaku Usaha Pesaing; dan -----------------—--cmcceeu-
c. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender

namun turut mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender;----------------mmmmmmmm o

30.2.12 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan
argumentasi hukum Terlapor III di atas, terbukti
secara normatif-yuridis Terlapor III demi hukum tidak
dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha
maupun Pihak Lain; -------------=-———omomm

30.2.13 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku
dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor III)
dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak dapat
menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk

terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan; --
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Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan
antara Terlapor III dengan Terlapor lain — quod non,
maka itu merupakan domain dari penegak hokum
bukan domain KPPU; ----—--—-————- e
Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
sebagaimana  tercantum  dalam  Putusan  No.
493 /Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung
norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor
III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang<Undang
No. 5 Tahun 1999; ~——-——————— e
Bahwa berdasarkan ketentuan normatifisebagaimana
ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka "8 jo. Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 telah
terang dan jelas terbuktisecara normatif-yuridis,
Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22
Undang-Undang Nomor«b=Tahun 1999 yang mengatur
tentang larangan persekengkolan; ---------------------———-
Bahwa oleh karena’ Terlapor III yang merupakan
bagian/struktur ‘dari Pemerintah, maka dalam rezim
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor III demi
hukum\ tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan
melakukan/terlibat dalam persekongkolan; --------------
Bérdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta
dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa
Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999. Cukup
beralasan hukum kiranya Terlapor III demi keadilan
mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa
perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor III
yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Error in
Persona” dan menolak LDP Tim Investigator atau
setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima
(Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan pula
tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau
menyatakan Terlapor III tidak melakukan pelanggaran

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------
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30.3 Dalam Pokok Perkara; —-------=-=--=———- oo
Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian
Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.-----------------
Bahwa Terlaporlll menolak seluruh dalil-dalii LDP Tim
Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan
menguntungkan kepentingan hukum Terlapor III dalam
pemeriksaan perkara a quo; ------------=-—-mmmmmmmmm 23

30.4 Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nemor) 5
Tahun 1999, -
30.4.1 Bahwa Terlapor III menyangkal dan me€niolak dengan

tegas dalil-dalil LDP Tim  Investigator yang
menguraikan tentang Dugaan | Pelanggaran pada
halaman 41 s/d halaman 63.(Pasal'22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan; -----------
“Pelaku usaha dilarangbersekongkol dengan pihak lain
untuk mengatur dan atawmenentukan pemenang tender
sehingga dapat™mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak’'sehaty” ------------==---=-mmmm oo
30.4.2 Bahwa dalam.perkara a quo, terdapat beberapa unsur
Pasal, yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan
Rendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi
wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan
Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

30.4.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi
tersebut adalah; ---------------------e e

a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan; -----------------

Definisi bersekongkol/persekongkolandemi hukum

diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8

yang menyatakan :

“PERSEKONGKOLAN atau konspirasi usaha adalah bentuk
kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN
PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk menguasai
pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol.”
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Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana
dalam dalil LDP adalah Persekongkolan Tender
khususnya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan

antara Terlapor III dan Terlapor lainnya — quod non.

Sebagaimana telah Terlapor III uraikan pada bagian
Eksepsi Error In Persona sebelumnya, pada intinya
persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pelaku usaha AJaifinya.
Faktanya Terlapor III merupakan bagian / dari
Pemerintah dan tidak dapat dikategbOtikan sebagai

pelaku usaha maupun pihak lain, -----*s=----------—---

Secara normatif-yuridis, Pasal*22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah

hukum “Persekongkolan,Vertikal”. -------------------—-

Faktanya, istilakh /“Persekongkolan Vertikal” baru
muncul /~dalam  Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan.Usaha Nomor 2 Tahun 2010, padahal
Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tidak mengamanatkan KPPU  untuk

menerbitkan peraturan tetang persekongkolan.------

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU
Nomor 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar
hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali
merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. -—---—--——-—mmcmmemmee -

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator
didasarkan pada dalil "Persekongkolan Vertikal”
maka demi hukum unsur persekongkolan tidak
terpenuhi sebagaimana Terlapor III uraikan pada

bagian Pokok Perkara ”B. Persekongkolan Vertikal
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Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 --—--—----—-cmmommemmee o
. Unsur Pihak Lain; --------=--—-———————mmme e~
Pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya
telah terang dan jelas siapa saja yang dapat
dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku
usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak
yang tidak terlibat langsung dalam tender namun
turut mengatur dan/atau turut menéntukan
pemenang tender;----------------mmmmcmmmmem bl
Terlapor III yang merupakan “‘bagian dari
Pemerintah demi hukum tidak dapat
dikategorikan sebagai Pihak(Lain oleh karena itu
sepanjang LDP Tim Investigator
menyatakan/mengkategorikan Terlapor III sebagai
Pihak Lain terlebih jika, dihubungkan dengan dalil
"Persekongkolan Vertikal”, maka demi hukum unsur

Pihak Lain gquoitidak terpenuhi.-----------------—-———-

Bahwa, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
sebagaimana tercantum dalam Putusan No.
85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji
materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang

memperjelas makna “pihak lain”. ----------------o -

Mahkamah Konstitusi pada intinya menafsirkan
bahwa makna “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga
Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai

sebagai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha

Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa “pihak
lain” tidak Dbersifat tanpa batas dan dapat

menjangkau siapa sajadan harus dimaknai secara
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terbatassampai pada pihak ada kaitannya dengan
pelaku usaha. Sesusai pertimbangan halaman 190
Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti
yang cukup untuk  membuktikan adanya
keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan
keterkaitannya dengan pelaku wusaha. Dengan
demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang
cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan
pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan

sebagai bentuk persengkongkolan. ----------8---2--——-

Bahwa tidak ada satupun bukti,yangsdisampaikan
dalam LDP tentang keterkaitan, Terlapor III dalam
dugaan persengkongkolan(perkara a quo, sehingga
demi hukum Terlapor Ml tidak dapat diartikan
sebagai pihak yang terkait-dengan pelaku usaha lain

dalam perkara @ quO;===-------------------mmmmmmmo——

. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha
TidakSehat; ---------—-——————— oo
Secara \normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan
limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak
Sehat sebagai berikut; -------------—-——cmom

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

6. “Persaingan usaha tidak sehat adalah
Persaingan  antar Pelaku Usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha”
Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No.
S5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang

perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah
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(ic. Tergugat III) salah satunya dengan menyatakan
Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat
terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (vide Pasal 1

Selanjutnya, secara yuridisPasal 22 Undang-Undang
No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum Rule of
Reason, maka:---------—--——————ommmee s
1)  Unsur Pasal 22 berupa “mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat” harus| nyata-
nyata terjadi dan terpenuhi;------------%:--2-—---
2) Unsur Pasal 1 angka 6 berupa—“cara tidak
jujur atau melawan hukum, atausmenghambat
persaingan  usaha” harus nyata-nyata

dibuktikan. ---------- oS-

Dalil LDP Tim Investigator ‘pada halaman 62 yang
menguraikan tentang unsur “Dampak
Persaingan”sama™ | Jsekali  tidak  membuktikan
persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata
telah terjadiy ------------—-—m o
Tim! Investigator yang telah menghabiskan waktu
lebih*. dari berbulan-bulan untuk melakukan
penyelidikan  ternyata  tidak juga  mampu
menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. ---
Dengan demikian, demi hukum unsur
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat tidak terpenuhi ------------——-——- oo
Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan
tidak terpenuhinya; --------------—-———mmm
a. Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal
yang didalilkan Tim Investigator;--------------------——-
b. Unsur pihak lain;dan-------------=--=——--oceeeeee -

c. Unsur mengakibatkan persaingan wusaha tidak
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30.5 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----—--——-——cmmmmmmme

30.5.1

30.5.2

Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan
menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya tentang
Persekongkolan Vertikal karena bertentangan dengan
ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1
angka S jo. Pasal 1 angka 6jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal
3 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------=
Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun*1999
menyatakan: ------------mmmmm L
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol‘dengan pihak
lain untuk mengatur dan _atauwymenentukan
pemenang tender sehingga dapaty mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”; ------------
Bahwa Pasal 1 angka 8TWUndang-undang Nomor 5
Tahun 1999 menyatakamjs=s3<---------=-——-mmcmmommmm
“Persekngkolan “@tau konspirasi usaha adalah
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku

Usaha"Dengan Pelaku Usaha Lain dengan

maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----
Bahwa'\Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan; ----------=-----mmmmmmmo
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan

usahadalam bidang ekonomi”
Bahwa Pasal 3 huruf c¢ Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan; -------------=---mmmmmmmmmmm -

“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah
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“mencegah praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku

Usaha dan” ---------—---——————ommmm e

30.5.3 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan
Pasal 22 jo.Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal

3 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tersebut, persekongkolan hanya dapat
terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan pelakt

usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor

30.5.4 Bahwa dengan demikian, berdarsarkafivPasal 22 jo.
Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo,RBasal 3 huruf
c,Undang-Undang No. 5 Tahun<1999tidak mengenal
persekongkolan vertikal; -----4--2c-==5c oo

30.5.5 Bahwa ketentuan Pasal 35‘huruf f Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 menyatakamy +=----------------———-—oocmme—-
Tugas komisi meliputi~Menyusun pedoman dan atau
publikasi yangberkaitan dengan undang-undang ini-----

30.5.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f
dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan
KPPU,_No.\2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Persekongkolan Dalam Tender; --------------=--==-—cmmmeuv

30.5.7 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah
hukum “Persekongkolan Vertikal”. Istilah
“Persekongkolan Vertikal” baru lahir dan dikenal dalam
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. ---------------———-

30.5.8 Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU Nomor
2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang
Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan
tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999. ------------mmeev

30.5.9 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyatakan: -------------mmmmm
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(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

terdiri atas; -----—-—-=—===== =
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;-------—-=—-————————mmmmemee =

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang; ----------============-—mmcmmomm—— 22

d. Peraturan Pemerintah;----------------——————-&L_Z20_2.
e. Peraturan Presiden;-----------—-=—==—===—————%——
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan----==2=s=ac-—-——-———-
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotg=s---------------
(2) Kekuatan hukum Peraturan< Perundang-undangan

sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada

Bahwa berdasarkan azasshukumlLex Superiori Derogat
Lex  Inferiori, peraturan  yang  lebih tinggi
mengenyampingkan, /peraturan yang lebih rendah.
Dengan demikianynorma dalam Peraturan KPPU Nomor
2 Tahuny2010-tidak boleh bertentangan dengan norma
dan<esensi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahunt1999; —-——————mmmmm
Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada
KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan
peraturan yang bersifat regeling (mengatur). KPPU
hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman

yvang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak

bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa
"Persekongkolan Vertikal”--------------—cooommmme
Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk

melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma

baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya

norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU Nomor 2
Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----—--—-------—-
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30.5.13 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak
memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU
untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang
bersifat regeling), kecuali tentang: --------------------—————-
a. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat

dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4));----------
b. Tata cara penyampaian laporan atas dugaan
pelanggaran Undang-Undang No. S5 Tahun 1999
(vide Pasal 38 ayat (4));-------------------—————-AL-T_2 =

30.5.14 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi*hukum dan
keadilan tidak dapat menjadi dasar bagivKPPU untuk
menyatakan Terlapor I
terlibat/ melakukanPersekongkolan™ Vertikal. @ Maka
demi hukum, tuduhan Tim *Investigator terhadap
Terlapor III melakukans, YPersekongkolan Vertikal
sebagaimana dalam LDP angka3 tentang
persekongkolan™tender pada halaman 20 s/d 27,
khususnya~huruf- e tentang Persekongkolan Vertikal
halamany2S dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan;

30.5.15 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU tidak
memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada
Pemerintah  (ic. = Terlapor  III). KPPU  hanya
dapatmemberikan sanksi kepada Pelaku Usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999; ~—-————————— e

30.5.16 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-
fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara
normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat
terjadi/dilakukan oleh pelaku wusaha serta tidak
mengenal istilahPersekongkolan Vertikal. Maka demi
hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk
menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya

menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima
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(Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan tidak
diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau
menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----—--—----—--———-

30.6 Proses Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal

Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Telah Dilakukan

Sesuai Dokumen Pengadaan yang Berpedoman Pada Peraturan

Perundang-Undangan; -------------—=-mmmmmm om0 D

30.6.1

30.6.2

30.6.3

30.6.4

Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal™dan
menolak dalil LDP Tim Investigator dan  Terlapor III
telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal \Arifin (Stabat)-
Binjai Raya (Medan)-Belawan sesuai dan berpedoman
pada Dokumen Pengadaan; -#-=c--=#-------mmmmmmmmmmmmmoo
Bahwa proses pelelangan Paket'Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-
Belawan dilaksanakan=-dengan Sistem Pengadaan
Secara Elektrofiik (SPSE) dan diumumkan melalui

website LPSE Kementerian PUPR yaitu

http:/ /1PSe. PUD.id; —mmmmmm e

Bahwa ‘oleh karena menggunakan SPSE, maka semua
Renyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah
terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan
Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. Terlapor III
maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat
menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta
dalam pelelangan a quO; ----------==—=——=-—mmmmmmmem
Bahwa pelelangan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal
Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dilakukan
dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur.
Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor III
melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum
akhirnyamenyatakan PT Dewanto Cipta Pratamal(ic.

Terlapor I) sebagai calon pemenang; ------------------—--—
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30.6.5 Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dari Berita
Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi No. 07/PJNMM-2017/PKT-01 tanggal 22
Desember 2016 (Terlampir), hasil evaluasi oleh
Terlapor III dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-
Binjai Raya (Medan)-Belawan dimaksud adalah; -------<
a. Koreksi Artimatik; ----------—--—-————omee 2=

1) Peringkat I, PT Sumber Mitra Jaya; -----+-==

2) Peringkat II, PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT
Rapi Arjasa KSO; -----------—--mmo-Sfmman

3) Peringkat III, PT Dewanto .CiptayPratama (Ic
Terlapor I);---------mmcmmmmme R e

4) Peringkat IV, PT Amarta Katya; --------------------

5) Peringkat V, PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor

6) Peringkat VI, PT"Karya Murni Perkasa; -----------

7) Peringkat\VIl, PT Bangun Cipta Kontraktor; -----

b. EvaluasirAdministrasi; -----------===—=——————cmmmem
c. Evaluasi - Administrasi dimulai dari 3 (tiga)
penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan
dilanjutkan terhadap penawaran terendah
berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak
memenuhi syarat/gugur evaluasi; ----------------------

d. Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III
melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan, meliputi; ------------------——-———-

1) Surat Penawaran; -----------------————mmmmmmmmmm

2) Surat Jaminan Penawaran Asli; ----------------——-

3) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);----------------

4) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
harga satuannya; -------------=---—cmmmmmmm

5) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi

(apabila bermitra); -------------=-==-—mmmmmome
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6) Dokumen lain, seperti daftar barang yang
diimpor (apabila impor); -------------=---mmcmmmmo
7) Dokumen penawaran teknis; --------------------——-
a) Metode Pelaksanaan;-------------------—-mmoo—
b) Jadwal Pelaksanaan; --------------=-----cmcmeo—
c) Daftar Peralatan;----------------———cmmcmmem -
d) Daftar Personil Inti;--------------—--—-cmmmmmeo—<
e) Daftar Bagian Pekerjaan yang akan \di

subkontrakkan; dan -----------------—-AL_ZET-5 =

8) Formulir rekapitulasi perhitdfigan TKDN
(khusus untuk peserta yang tidak
menyampaikan formulir TKDN) penawarannya
tidak digugurkan dan<nilai*FKDN-nya dianggap
nol), dan; ---------—- g

9) Dokumen lainnyas(apabila dipersyaratkan); -----

Jumlah Penawar ‘yang tidak memenuhi: 1 (satu)

perusahaany -4 A----—-—mmm oo

PT Sumber Mitra Jaya; ----------------=-mmcmmmmmmommeee

Tidakw.Dievaluasi disebabkan Harga Penawaran

untuk Lingkup Pekerjaa Pemeliharaan Rutin Jalan

dan‘Pemeliharaan Rutin Jembatan Melebihi HPS; ---

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi

syarat/lulus administrasi 6 (enam) perusahaan

2) PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor I); -------
3) PT Amarta Karya;---------------—-----ommmmmo o
4) PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor II);-----------
5) PT Karya Murni Perkasa;-------------=--=-—----—————-
6) PT Bangun Cipta Kontraktor; -----------------——---
. Evaluasi Teknis;------=-=-==-=—=mmmmmmmmmmm oo
Berdasarkan Dokumen Pengadaan pada tahap
Evaluasi Teknis ini Terlapor III melakukan evaluasi

terhadap unsur-unsur yang meliputi: ------------------
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1) Metode Pelaksanaan; -------------=--—-mmcmmmmmme—
Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai
akhir secara garis besar; uraian/tata kerja
masing-masing jenis pekerjaan
utama/penunjang/sementara; --------------------

2) Jangka Waktu Pelaksanaan; --------------------——-
Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima
pertama/PHO); ------------mmmmmr 20

3) Peralatan Utama;--------------------mmmm-L 20222
Jenis, kapasitas, komposisi dan % jumlah
peralatan sesuai dengan Lembar Data
Kualifikasi (LDK); ------------og-- 2 2o

4) Daftar Personil Intij------=¢-2----3--—-—mcmmmcmmeeo -
Tingkat pendidikan, jabatanh dalam pekerjaan,
pengalaman  kerjay,,  keahlian/keterampilan,
jumlah masing-masing posisi, ditempatkan

penuh dalamypelaksanaan pekerjaan sesuai

5) Peketjaan‘yang disubkontrakkan;-----------------
Harus.sesuai dengan persyaratan dalam LDK;--

OIG RKBK; -
Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan
program K3 yang menggambarkan penguasaan
dalam mengendalikan resiko bahaya K3; --------

7) Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak
lulus 3 (tiga) perusahaam; ----------------—--——————-

a. PT Medan Jaya Cipta Sarana — PT Rapi Arjasa KSO;
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilai
persyaratan teknis yaknij-----------------—-cmmommmm— -
1) Metode Pelaksanaan; ---------------=——=——comommem—
Penjelasan metode pelaksananaan pekerjaan
pembersihan jembatan yang menjadi bagian
dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan
yang merupakan Pekerjaan Utama yang
disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan

Jembatan yang akan di cat ulang harus
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dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya
dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana
yang dimaksud dengan pembersihan jembatan
jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan
sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas
jembatan termasuk pada pipa cucuran dahn
drainase lantai jembatan,landasan, bangtnan
bawah, daerah jalan pendekat sertas daerah
aliran sungai, 100 meter arah™=hulu/hilir
jembatan dan pembersihan jembatan harus
dilaksanakan 1 bulan sekali;---3--------------—--—-

2) Daftar Personil Inti; --4--=c-==2=mmcmmmmmmom
a) Pengalaman Petsonil” Quantity Engineer
kurang dari yang\dipersyaratkan;--------------
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; ----------------
Dokumen\Penawaran : 4,3 tahun; -------------

b) Pengalaman Personil manajer Kendali Mutu
kurang dari yang di persyaratkan; -------------
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; ----------------
Dokumen Penawaran : 2,7 tahun; -------------

c) Pengalaman Personil Ahli K3 kurang dari
yang dipersyaratkan; --------------=-—--—-oo—o——-
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; ----------------
Dokumen Penawaran : 1,6 tahun; --------—--—---

b. PT Amarta Karya;------------=-———=——ommmmmm
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilaian
persyaratan teknis yakni: -----------------mmommemmem -
1) Metode Pelaksanaan; ----------------———cmoommmm—
a) Pada penjelasan pekerjaan AC- BC terdapat
KESALAHAN dimana dijelaskan sebelum
pelaksanaan pekerjaan AC-BC dilaksanakan
pelaksanaan pekerjaan Prime Coat tidak
sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan paket

yang dilelengkan dimana lapisan AC-BC
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dilaksanakan diatas permukaan aspal baru
(AC-Base) pada pelebaran dan permukaan

aspal lama pada badan jalan existing dimana
sehatrusnya memaai perekat Tack Coat; -----

b) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan
pekerjaan Laston Lapis aus AC-WCj------—----

c) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan
untuk pekerjaan pembersihan jembatah
sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan

Rutin Jembatan yang merupakan salah satu
Pekerjaan Utama; ---------------“%Fmmeae o

2) Jadwal Pelaksanaan; ---------z--=- %8s mmcmmmommmo -
Penyusunan jadwal pekegjaan pemeliharaan
rutin jalan dan pemelihataan rutin jembatan
tidak sesuai dengam, yang di minta dalam
Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data
Pemilihan Huruf-B.4.dan huruf F2; ------—-—-----

c. PT Karya Mutni Rerkasa;-----------=--=--——=——cmcomeme—
Penawar™ tidak memenuhi terhadap penilaian
persyatratan teknis yakni; ----------------cmmcmmmcmmeo-
1), \Metode Pelaksanaan;------------=--==-—commcmmume-
Penjelasan metode pelaksananaan pekerjaan
pembersihan jembatan yang menjadi bagian
dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan
yang merupakan Pekerjaan Utama yang
disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan
Jembatan yang akan di cat ulang harus
dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya
dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana
yang dimaksud dengan pembersihan jembatan
jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan
sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas
jembatan termasuk pada pipa cucuran dan

drainase lantai jembatan,landasan, bangunan
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bawah, daerah jalan pendekat serta daerah
aliran sungai, 100 meter arah hulu/hilir
jembatan dan pembersihan jembatan harus
dilaksanakan 1 bulan sekali; -----------—--—-—————-
Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi
syarat/lulus teknis:---------------—mmcmmcmm -
a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); ----=
c) PT Bangun Cipta Kontraktor; -------«-=5=-3-=
Evaluasi Harga; -------------—-=——cmmmmmmo b1
Evaluasi harga dilakukan kepada=penawaran
yang memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis; ------=¢-2----3-—-mcmmmmmomm
Unsur yang dievaluasi yaittt-----------------------
a) Total harga penawaran terhadap HPS; ------
b) Harga Satuam<Timpang;------------------------

c) Mata Pembayaran yang harga satuannya

d) Kewajaran Harga yang nilai penawaran <

80.% HPS (bila ada); -------------==-==---cmmm—-
Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak
lulus nihil;------=-===————
Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi
syarat/lulus harga 3 (tiga) perusahaan yaitu: --
a. PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
b. PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II);-----
c. PT Bangun Cipta Kontraktor; -------------—---
Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian
Kualifikasi; ---------=-—=—==———— oo
a) Evaluasi dilakukan terhadap calon

pemenang lelang dan calon pemenang

cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian

kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
b) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan

terhadap pemenuhan persyaratan

kualifikasi, yaitu: -----------=-———=—ome
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(1). Yang menandatangani Formulir Isian
Kualifikasi;-------------==——-———ome =

(2). Izin Usaha;-----------—----mmmmmmmmmmm
(3). Surat dan Pajak Tahun Terakhir serta
Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
(4). Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun
terakhir; ------—--—-————
(5). Kemampuan pada bidang dan sesuai
sub bidang; ------------------——--A_FEE-R 2
(6). Penyediaan Fasilitas Peralatan/ dan
Personil; -----------—-———"fFmmen

(7). Pekerjaan yang sedang dikerjakan;----
(8). Kemitraan; -----=-2----3-------------m--——-
(9). KDj; —mmmmm e e
(10). Sisa Kemampuan Paket;-----------------
(11). Dukungan, Keuangan (Modal Kerja);---
Jumlah penawar-yang dinyatakan gugur/tidak
lulus, nihiliJimlah penawar yang dinyatakan
memenuhi- syarat  kualifikasi 3 (tiga)

perusahaan yaitu:------------—-mmmmmmmmm

a) \PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); --

b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); ------

c¢) PT Bangun Cipta Kontraktor; ------------------
30.6.6 Bahwa Masa Sanggah S5 Hari Kalender (Tanggal 24
Desember 2016 s/d 28 Desember 2016) telah sesuai
dengan Permen PUPR Nomor : 31/PRT/M/2015

tentang Perubahan ke 3 Permen PU Nomor

07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pasal 35 Sanggahan Ayat 35.1 Peserta yang
memasukkan penawaran dapat —menyampaikan
sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang
kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya
penyimpangan melalui website, dengan tembusan

kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/

Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana
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tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a.
Pelelangan Umum paling lambat S (lima) hari kalender
setelah pengumuman pemenang; atau b. Pemilihan
Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah
pengumuman pemenang; --------------------==--—--——o———-
Bahwa sesuai dengan Adendum No. 01 Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)=
Binjai Raya (Medan)-BelawanBAB XII Daftar Kuantitas
Dan Harga pada Daftar 3. Mata Pembayaran
Konstruksi bahwa jenis pekerjaan sebagai berikut; -----
a. Galian untuk selokan drainase dan Saluran air; ---
b. Pasangan Batu dengan Mortar; -----*s=------------—-
c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurusj -----------------—-
d. Baja Tulangan U 32 Ulirj--=c-==2--------mmmmmmmmmommo
Bukan merupakan matas, pembayaran pekerjaan
konstruksi; -----------——-Sssmm g e oo
Bahwa sesuai dengan/Dekumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pasta ‘Kualifikasi Kontrak Harga Satuan
Untuk Kontrak Tunggal Paket Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal  Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-
Belawan Nomor 01 tanggal 28 Nopember 2016 BAB III
Lembar Data Pemilihan (LCP) F. Dokumen Penawaran
Pasal 6. Pekerjaan Utama, pekerjaan perkerasan blok

beton pada trotoar dan median bukanlah pekerjaan

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB I
tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka
29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan “d. Apabila
dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi
dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
penawaran”; —---------mm s
Bahwa Terlapor III tidak melakukan klarifikasi pada
saat evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan pada

PT Karya Murni Perkasa dan PT Amarta Karya karena
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tidak menemukan hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan;-----------mmmm

30.6.11 Bahwa terhadap Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan
Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan,
Terlapor III telah melakukan evaluasi Administrasi,
evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian
kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian
kualifikasi tersebut Terlapor III telah melakukan
klarifikasi terhadap peserta pelelangan.

30.6.12 Bahwa Terlapor III telah melakukan Klarifikasi
terhadap refrensi kerja atau bukti lain yang-diserahkan
oleh PT Medan Jaya Cipta Sarana namunypengalaman
personil masih kurang dari yangdipersyaratkan; -------

30.6.13 Bahwa Terlapor III pada “saat evaluasi tidak
menemukan adanya kesamaan isi dan
kesamaan/kesamaan pengetikan antara PT Dewanto
Cipta Pratama danPTBangun Mitra Abadi;--------------

30.6.14 Bahwa Terlapor \IlI pada saat evaluasi tidak
menemukan-kesamaan isi/uraian dan format dokumen

PT Dewanto- Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra

30.6.15 Bahwa. Terlapor III melakukan evaluasi terhadap
jaminan penawaran sesuai dokumen pengadaan pada

BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C

angka 23.4 jaminan penawaran memenuhi ketentuan

sebagai berikut:-------------ommo

a. Diterbitkan sesuai dengan nilai peruntukannya

pada pasal 23.1;----—--————— oo

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir
pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam

c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum

dalam Jaminan Penawaran;---------------=------—————-
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d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang

dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam

e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan
dalam angka dan huruf; --------------—--ccee -
f. Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan
Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang
mengadakan pelelangan; ---------------—--——cmmo 22
g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan ‘paket
pekerjaan yang dilelangkan; --------------—--%--—2-—-—
h. Jaminan Penawaran harus dapat di€airkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai\Jaminan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja
ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan; ----------
i. Jaminan Penawaranms, Jatas nama perusahaan
kemitraan (Kerja™=Sama Operasi/KSO) harus
ditulis atag'hama /perusahaan kemitraan/KSO; ----
Bahwa Terlapory III tidak menemukan adanya
indikasi/dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh
pesefta\ pelelangan pada proses lelang Objek Perkara,
sehingga tidak ada klarifikasi khusus terhadap hal-hal
yang diuraikan Tim Investigator dalam LDPnya;---------
Bahwa oleh karena Terlapor III tidak menemukan fakta
dugaan persekongkolan dan tidak melakukan
klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang dimaksud
oleh Tim Investigator, tidak dapat secara otomatis dan
serta merta diartikan Terlapor III menyetujui dan/atau
memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----------------
Bahwa dalil Tim Investigator yang menyatakan pada
intinya Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi
peserta pelelangan untuk bersekongkol tidak dapat
diterima secara hukum dan tidak dapat dijadikan
dasar untuk menyatakan Terlapor III melanggar Pasal

22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena; ----------
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30.6.19 Bahwa dengan tidak adanya alat-alat bukti yang
mendukung dalil Tim Investigator tersebut, maka
timbul kesan seolah-olah Terlapor III sebagai Pokja

dijadikan Subyek Hukum pelengkap dalam perkara a

30.6.20 Bahwa pola penegakan hukum yang dipraktikan oleh
Tim Investigator KPPU jelas tidak sehat serta tidak
mencerminkan sikap fairness dan keadilan, karena
mau/tidak mau dalam Putusan KPPU kelak “akan
memiliki dampak hukum bagi Terlapor  III “padahal
segala tindakan hukum Terlapor III telalr=sesuai dan
berpedoman pada Dokumen Pengadaan,; ==---------------

30.6.21 Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dan
argumentasi hukum di atasq Terlapor III mensomeer
Tim  Investigator  untuks,,_ ‘dapat membuktikan
bahwasannya Terlapor HIssecaranya nyata memberikan
persetujuan danjatau= secara aktif memberikan
fasilitas kepada™peserta pelelangan untuk melakukan
persekongkolan. “s<-------mommmmmm

30.6.22 Bahwa mengingat beban pembuktian berada pada
pihak Tim\Investigator, maka patut kiranya Terlapor III
mohon. kepada Majelis Komisi untuk berani
menyatakan bahwasannya Terlapor III tidak melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika
Tim Investigator tidak dapat membuktikan hal-hal
sebagai berikut:-------------ommo
a. Terlapor III secara nyata-nyata memberikan

persetujuan kepada peserta pelelangan untuk
melakukan persekongkolan; ------------------—-oo———
b. Terlapor III melakukan secara nyata-nyata
melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas
kepada peserta pelelangan untuk melakukan
persekongkolan; -------------—-mmmmmmmm

30.6.23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi

hukum diatas, terang dan jelas dalil Tim Investigator

tidak didukung adanya alat bukti yang membuktikan

halaman 95 dari 243



30.6.24

30.6.25
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Terlapor III secara nyata telah ~memberikan
persetujuan dan/atau Terlapor III secara nyata telah
melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas
kepada peserta pelelangan untuk bersekongkol; --------
Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta
dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto
maupun de jure Terlapor IIl tidak terbukti melakukan
tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang
paket pekerjaan Objek Perkara a quo maka‘ s€cara
mutatis mutandis Terlapor III juga tidak terbukti telah

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomoer.5 Tahun

Dalam Eksepsi adalah sebagai berikut:j-------------------
a. Menerima Eksepsi TerlaporlIfuntuk seluruhnya;-
b. Menolak LDP Tim TdnvestigatorAtau Setidak-
Tidaknya Menyatakan, LDP Tim InvestigatorTidak
Dapat Diterima (Niet-Ontvankeleijke Verklaard);---;
c. Menyatakany “Tidak Diperlukan Pemeriksaan
Lanjutah; ---¥<-------—--—-mmm o
d. Mengeluarkan Terlapor III Sebagai Pihak Dalam
Rerkara a quoO; ---------——---—mmmmmmm o
€. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam

PerkaraaquoKepada Komisi Pengawas Persaingan

Dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----------------——-
a. Menolak LDP Tim InvestigatorUntuk Seluruhnya
Atau Menyatakan LDP Tim InvestigatorTidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
b. Menyatakan Terlapor III Tidak Melanggar Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; ------------—--—-——— oo~
c. Menyatakan Terlapor III Bukan Subyek Hukum
Pasal 22 Undang-Undang No. S Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------—---
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d. Menyatakan Terlapor III Telah Melaksanakan

Proses Lelang Paket Pekerjaan Preservasi

Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai

Raya (Medan)-Belawan, Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan; ----------------—---

e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam

PerkaraAQuo Kepada Komisi Pengawas Persaingan

Usaha; atau --------—-—--————-——mmmmeee 2

f. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa “Perkara

Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-L/2018

berpendapat lain, mohon Putusan<yang seadil-

adilnya berdasarkan Undang-UndangyNo. 5 Tahun

1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

(dan perubahannya) jo. Perattiran Menteri PU No.

07/PRT/M/2011 (dan‘perubahannya)jo. Dokumen

Pengadaan (ex aequoret bono);-------------------—---—-

Menimbang bahwa setelah melakukan+ Pemeriksaan Pendahuluan,
Majelis Komisi menyusun LaporafiyHasil Pemeriksaan Pendahuluan yang
disampaikan kepada Rapat Komisijy<----------------—--mmmmmmmmmmmmom
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan,\Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan
Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018; -------
Menimbang bahwa'berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya
Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/Pen/III/2019
tanggal<4 ),Maret 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor
14 /KPPU-I/2018 (vide bukti A15);------mmmmmm oo
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/I1I/2019
tanggal 4 Maret 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis
Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018
(vide bukti A16);-—----—m—m oo
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-
1/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor
24 /KPPU/Kep.3/111/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018 yaitu dalam jangka waktu paling lama
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60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 10 Juni 2010 (vide bukti A18); -------------mmmmmcmmmmm o
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan
Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,
Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A27, A28 dan

Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan
sebagai berikut: ---------mmmmmm
37.1 Direktur PT Trimurti Perkasa sebagai Saksi pada tafiggal. 12 Maret
2019 (vide bukti B3); —------mmmm oA e
37.2 Sdr. Sanjaya, Direktur PT Rapi Arjasa sebagai Saksi pada tanggal
28 Maret 2019 (vide bukti B7); ---------—sc- s oo
37.3 Sdr. Harry Marbun, Direktur PT Karya Murni Perkasa sebagai
saksi pada tanggal 28 Maret 2019 ‘(wide ybukti B8);-------------------
37.4 Sdr. Rully Handoko, Direktur PT*Frimurti Perkasa sebagai saksi
pada tanggal 28 Maret 2019y (vide bukti B9);------------—--ocmcemev
37.5 Sdri. Lidya Lora Stela;"Kepala Seksi Legal PT Bank Aceh Syariah
Sisingamangaraja Medan’ sebagai saksi pada tanggal 28 Maret
2019 (vide bukti B10);------------mmmmmm oo
37.6 Sdr. Alliyul Aufi, Pegawai PT Bank Aceh Syariah Sisingamangaraja
Medan sebagai saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (vide bukti

37.7 Sdr. Jeffri Bravo, ST, Staf Pemasaran PT Amarta Karya (Persero)
sebagai saksi pada tanggal 7 Mei 2019 (vide bukti B12); -----------
37.8,, Sdr. Rasidin M. Hutagaol, Officer I Solution PT Telkom Indonesia
Divisi Regional Medan, sebagai saksi pada tanggal 24 Mei 2019
(vide bukti B15);-------mmmmmmm oo
37.9 Sdr. Ir. Balu, Kuasa Direktur PT Sumber Mitra Jaya, sebagai
saksi pada tanggal 24 Mei 2019 (vide bukti B17);----------------—--—-
37.10 Sdri. Mainila Yanti, ST, PPK 16 sebagai saksi pada tanggal 10 Juli
2019 (vide bukti B24); —------mm oo
37.11 Sdr Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com sebagai Ahli pada
tanggal 26 Juni 2019 (vide bukti B20); ------------—--mmmmmmme e
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41.
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37.12 Sdr. Achmad Zikrullah sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada
tanggal 16 Juli 2019 (vide bukti B30); ---------------mmcmmmmmome
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis
Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi
Nomor 39/KMK/Kep/VI/2018 tentang Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018, yaitu dalam jangka waktud
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni
2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 (vide bukti A59); -----4-=2=-3-2
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi
melalui Keputusan Komisi Nomor 51/KPPU/Kep.3/VI/2019 tanggal 11
Juni 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi
pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara- Nomor 14/KPPU-
[/2018 (vide bukti ABO); —-----mmmm oo e
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah)» menyampaikan Petikan
Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018"kepada para Terlapor (vide bukti A68,
AB9 dan A70); —-mmmmmm e e e e
Menimbang bahwa pada.,_tanggal 15 Juli 2019, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang.Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat
Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari
Investigator maupun para Terlapor (vide bukti B22);------------------oooo—-
Menimbang “bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan
Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para
Terlapor (vide bukti B23);----------mmmmmmmmmmm e
Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide
bukti .6): -
43.1 Identitas Terlapor dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: ---
43.1.1 PT Dewanto Cipta Pratama, yang beralamat di Jalan

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52,

Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, selanjutnya

disebut Terlapor I;----------——mmmmmm o
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43.1.2 PT Bangun Mitra Abadi yang beralamat di Jalan Karya
Kasih No. 58L, Pangkalan Masyur, Medan Johar,

Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terlapor

43.1.3 Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan pada satuan Kerja Pelaksanaan

Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran

2017 beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor \13

Kampung Baru, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya

disebut Terlapor III; ---------—---—mmmmmm oL

43.2 Obyek Perkara dalam Kesimpulan ini adalah “Tender Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)*s-Binjai Raya
(Medan) - Belawan pada Satuan Kerja ‘Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan APBN (Tahtin Anggaran 2017,
dengan Nilai Total HPS Rp. 64.726.490.000,- (enam puluh empat

miliar tujuh ratus dua puluh enamnjuta empat ratus sembilan
puluh ribu rupiah). Adapun- sumber Pendanaan adalah APBN
Tahun Anggaran 2017 -8 Ao m oo

43.3 Dugaan Pelanggaran~~adalah Dugaan pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor-5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah
diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XIV/201¥6 yang menyatakan sebagai berikut: -----------------cocceov

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Krgnologis Tender-------------ommmmm oo
43.4 Pengumuman Lelang; ---------------mmmmmm oo
Bahwa pada tanggal 28 November 2016, Pokja mengumumkan

lelang dengan informasi sebagai berikut: --------------—-cmocmmemeo—-
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Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Instansi

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha

Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

23520064

PRESERVASI REHABILITASI JALAN ZAENAL ARIFIN (STABAT) - BINJAI RAYA (MEDAN) -
BELAWAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN MEDAN
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Umum

Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur

2017 - APEN

Rp 64.726.490.000,00

Rp 64.726.490.000,00
Cara Pembayaran Harga Satuan
Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal

Perusahaan Non Kecil

Jalan Binjai Raya, Stabat - Binjai (Kota)

Jalan Binjai Raya, Jalan Asrama, Jalan Medan Belawan - Medan (Kota)
* ljin Usaha

ljin Usaha Klasifikasi
SBUB S1003
IUJK null

SluP null

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
* Persyaratan Lain yg di Persyaratkan dalam Dokumen

28 November 2016 22:21 Oleh Achmad Muklis, ST., MT
28 November 2016 22:22 Oleh Achmad Muklis, ST., MT

43.5 Jadwal Lelang; --------------—---mmmm - R - B oo

Bahwa berdasarkan informasi pelelangan yang diupload oleh

Pokja, diperoleh informasi jadwal-pelelangan sebagai berikut: ----

Tahap Lelang

Mulai

Sampai

Pengumuman ) 28 November 2016 | 12 Desember 2016
Pascakualifikasi

Download Dokumen 28 November 2016 | 12 Desember 2016
Pengadaan

Pemberian Penjelasan

05 Desember 2016

05 Desember 2016

Upload Dokumen
Penawaran

06 Desember 2016

13 Desember 2016

Pembukaan Dokumen
Penawaran

13 Desember 2016

13 Desember 2016

Evaluasi penawaran

14 Desember 2016

23 Desember 2016

Evaluasi Dokumen
Kualifikasi

14 Desember 2016

23 Desember 2016

Pembuktian Kualifikasi

19 Desember 2016

23 Desember 2016

Upload Berita Acara Hasil
Pelelangan

23 Desember 2016

23 Desember 2016

Penetapan pemenang

23 Desember 2016

23 Desember 2016

Pengumuman Pemenang

23 Desember 2016

23 Desember 2016

Masa Sanggah Hasil
Lelang

24 Desember 2016

28 Desember 2016

43.6

Pemasukan Dokumen Penawaran;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang

diupload oleh Pokja, diperoleh informasi pemasukan penawaran

sebagai berikut:-------mmmmm s
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No Peserta Harga Penawaran % /HPS
(Rp)

1 | PT. Sumber Mitra Jaya 52.141.346.294,00 80.56

2 | PT. Medan Jaya Cipta 54.359.486.824,00 83.98
Sarana

3 | PT. Dewanto Cipta 57.817.961.905,00 89.33
Pratama

4 | PT. Amarta Karya 57.880.572.408,00 89.42
(Persero)

5 | PT. Bangun Mitra Abadi 58.708.601.823,00 90.70

6 | PT. Karya Murni 59.210.617.727,00 91.48
Perkasa

7 | PT. Bangun Cipta 61.457.165.420,00 94.95
Kontraktor

43.7 Evaluasi Penawaran;-------------=-—=--mmmmmmmm b b
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil“Pelelangan (BAHP) yang
diupload oleh Pokja diperoleh hasil evaluasi penawaran peserta

sebagai berikut; -------------cmmoe

No Peserta Hasil Keterangan/Alasan
Evaluasi
1 | PT. Sumber Mitra Tidak | Nilai Penawaran
Jaya Lulus | Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Pemeliharaan
Rutin Jembatan melebihi

HPS
2 | PT. Medan Jaya.Cipta | Tidak | Metode Pelaksanaan
Sarana - PT{Rapi Lulus | Penjelasan metode
Arjasa -AKSO) pelaksananaan pekerjaan

pembersihan  jembatan
yang menjadi bagian dari
Pekerjaan Pemeliharaan
Rutin Jembatan yang
merupakan Pekerjaan
Utama yang disampaikan
oleh peserta Yaitu "
Permukaan Jembatan
yang akan di cat ulang
harus dibersihkan dari

karat, kotoran dan
sejenisnya dengan alat
pembersih

seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. "

tidak sesuai/keliru
dimana yang dimaksud
dengan pembersihan
jembatan jembatan

sesuai dengan SKH -
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1.10.b yaitu Pembersihan
Jembatan meliputi
pembersihan sampabh,
kotoran yang ada pada
bangunan atas jembatan
termasuk pada  pipa
cucuran dan drainase
lantai
jembatan,landasan,
bangunan bawah, daerah
jalan  pendekat serta
daerah aliran sungai ,100
meter arah hulu/hilir
jembatan dan
pembersihan  jembatan
harus dilaksanakans 1
bulan sekali. Personil inti
Pengalaman Personil inti
Quantity<Engineer sesuai
Jabatan=w.sejenis atas
nama Mazlon Manullang,
ST Ttidak memenuhi
Dokumen Pengadaan : 5
Tahun Dokumen
Penawaran :

4,3 Tahun Pengalaman
Personil inti Manajer
Kendali Mutu sesuai
Jabatan  sejenis atas
nama Husna, ST tidak
memenuhi : Dokumen
Pengadaan : 5 Tahun
Dokumen Penawaran
2,7 Tahun Pengalaman
Personil inti Ahli K3
sesuai Jabatan sejenis
atas nama Fiska Ria
Sipahutar, ST  tidak
memenuhi : Dokumen
Pengadaan : 5 Tahun
Dokumen Penawaran
1,6 Tahun Pengalaman
dihitung sesuai referensi
kerja yang di berikan.

PT. Dewanto Cipta Lulus | Pemenang

Pratama

PT. Amarta Karya Tidak | Tidak memenuhi

(Persero) Lulus | Evaluasi Teknis Metode
Pelaksanaan Pada

penjelasan pekerjaan AC-
BC terdapat kekeliruan

dimana dijelaskan
sebelum pelaksanaan
pekerjaan AC-BC
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dilaksanakan

pelaksanaan  pekerjaan
Prime Coat tidak sesuai
dengan pelaksanaan
pekerjaan paket yang
dilelangkan dimana
lapisan AC-BC
dilaksanakan diatas
permukaan aspal baru
(AC-Base) pada pelebaran
dan permukaan aspal
lama pada badan jalan

existing dimana
seharusnya memakai
perekat Tack Coat“Tidak
menjelaskan metode
pelaksanaan

pekerjaan (Laston’ Lapis
aus AC-WC Tidak
menjelaskan metode
pelaksanaan untuk
pekérjaan  pembersihan
jembatan sebagai bagian

dari Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin
Jembatan yang

merupakan salah satu
Pekerjaan Utama Jadwal
Pelaksanaan Penyusunan
jadwal pekerjaan
pemeliharaan rutin jalan
dan pemeliharaan rutin
jembatan tidak sesuai
dengan yang di minta
dalam Dokumen
Penawaran Bab II
Lembar Data Pemilihan
Huruf B.4.dan huruf F2

PT. Bangun Mitra Lulus | Pemenang Cadangan I
Abadi

PT. Karya Murni Tidak | Metode Pelaksanaan
Perkasa Lulus | Penjelasan metode

pelaksananaan pekerjaan
pembersihan  jembatan
yang menjadi bagian dari
Pekerjaan Pemeliharaan
Rutin Jembatan yang
merupakan Pekerjaan
Utama yang disampaikan
oleh peserta Yaitu "
Permukaan Jembatan
yang akan di cat ulang
harus dibersihkan dari
karat, kotoran dan
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sejenisnya dengan alat
pembersih seperti sikat
kawat dan alat
pembersih  lainnya. "
tidak sesuai/keliru
dimana yang dimaksud
dengan pembersihan
jembatan jembatan
sesuai dengan SKH -
1.10.b yaitu Pembersihan
Jembatan meliputi
pembersihan sampah;
kotoran yang ada pada
bangunan atas jembatan
termasuk  pada “\ pipa
cucuran dan “drainase

lantai jembatan,
landasan, bangunan
bawah, < daerah jalan
pendekat..serta daerah

aliran “sungai ,100 meter
arali~hulu/hilir jembatan

dan
jembatan

sekali.

dilaksanakan 1

pembersihan
harus
bulan

7 | PT. Bangun Cipta Lulus | Pemenang Cadangan II
Kontraktor
43.8 Pengumuman Pemenang; --------------------mmmmmmmm o
Bahwa berdasatkan Berita Acara Hasil Pelalangan (BAHP)
ditetapkan pemeénang sebagai berikut: -------------—--oeee
No Peserta Harga Penawaran Hasil Lelang
(Rp)
1 et A B 57.817.961.905,00 Pemenang
Pratama
PT. Bangun Mitra Pemenang
2 Abadi 58.708.601.823,00 Cadangan I
PT. Bangun Cipta Pemenang
S Kontraktor INAS LGSR Cadangan 1I
43.9 Sanggahan; -----------mmmm s

Fakta Persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sampai

dengan batas waktu yang diberikan tidak terdapat sanggahan

pada tender a quo;

43.10 Adanya Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran; --------------------
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43.10.1 Bahwa ditemukan Lkesamaan penerbit jaminan
penawaran dengan nomor yang berurutan antara
Terlapor I dan Terlapor II dengan informasi sebagai
berikut: (vide bukti C9, C10, C46); ---------------------mcmmm
No Nama Penc-frblt No. Jaminan
Jaminan
Bank Aceh
, | PT. Bangun Syariah Cabang |052/MDN.06/JB
Mitra Abadi Sisingamangaraja | /PN/XII/2016
Medan
Bank Aceh
, | PT. Dewanto Syariah Cabang |053/MDN.06/JB
Cipta Pratama Sisingamangaraja | /PN/XII/2016
Medan

43.10.2

Bahwa ditemukan kesamaan format surat permohonan
Jaminan Penawaran yang ““sama-sama ditujukan
kepada Pimpinan Cabang_PT, 'Bank Aceh Cabang
Medan antara Terlapor(l dan Terlapor II dengan fakta

sebagai berikut: (vide bukti C9, C10, C46); ---------------
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E\ :\I Bgfa:}o CIPTA PRATAMA
- l r Cempaka fas Blck | No 52
*_ﬁ‘m, 1 Legond Suoracts ARARTA 10640

- | PRe8221&233114

N Fax +62(21142883115
newtoaRom  Emal dewantecipts_pratamaftyshoo coid

Nomor  :024/PjP/DCP/XI1/2016 Jakarta, 07 Desember 2016
Lampiran :-

KepadaYth,

Pimpinan Cabang

PT. Bank Acch Cabang Medan

Di Medan s

Hal : Permohonan Jaminan PENAWARAN
DenganHormat,

Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran
dengan data sebagai berikut :

Dityjukan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/lasa di Lingkungan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
Tahun Anggaran 2017
JIn. Sakti Lubis No. 1 Medan

Pekerjaan ¢ Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai
Raya (Medan) - Belawan

Nilai Pagu ¢ Rp. 64.726.490.000,-

Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-

Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 HK)

Dokumen Nomor o 01
Tanggal 28 Nopember 2016

Nama Perusahaan : PT.DEWANTO CIPTA PRATAMA

. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52, JI. Letjend Suprapto

Jakarta Pusat

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Pemohon
PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA
O

3 4 ""v"-“.

Direktur Utama
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: 143/PJP/BMA/X11/2016 Medan, 5 Desember 2016

Lampiran : - %
s i
Pimpinan Cabang m Got
PT. Bank Aceh Cabang Medan
Di Medan }‘ Zt

”

Hal : Permohonan Jaminan PENAWARAN

DenganHormat,

Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran

dengan data sebagai berikut :

Ditujukan

Pekerjaan
Nilai Pagu
Nilai Jaminan
Jangka Waktu

Dokumen Nomor

Nama Perusahaan

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun
Anggaran 2017

JIn. Sakti Lubis No. | Medan

: Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya
(Medan) - Belawan

Rp. 64.726.490.000,-
. Rp. 1.133.000.000,-
13 Desember 2016 (90 HK)

;01
Tanggal 28 Nopember 2016

: PT. BANGUN MITRA ABADI
JI. Karya Kasih Gg.ABRI No. 58-L Kel.Pangkalan Masyhur,
Kecamatan Medan Johor

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih,

Pemohon
PT. BANGUN MITRA ABADI

Direktur

@3 PT. Bangun Mitra Abadi

190 | w01 J0oe , camas | 10017 3005 , 190« 19001

43.10.3

43.10.4

43.10.5

Bahwa hanya Terlapor I dan Terlapor II yang mengurus
Jaminan Penawaran dari PT Bank Aceh untuk
mengikuti tender a quo; (vide bukti B10); -------------—---
Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 28 Maret
2019, PT Bank Aceh Syariah menyebutkan tidak ada
format baku wuntuk Surat Permohonan Jaminan
Penawaran (vide bukti B10);------------=--—-——cmmcmme e~
Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis

Komisi tanggal 16 Juli 2019, salah satu indikasi
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persekongkolan tender dapat dilihat dari Jaminan
penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama
dengan nomor seri yang berurutan serta Pokja harus
melakukan  klarifikasi pada saat menemukan

kesamaan dokumen; (vide bukti B30);-----------------—---

Pertanyaan Dalam perpres Nomor 54 Tahun 2010

Investigator terdapat mengenai indikasi persaingan
usaha tidak sehat, apakah bisa
dijelaskan?

Jawaban Di Pasal 83 ada pasal tentang “gagal

tender, yaitu ayat 1 huruf )e,
didalamnya diceritakan ada “indikasi
persekongkolan yang dapat dilihat
seharusnya oleh Pokja dalam proses
evaluasi, indikasi persekongkolan harus
dilihat dari minimal..2 indikator yang
bisa dilihat dari Stindikasi:

Terdapat kesamaan dokumen teknis,
antara lain: metode kerja, bahan, alat,
analisa pendekatan teknis, harga
satuan, dan/atau spesifkasi barang
yang ditawarkan (merk/tipe/jenis)
dan/atau dukungan teknis;

Seluruh penawaran dari Penyedia
mendekati HPS;

Adanya keikutsertaan beberapa
Penyedia Barang/Jasa yang berada
dalam 1 (satu) kendali;

Adanya kesamaan/kesalahan isi
dokumen penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan;
Jaminan penawaran dikeluarkan dari
penjamin yang samadengan nomor seri
yang berurutan.

Pertanyaan Apabila  pokja dalam pelaksanaannya
Investigator menemui adanya indikasi
persekongkolan dalam tender, apa yang
harus dilakukan oleh Pokja?

Jawaban Pokja harus melakukan Kklarifikasi
karena ini merupakan  indikasi.
Memanggil para pihak yang terindikasi
lalu memastikan apakah memang ini
merupakan suatu bentuk
persekongkolan atau bukan. Karena
yang ditemukan Pokja bisa jadi hanya
satu diantara kelima indikasi.
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3. Pertanyaan | Pada saat ditemukan ada dokumen
Investigator | yang sama kemudian di klarifikasi?
Jawaban Iya.

43.10.6 Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan
telah terjadi koordinasi antara Terlapor I dan Terlapor

II dalam menyiapkan Jaminan Penawaran untuk
mengikuti tender a quo; -----------=—-=——- oo

43.11 Adanya Kesamaan IP Address Pemasukan Penawaran;------=*---3¢£
43.11.1 Bahwa Terlapor I melakukan pemasukan (dokumen
penawaran pada tanggal 12 Desember 2016*pukul

21:09 WIB dan Terlapor II melakukan“ pemasukan

dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016

pukul 22:27 WIB; (vide bukti C37); 2==----mmmmmcmmmmeem -

43.11.2 Bahwa Terlapor I melakukamaktifitas Login ke situs
LPSE Kementerian PekerjaanyUmum dan Perumahan

Rakyat pada tanggals12 Desember 2016 dari pukul

20.50 WIB sampai dengan 21.10 WIB menggunakan IP
36.68.135.241;\(vide'bukti C36); -----------------mmmcmmm

43.11.3 Bahwa Terlaper II diketahui melakukan aktifitas Login
ke situs\ BRSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016
dari_pukul 20.26 WIB sampai dengan 20.44 WIB dan
dilanjutkan dari pukul 22.04 WIB sampai dengan

22.49 WIB menggunakan IP 36.68.135.241 (vide bukti

43.11.4 Bahwa IP yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor
I tercatat sebagai IP milik PT Telkom yang
dimanfaatkan untuk produk Indihome menggunakan

perangkat Speedy berlokasi di Medan; (vide BAP Saksi

tanggal 24 Mei 2019); -------=====——m—m oo oo
Pertanyaan Apakah angka 36 artinya IP milik Telkom
Investigator yang dipakai di medan?

Jawaban Iya. Artinya IP milik Telkom yang dibeli dr
luar dan dipakai di medan

Pertanyaan IP tersebut untuk produk apa?

Investigator

Jawaban Produk Indihome.
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Pertanyaan Kami disini sedang menangani tender a
Investigator quo, dan terdapat kesamaan IP Address 2
pelaku usaha, dengan nomor
36.68.135.241. Apakah bisa dipastikan
lokasinya?

Jawaban Setelah dicek memang IP dialamatkan ke
PT Telkom kemudian kami telusuri ke
Indihome, dan didapatkan IP
36.68.135.241 berada di PE Router
perangkat speedy.

43.11.5 Bahwa IP Address yang digunakan oleh Terlapor 1 dan
Terlapor II menunjukkan berada padag.kantor yang
sama atau setidak-tidaknya pada lokasi yang sama;

(vide bukti B15); -----------mmmmm - A b

Pertanyaan Mohon izin untuk ~“menunjukkan IP
Investigator Address Majelis Komisi
Jawaban Dipersilahkan untuk Investigator

Majelis Komisi | menunjukkan_ IP=Address Kepada Saksi
dipersilahkanikedepan untuk melihat.

Investigator shenunjukkan IP Address.

Jawaban IP ini menunjukkan satu network artinya
ini (berada” di lokasi yang sama tetapi
belum. -/ tentu PC yang sama yang
diginakan. Jadi kabel/wifinya sama.

Pertanyaan Apakah ada rangenya?
Investigator
Jawaban Jika selisih waktu 6 menit itu masih

dilokasi yang sama, bisa dipastikan.
Karena hanya 30 meter untuk wifi.

Pertanyaan Untuk nomor 241 artinya apa?
Investigator

Jawaban Penomoran user.

Pertanyaan Apakah jika sama-sama 241 pasti satu
Investigator kantor?

Jawaban Iya pasti.

43.11.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menggunakan IP pada
jaringan yang fix dan berasal dari sumber internet dan

lokasi yang sama; (vide bukti B20); ----------------------—-
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Pertanyaan Kami akan menanyakan terkait IP Address,
Investigator | terkait perkara a quo, kami memperoleh data
seperti ini:
N .
R Peserta | Login logout Ip address
09
1 Peserta | Desember | 124.81.126
1 2016 .82
22:15
12 12
5 Peserta | Desember | Desember | 110.232.93
2 2016 2016 .206
14:43 15:14
12
3 Peserta | Desember | 182:253.16
3 2016 8.191
19:07
12 12
4 Peserta | Desember | Desember | 36.68.135.
4 2016 2016 241
20:50 2110
12 12
5 Peserta | Desember?| Desember | 36.68.135.
5 2016 2016 241
22:04 22:49
18 13
6 Pesertaw, Desember | Desember | 36.76.65.1
6 2016 2016 61
01:13 01:31
13
- Peserta | Desember ) 114.125.29
7 2016 .33
06:48
Terdapat 7 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran dan di peserta 4 dan 5 memiliki
kesamaan IP Address dengan waktu login dan
logout yang berdekatan, apakah bisa dijelaskan?
Jawaban Dari data dilihat IP sama, sehingga kemungkinan
menggunakan sumber internet yang sama
sehingga IP sama, dan durasi waktunya tidak
jauh berbeda yaitu hanya selisih satu jam, artinya
menggunakan internet yang sama.
Pertanyaan Untuk perangkatnya bagaimana?
Investigator
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Jawaban Tidak diketahui jenisnya apa yang digunakan
tetapi dari waktunya yang agak lama mungkin
mereka menggunakan jaringan internet fix.
Karena perbedaan waktu yang hanya satu jam
meyakinkan kita mereka menggunakan internet
di tempat yang sama lokasi yang sama.

Pertanyaan Jadi dapat disimpulkan peserta keempat dan

Investigator | kelima mengupload dengan sumber internet yang
sama?

Jawaban Iya.

43.11.7 Bahwa berdasarkan fakta kesamaan IP Address)serta

dekatnya waktu login dan logut diw.atas, maka
Investigator menyimpulkan dokumen, »penawaran
Terlapor I dan Terlapor II disiapkan dan di unggah (di
upload) oleh orang yang sama; dengan jaringan

internet yang sama, dan dijlokasi yang sama;------------

43.12 Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan; ------------------

43.12.1

43.12.2

Bahwa Pokja tidak“memberikan contoh atau format
baku dokumen.metode pelaksanaan pekerjaan yang

harus dipenuhi oleh peserta lelang; (vide bukti C1, C2,

Bahwa\ ditemukan kesamaan isi uraian/cara kerja
masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam
dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor
II' pada penjelasan jenis pekerjaan sebagai berikut:

(vide bukti C9, C10, C46); ~-------mnmmmmmmmmmmmmm e

Jenis Pekerjaan

Gorong - gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter
dalam 20 cm

Penyiapan Badan Jalan

Galian Struktur dengan Kedalaman O - 2 meter

Laston Lapis Antara (AC - BC)

Bahan Anti Pengelupasan

Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa

Stabilisasi dengan Tanaman

Pohon Jenis

Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)
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Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7

Pasangan Batu dengan Mortar

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Campuran Aspal Panas

Pengendalian Tanaman Pada Rumija

Perbaikan Sandaran

Pembersihan Jembatan

Perbaikan Sambungan Siar Muai

43.12.3

Bahwa ditemukan kesamaan kesalahanpengetikan
yang terdapat dalam dokumen Metode"“Pelaksanaan
Terlapor I dan Terlapor II sebagai\berikut: (vide bukti
C9, C10, C40); ~--————mmmmmm e S e

Tahap/jenis pekerjaan

Kesamaan kesalahan
pengetikan

Bahan Porous untuk Bahan
Penyaring (Filter)

Kata "Samapi"

Galian Biasa Kata " Penganan"
Stabilisasi dengan Tanaman Kata "tersebu",
Pohon Jenis Kata "tumpuh”,

Pasangan Batu'dengan Mortar

Kata "Penyerapaan",
"hamper",

Pengendaliath Tanaman Pada

Kata "pemotog",

Rumija

Pembersihan Jembatan Kata "kenyemanan"

lli/féziaikan Sambungan Siar Kata "Siar Mua"

43.12.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen
metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan dalam dokumen penawaran merupakan
indikasi persekongkolan dalam tender a quo. (vide
bukti B30); -----—-—m o

43.12.5 Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana

diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan
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dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II
dibuat oleh orang yang sama’ ---------------——--mmcmmmm——-
43.12.6 Bahwa dari fakta adanya kesamaan kesalahan
pengetikan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator
menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I
dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama; ------------

43.13 Adanya Kesamaan Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan

43.13.1 Bahwa Pokja melampirkan dokumen Rekapittlasi
Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan
Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja

Jembatan sebagai berikut: (vide bukti C1;€2,C45); -----

No Divisi Uraian Pekerjaan
1 U
2 Pekerjaan Drainase
3 Pekerjaan Tanah
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu
Jalan
5 Perkerasan Berbutir
(5 Perkerasan Aspal
T Struktur

Penzembalian Kondisi dan
Pekerjaan Minor

9 Pekerjaan Harian

10 Pemeliharaan Rutin
\Pemeliharaan Kinerja Jalan
FPemeliharaan Kinerja Jembatan

43.13.2 Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan
dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan
Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan antara
Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (vide bukti
C9, C10, C46); ---—---————mmmmmm oo
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Nama Ponyodh Jasa : PT.BANGUN MITRA ABADI Nama Penyedia J: : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA
No. DIVISI - o URAIAN
No. Divisi - 1 Umum
2 Drainase
1 Umum z
2 Drainase 3 Pekerjaan Tanah
3 Mmaan Tanah 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jelan 5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton 6 Perkerasan Aspal
6 Perkerasan Aspal 7 Struktur
7 Struktur
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjean Minor = Piatiar Bttt
erja
9 Pekerjean Harian
10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
Pekerjaan Pemefiharaan Rutin e -
SKH1.10 1 P 2 PR SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH 1,101 Pekeq'asn Pemeliharaan Km«ja Jembatan j SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

43.13.3

43.13.4

Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019 kesamaan dokumen
metode kerja dan analisa ypendekatan teknis serta
kesamaan /kesalahampengetikan, susunan, dan format
penulisan dalam “dokumen penawaran merupakan

indikasi persekongkolan dalam tender a quo (vide bukti

Bahwa ‘\berdasarkan fakta kesamaan dokumen di atas,
maka investigator menyimpulkan dokumen penawaran

Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama;

43.14 Adanya “Keésamaan Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan

Konstruksi; —-------—--mmmmmmmm s

43.14.1

Bahwa Pokja melampirkan dokumen Mata Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian
Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan ketentuan

sebagai berikut: (vide bukti C1,C2, C45); -----------—--——-
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o 3711?' T Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
) _3_;_11-;“_ B Stabilisasi dengan Tanaman
@_ Pohon Jenis
8.401) Marka Jalan Termoplastik
T Taapa)
8.4.(8) Paku Jalan
[ s__q_ﬁu;._p o Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b) Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
[ E__d,_q_m.;—p ] kers Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f) Kerb Pracetak Jenis b (Kerb dengan Bukaan)
| sy _ |
| _ s _ |
8.4.(14)
< um

SALINAN

DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade

Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120 W

Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda h=11 M,@-

v

43.14.2

dalam

dokumen

Bahwa ditemukan\ kesamaan kesalahan pengetikan

Mata

Pembayaran Pekerjaan

Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan

Peketjaan',Minor antara Terlapor I dan Terlapor II

sebagai berikut: (vide bukti C9, C10, C46); ---------------

Campuran Aspal Panas untuk Peieq’ann Minor

" Stabilisasi dengan Tanaman
 Pohon Jenis ....................... >

8.4.(3a)

Marka Jalan Termoplastik
Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaaﬁ_ﬁ;ﬁa\lhﬁfﬁﬂa

Kerb Pracetak Jenis 7a (KEriﬁ)Z&é Pelandaian Trotoar)

al, Tipe LED 120

8.4.(8) | Paku Jalan o
2.4.(10a) Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
|tk | SwEPme e S e )
8.4.(10c) Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(101) Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaan)
| 84(10g) e > 7
8.4.(12) Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
| 84.14) Unit La
<Baqs)

Unit Lampu Penerangan Jalan ieigfn Ganda, Tipa LED 120

Terlapor I
43.14.3

Y T B B T T o o T o T A
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDIS| DAN PEKERJAAN MINOR
Campuran Aspal Panas untuk Pek—er_]aan Minor -
Slabilisasi dengan Tanaman

Pohon Jenis

Marka Jalen Termoplastik

|- 34(3a) Rambu Jalan Tunégg dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade
84(8) Paku Jalar S =
 84(10a) Kerb Pracelak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) i
| 3 46&] Kerb Pracetak Jenis 2 (Péhah.aléng/Ba'rler}
B.4(10c) Kerb Pracetak Jenis 3 (Ketb Berparit/Gutter) o
8.4.(10) Kerb Pracetak Jenis € (kefb dé;@@ Ikaan) o )
8.4.(10g) Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
84(12) | Perkerasan Blok Belon pada Troloar dan Median y ==
| 84(14) Unit Lampu Penerancan Jalan | encan Tunagal Tioe LED 120 W
3.4.(15) Unit VLinp.J Pen@gan Jalan Lengaﬁn Gandajﬂm LED 120W —

L

Terlapor II

Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis

Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen
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metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan dalam dokumen penawaran merupakan
indikasi persekongkolan dalam tender a quo. (vide
bukti B30); -----mmmm oo
Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana
diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan
dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II
dibuat oleh orang yang sama; ----------------—--—-A&-Z55-2.~
Bahwa dari fakta adanya kesamaan, kesalahan
pengetikan sebagaimana diuraikan di atas;“Investigator
menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I

dan Terlapor II dibuat oleh orang(yang sama. ------------

43.15 Adanya Kesamaan Dokumen Jadwal Pelaksaniaan; ------------------

43.15.1

43.15.2

43.15.3

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bahwa Pokja tidak melampirkan contoh atau format
baku dokumen jadwalwpelaksanaan pekerjaan yang
harus dipenuhi olehypeserta lelang dalam dokumen
pengadaan; (videsbukti C1, C2, C45); ------------------———-
Bahwa bagi* peserta tender diwajibkan melampirkan
jangka wwaktu = pelaksanaan dalam = dokumen
penawaran; (vide bukti C1, C2, C45);------------------———-
Bahwa. ditemukan kesamaan format/bentuk jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor

Fdan Terlapor II; (vide bukti C9, C10, C46); ----------—---

Terlapor I
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Terlapor 11
43.15.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam“Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen
metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, Susunan, dan format
penulisan dalam dokumeén, penawaran merupakan

indikasi persekongkolan«dalam tender a quo (vide bukti

43.15.5 Bahwa dari fakta, adanya kesamaan sebagaimana
diuraikan ~di ‘“atas, Investigator menyimpulkan
dokumenspenawaran milik Terlapor I dan Terlapor II
dibuat oleh orang yang sama. ---------------—cmmmmmcmmeo

43.16 Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada dokumen Jenis

Pekerjaan Pehunjang/Sementara; --------------==-—cmmmmmmmmme -

43.16.1 .Bahwa Pokja mewajibkan peserta tender untuk
melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan
Penunjang/Sementara sebagai berikut: (vide bukti C1,

C2, CAB);mmmmmmmmmmm e

No Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara

1 | Mobilisasi

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

Pengamanan Lingkungan Hidup

Manajemen Mutu

Pembongkaran Pasangan Batu

Pembongkaran Beton

Pekerjaan Harian

SMK3

o IN |||, |W|IN
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Bahwa ditemukan kesamaan ketidaksesuaian salah
satu jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara antara
Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (vide bukti
C9, C10, C40); ~--—mmmmmm oo

Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara

Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran
PT. Dewanto Cipta Pratama PT. Bangun Mitra Abadi
Mobilisasi Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas gi?:gemen dan Keselamatag Laju
Pengamanan Lingkungan Hidup Pengamanan Lingkungan Hidup

Manajemen Mutu

Manajemen Mutu

Pembongkaran Pasangan Batu Pembongkaran Pasangan Batu

Pembongkaran Beton

Pembongkaran Beton

Jembatan Sementara

Jembatan Sementara

SMK3

SMK3

43.16.3

43.16.4

Bahwa menurut keterangan(Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 164Juli+2019, kesamaan dokumen
metode kerja dam analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan ‘dalam dokumen penawaran merupakan
indikasi persekongkolan dalam tender a quo. (vide
bukti B30); --------—--o o
Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana
diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan
dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II

dibuat oleh orang yang sama. -------------=-=——-——cmmm——-

43417 Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada Dokumen Jenis

Pekerjaan Utama; -----------—=—=m—mmmmmmm e

43.17.1

Bahwa Pokja mewajibkan peserta tender untuk
melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan Utama dengan

ketentuan sebagai berikut: (vide bukti C1, C2, C45); ---
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No. Jenis Pekerjaan Utama
1 G_a]_ian untuk Selokan Drainase dan Saluran
Air
2. Pasangan Batu dengan Mortar
3. Saluran berbentuk U Tipe DS 2
4, Saluran berbentuk U Tipe DS 3
2. Beton K-250 (fc’20) untuk struktur drainase
beton minor
6. Galian Biasa
7 G?]_i_an Pﬂrke:Fasan Beraspal dengan Cold
Milling Machine
8. Timbunan Biasa dari Sumber Galian
9. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
10. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
11. Lapis Pondasi Agregat Kelas B
12. Perkerasan Beton Semen
13. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
14. Lapis Resap Pengikat — Aspal Cair
15. Lapis Perekat - Aspal Cair
16. Laston Lapis Aus ([AC-WC)
17. Laston Lapis Antara (AC-BC)
19. Laston Lapis Pondasi (AC-BASE])
19. Laston Lapis Pondasi (AC-BASE])
20. Bahan anti pengelupasan
21. Beton mutu sedang fc’30 Mpa Untuk Box
22, Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
23. Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
24, Baja Tulangan U 24 Polos
25. Baja Tulangan U 32 Ulir
26. Pemeliharaan Rutin Jalan
27. Pemeliharaan Rutin Jembatan
27. Pemeliharaan Rutin Jembatan
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43.17.2 Bahwa ditemukan kesamaan ketidaksesuaian jenis
Pekerjaan Utama antara Terlapor I dan Terlapor II yang
sama-sama tidak mencantumkan pekerjaan sebagai
berikut: (vide bukti C9, C10, C46); -------------—---—---———-

No Jenis Pekerjaan Utama

1 | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2 | Pasangan Batu dengan Mortar

3 | Perkerasan Beton Semen

4 | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

5 | Baja Tulangan U 32 Ulir

43.17.3 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamdaan dokumen
metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan dalam dokumen™spenawaran merupakan
indikasi persekongkelan dalam tender a quo. (vide
bukti B30); ------2f-— -

43.17.4 Bahwa dari fakta adanya kesamaan ketidaksesuaian

sebagaimana . diuraikan di atas, maka Investigator
menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I

dan Tetlapor II dibuat oleh orang yang sama; ------------

43.18 Adanya Indikasi Peminjaman Terlapor I oleh Terlapor II;------------

43.18.1

43.18.2

43.18.3

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menjadi peserta pada
tender a quo dimana Terlapor I ditetapkan menjadi
Pemenang dan Terlapor II ditetapkan menjadi
Pemenang Cadangan I; (vide bukti C6, C16, C45); ------
Bahwa Terlapor I mencantumkan daftar peralatan yang
disewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan
dengan PT Trimurti Perkasa dengan nomor perjanjian

001/PT-TRIMURTI/SD/XII/2016; (vide bukti C10,

Bahwa Komisaris PT Trimurti Perkasa Sdr. Effendi
memiliki alamat yang sama dengan Komisaris Terlapor
II Sdr. Gunawan Sucipto yang beralamat di JI. Gunung

Krakatau No. 64-A; (vide bukti C32, C33, C39); -------—--
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43.18.4 Bahwa Komisaris PT Trimurti Perkasa Sdr. Effendi
memiliki hubungan kakak beradik dengan Komisaris

Terlapor II Sdr. Gunawan Sucipto (vide bukti B9); ------

Pertanyaan Apakah Saksi kenal PT bangun Mitra Abadi?
Investigator
Jawaban Kebetulan Pak Gunawan, selaku komisaris

dari PT Bangun Mitra Abadi adalah adik dari
Pak Effendi selaku komisaris PT Trimurti.

43.18.5 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan pengarus
dari Terlapor I dan Terlapor II, maka  investigator
menyimpulkan terdapat konflik kepentingan antara

Terlapor I dengan Terlapor II dalam mengiktti tender a

43.18.6 Bahwa Terlapor [ tidak perfiah memberitahukan
kepada PT Trimurti Perkasa jika Terlapor I sudah
ditetapkan sebagai pemenang; (vide bukti B9); ----------

Pertanyaan | Setelah mengeluarkan surat perjanjian sewa
Investigator | alat tersebut‘pernahkah bapak dihubungi oleh
ybs?

Jawaban Tidak pernah.

Pertanyaan | Bapak tahti darimana pemenang PT Dewanto?
Investigator

Jawaban Saya tahu dari teman ngopi.

43.18.7. “‘Bahwa Terlapor [ tidak pernah mempergunakan
peralatan yang sudah disewa kepada PT Trimurti

Perkasa setelah ditunjuk sebagai pemenang (vide bukti

B9); -
Pertanyaan PT Dewanto mendapat surat perjanjian sewa
Investigator peralatan. Setelah  ditunjuk  menjadi

pemenang apakah menyewa alat bapak?
Jawaban Tidak.

43.18.8 Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terlapor I untuk
tender a quo pada saat pelaksanaan pekerjaan
merupakan milik dari Terlapor II yang diketahui pada

saat melewati lokasi pekerjaan (vide bukti B9); ----------
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Pertanyaan | Apakah bapak mencari tahu setelah proses

Investigator |tender selesai yang dipakai PT Dewanto alat
siapa?

Jawaban Alat yang dipakai Dewanto punya PT Bangun
Mitra Abadi

Pertanyaan | Darimana bapak tahu alat yang dipakai punya

Investigator | PT Bangun Mitra Abadi?

Jawaban Pada saat saya melalui lokasi pekerjaan jalan
tersebut.

Pertanyaan | Sepengetahuan bapak, apakah ada hubungan

Investigator | kepemilikan kenapa PT Dewante
menggunakan alat PT Bangun Mitra Abadi?

Jawaban Saya tidak tahu, darimanapun alat yang
dipakai PT Dewanto mungkin karena “mereka
merupakan saudara.

(vide BAP Terlapor II tanggal 10 Juli 2019)

Pertanyaan Untuk tender ini pemenang membeli apa lagi

Investigator selain dari aspal?

Jawaban Membeli aspal, base A (ada jalan yang
dilebaran, digalidimasukkan material base
A di paadatkan dan kemudian di aspal.
Aspal dilakukan dengan alat, disebut dengan
paving.set.

Pertanyaanlnv | Yang di“beli PT Dewanto Cipta Pratama ke

estigator PT Bangun Mitra Abadi itu apa sebenarnya?

Jawaban Aspal siap dihampar.

Pertanyaan Pada saat aspal yang siap pakai tersebut

Investigator dibeli apakah masih memakai peralatan dari
PT Bangun Mitra Abadi atau bagaimana?

Jawaban Teknisnya itu orang dari PT Dewanto

sedangkan peralatan yang dipakai itu adalah
dari milik kami PT Bangun Mitra Abadi.

43.18.9 Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan biasanya

hanya digunakan sebagai administrasi tender, karena

sifatnya yang tidak mengikat. Sehingga jarang sekali

pese

jika

rta tender menuntut adanya dokumen tersebut

dalam prakteknya peralatan tidak akan digunakan

(vide bukti B9); -------------mmr e

43.18.10 Bahwa Terlapor II tetap mendapatkan profit walaupun

tidak memenangkan tender karena dapat menjual
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produknya yang berupa aspal Hot Mix, Base A, Base B
dan Batu Pecah; (vide bukti B25); ---------------c-ceeee-

Pertanyaan Ketika tidak memenangkan tender

Majelis Komisi | bagaimana PT Bangun Mitra Abadi mengelola
perusaahaan agar tetap mendapatkan
profitnya?

Jawaban Kami menunggu perusahaan lain untuk
membeli produk kita.

Pertanyaan Apa saja produknya?

Majelis Komisi

Jawaban Base A, Base B, Batu Pecah, Aspal Hot Mix.

43.18.11 Bahwa dari fakta penggunaan alat di lapangan pada
saat Terlapor I telah ditetapkan menjadi pemenang
tender yang ternyata menggunakan) peralatan dari
Terlapor II, maka investigator menyimpulkan bahwa
dalam mengikuti tender a‘quo, sebenarnya Terlapor I
hanya dijadikan pendamping oleh Terlapor II dengan
pengaturan sebagaimanardisebutkan dalam fakta-fakta
di atas; ————-———2F 88

43.19 Evaluasi yang dilakukan Terlapor III menguntungkan Terlapor I
dan mendiskriminasi,peserta tender yang lain; --------------------——-

43.19.1 Bahwa'dalam dokumen pengadaan telah sangat jelas
disampaikan kewajiban bagi peserta untuk mematuhi
etika pengadaan dengan tidak melakukan
persekongkolan dengan peserta lain dan Pokja wajib
menilai indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya
2 (dua) indikasi sebagai berikut: (vide bukti C1, C45);--
a. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran,

antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan,
dan/ atau spesifikasi teknis/barang yang
ditawarkan (merek/type/jenis), dan/atau
dukungan teknis; ------------————m—mmmm
b. Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;--
c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia

Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -
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d. Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen

penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan

pengetikan, susunan dan format penulisan; atau--

e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin

yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----

43.19.2 Bahwa Pokja wajib menggugurkan peserta dari proses
pelelangan  atau  pembatalan  pemenang  dan
mencantumkan dalam daftar hitam apabila peserta
terbukti melakukan tindakan persekongkolan “(vide
Bukti C1, C45); ---------mmmmmmm oo - -

43.19.3 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi“tintuk menilai
indikasi persekongkolan antara peserta Sesuai dengan
pasal 83 Perpres 54 Tahun 20104 (vide bukti B26); -----

Pertanyaan Di indikasi persekongkolan* tender yang

Investigator pertama yaitu jaminhan = penawaran
dikeluarkan oleh" penjamin yang sama,
kemudian metede pelaksanaannya sama.
Apakah dari ¥panitia tidak melakukan
pembandingan?

Jawaban Jaminan ¥penawaran itu yang kita cek
namaw=, perusahaan, besar jaminan
pehawaran dan kita Kklarifikasi ke
penjamin apakah sah.

Pertanyaan Jaminan penawaran dikeluarkan penjamin

Investigator yang sama dengan nomor seri yang
berurutan, apakah anda tidak
membandingkan?

Jawaban Tidak membandingkan.

Pertanyaan Apakah masing-masing anggota

Majelis Komisi

melakukan perbandingan antar peserta?

Jawaban

Tidak.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Ini ada kaitannya dengan Pasal 83 Perpres
54 Tahun 2010 tentang kewenangan Pokja
untuk menggagalkan tender ketika ada

persekongkolan, bagaimana Pokja
mengevaluasi?

Jawaban Kami mengevaluasi dokumen apa yang
tercantum didalamnya, tidak
membandingkan antar perusahaan.

Pertanyaan Jadi tidak melihat afiliasi perusahaan dan

Majelis Komisi

membandingkan kesamaan dokumen

peserta?
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Jawaban Tidak ada evaluasi seperti itu. Evaluasi
dilakukan masing-masing perusahaan.

Pertanyaan Apakah bisa ditunjukkan dokumennya

Majelis Komisi | kepada Terlapor III.

Jawaban Baik Majelis, ditunjukkan dokumen

Investigator pengadaan, terdapat pekerjaan galian
biasa dan  ditunjukkan = kesamaan
kesalahan pengetikan, serta kesamaan
dokumen jaminan penawaran dari Bank
Aceh Syariah.

Pertanyaan Untuk kesamaan ketikan, antara

Majelis Komisi | pemenang dan pemenang cadangan‘satu,

apa tanggapan anda?

Jawaban Kami tidak mengevalusi pengetikan dan
penulisan.
Pertanyaan Mengapa tidak dilakukan?

Majelis Komisi

Jawaban Kami tidak pernabsmengecek format
nomor dan pengetikan, mungkin ini
menjadi pengalaman dan pelajaran bagi
kami.

43.19.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis

Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja harus melakukan
klarifikasi

persekongkolan antar peserta dengan memanggil para

apabila menemukan indikasi
pihak yang terindikasi melakukan persekongkolan dan
dapat menggugurkan apabila terbukti melakukan

persekongkolan; (vide bukti B30); --------------------cmmm--

4 | Pertanyaan | Apabila pokja dalam pelaksanaannya

Investigator | menemui adanya indikasi persekongkolan
dalam tender, apa yang harus dilakukan
oleh Pokja?

Jawaban Pokja harus melakukan klarifikasi karena

ini merupakan indikasi. Memanggil para
pihak yang terindikasi lalu memastikan
apakah memang ini merupakan suatu
bentuk persekongkolan atau bukan.
Karena yang ditemukan Pokja bisa jadi
hanya satu diantara kelima indikasi.
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S5 | Pertanyaan | Pada saat ditemukan ada dokumen yang
Investigator | sama kemudian di klarifikasi?

Jawaban Iya.

6 | Pertanyaan | Jika ternyata ada 3 atau 4 indikasi
Investigator | persekongkolan, apakah ketika sampai di

akhir tidak di klarifikasi oleh Pokja
kemudian Pokja menggunakan istilah
lalai karena tidak mengetahui adanya
kesamaan-kesamaan itu, jika seperti itu
kejadiannya apakah Pokja bisa
menggunakan alasan lalai?

Jawaban Potensi lalai itu sangat tinggi, karena

kondisi di lapangan satu Pokja bisa
menghandle lebih dari 6paket=dalam
waktu bersamaan. Sehingga bisa jadi satu
penyedia hanya dikoreksi{ satu orang
panitia sehingga tidak bisa
membandingkan dokumen antar penyedia
jasa, sebenarnyas., tidak diperbolehkan
dengan alasan lalai,” memang di Perpres
tidak disebutkan secara tegas bahwa
Pokja harusimembandingkan, tidak ada
redaksiy yang setegas itu. Hanya saja
seharusnya melihat indikasi
persekongkolan yang bisa menjadi faktor
digagalkannya tender.

7 | Pertanyaan \| Digagalkan atau pesertanya digugurkan?
Investigatorn

Jawaban Di gagalkan itu dalam artian pesertanya

dapat digugurkan. Ketika khawatir ada
peserta lain yang juga bersekongkol maka
di gagalkan tendernya atau diulang lagi
tanpa melibatkan penyedia  yang
bersekongkol.

43.19.5

43.19.6

Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak melakukan
evaluasi terhadap indikasi persekongkolan
sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas tidak
sesuai dengan dokumen pengadaan yang disusun
sendiri oleh Terlapor III;-----------=-——mmmmmmmmmmm -
Bahwa dengan demikian, investigator menyimpulkan
Terlapor III telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor
I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang dan

pemenang cadangan pada tender a quo; ------------------
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43.20 Terlapor III memberikan perlakuan Khusus kepada Pelaku Usaha

tertentu; ------------——— -
43.20.1 Bahwa Pokja menggugurkan PT Sumber Mitra Jaya
pada tahap evaluasi administrasi sebagai peserta

dengan harga penawaran terendah dengan alasan nilai
Penawaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan melebihi HPS; (vide

bukti C6, C16, C45); --------mmmmm om0

43.20.2 Bahwa Pokja diharuskan melakukan -evaluasi
administrasi hanya kepada kelengkapan syarat-syarat
substansial yang diminta berdasarkKan=sdokumen
pengadaan meliputi: (vide bukti C1, C2) C435); -----------

a. Surat Penawaran; ----------—-zf-2-———gr-mmmmmmmmm oo

b. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan
perusahaan kepada ‘penerima kuasa (apabila

dikuasakan); ------- S o oo

c. Jaminan Penawaran-Asli;--------------———————omeeee—-

d. Daftar Kuantitas dan Harga; -----------------------———-

e. Surat Perjapjian kemitraan/kerjasama operasi

(apabila bermitra);---------------=--mcmmm -

f. Rekapitulasi Perhitungan TKDN; -----------------——-—-

g KN3K;-—-"-"-"-roroieiiiiiiiiiiii i i i i i i i e o

h.\ Data Kualifikasi; ---------=-=--—=————cmmmomemeee

i Daftar Barang yang diimpor; dan ----------------——-—

j.  Dokumen Penawaran Teknis. --------------—---oocoo—

43.20.3 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga

Penawaran PT. Sumber Mitra Jaya setelah ditambah
PPN pada tender a quo diketahui sebagai berikut: (vide
bukti C1, C18, C45, C46); ---------—-—mmmmmmmmmm oo

Harga Penawaran
Nilai HPS (Rp) Lingkup Pekerjaan PT. Sumber Mitra
Jaya (Rp)
Rp. e Rp.
58.870.540.000,0pO Rehabilitasi Jalan 46.835.189. 131,4p9 }
Rp. Pemeliharaan Rutin Rp.
5.143.500.000,00 Jalan 5.324.761.231,36
Rp. Pemeliharaan Rutin Rp.
712.450.000,00 Jembatan 729.498.904,67
Rp. Total HPS Rp.
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64.726.490.000,00 | (termasuk PPN10%) 52.889.449.200,00

43.20.4

43.20.5

43.20.6

43.20+%

Bahwa PT Sumber Mitra Jaya membuat perhitungah
harga per item pekerjaan terlebih dahulu, kemudian
baru total harga ditambah pajak sebesar 10 % pada
bagian akhir; (vide BAP Saksi tanggal 24 Mei 2019)
Bahwa Pokja diharuskan melakukan evaluasi harga
dengan ketentuan apabila total harga penawaran
terkoreksi dan/atau harga penawaran terkoreksi
masing-masing lingkup pekerjaan melebihi total nilai
HPS dan/atau harga HPS masing-masing lingkup
pekerjaan yang ditetapkan, penawaran dinyatakan
Gugur; (vide bukti C1, C2, C45);--=-2s==tmmmmmmmmmm e
Bahwa Pokja menggugurkan PT Rapi Arjasa—PT Medan
Jaya Cipta Sarana (KSQ), PTYAmarta Karya (Persero)
dan PT Karya MurniPerkasa dengan alasan Penjelasan
metode  pelaksananaan  pekerjaan  pembersihan
jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan
Pemeliharaan=, Rutin Jembatan yang merupakan
Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak
sesuaifkeliru dimana yang dimaksud dengan
peémbersihan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b;
(vide bukti C6, C16); --------—mmm oo
Bahwa Pokja menggugurkan PT Rapi Arjasa-PT Medan
Jaya Cipta Sarana (KSO), PT Amarta Karya (Persero)
dan PT Karya Murni Perkasa pada saat dilakukan
klarifikasi pada tahap evaluasi teknis (vide bukti B26);

Pertanyaan Dasar anda melakukan evaluasi
Investigator | ketidakjelasannya dari mana?

Jawaban Jika mereka membuat dokumen penawaran

tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.

Pertanyaan Ketika dokumen penawaran dibaca, dan ada
Investigator | yang tidak jelas dilakukan klarifikasi lalu

digugurkan, dengan alasan apa
digugurkanya?

Jawaban Ada Dberita acara klarifikasinya, tertulis

alasan mengapa digugurkannya.
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43.20.8 Bahwa Pokja dapat melakukan klarifikasi dengan
peserta jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan pada saat dilakukan evaluasi teknis
dimana hasil klarifikasi dapat menggugurkan (vide
Bukti C1, C45); -----mmmmm oo

43.20.9 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja dapat
menggugurkan peserta bukan karena klarifikasinyas
melainkan karena hasil klarifikasi terhadap objek*yang

diklarifikasi (vide bukti B30);-----------------2----%--4-———-

Pertanyaan | Tahap evaluasi teknis di dokumen“‘péngadaan
Investigator | disebutkan pokja dapat melakukan,klarifikasi
jika ada hal yang meragukan(atau\tidak jelas,
apakah dengan adanya klarifikasi pokja dapat

menggunakan pasal itu untuk
menggugurkan?
Jawaban Klarifikasi sifatnya ™ umum untuk dokumen

apapun dan untuk meyakinkan pokja,
klarifikasi adalah “hak dari pokja untuk
memastikan, bahwa dokumen yang dia terima
tidak jelas)i bisa dipakai bisa tidak, ketika
dipakai=myang penting adalah output
klarifikasinya, artinya dia menggugurkan
bukan dari klarifikasinya tetapi hasil dari
klarifikasi menjelaskan bahwa dokumen
tersebut salah, jadi kepastian dokumennya
yang menjadi objek klarifikasi.

43.20.10 Bahwa PT Rapi Arjasa-PT Medan Jaya Cipta Sarana
(KSO) tidak pernah dilakukan Kklarifikasi metode
pelaksanaan oleh Pokja; (vide BAP Saksi tanggal 28
Maret 2019);----------—— oo

Pertanyaan | Apakah saksi pernah diklarifikasi terkait
Investigator | metode pelaksanaan dan personil inti pada
perkara a quo oleh Pokja?

Jawaban Benar, hal yang di klarifikasi, oleh Pokja
adalah kebenaran SKA tenaga ahli,
kebenaran peralatan apakah sewa atau
milik sendiri, keabsahan legalitas
perusahaan. Pokja melakukan klarifikasi
hanya kepada dokumen saja.
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43.20.11 Bahwa PT Rapi Arjasa — PT Medan Jaya Cipta Sarana
(KSO)
personil inti seperti yang diminta oleh Pokja; (vide BAP
Saksi tanggal 28 Maret 2019);

merasa memenuhi persyaratan pengalaman

Pertanyaan Pengalaman kerja yang dimaksud dalam

Majelis Komisi | daftar personil inti apa?

Jawaban Pengalaman dari perusahaan tidak diakui
Pokja, namun pengalaman yang referensi
PPK.

Pertanyaan Bapak Marlon sertifikat ahli Madya tahun

Majelis Komisi

2014, lalu bapak sampaikan pengalaman
kerja 5 tahun apa dasarnya?

Jawaban Untuk menjadi madya, kita berangkat dari
muda dahulu. Pengalaman ‘\pesusahaan
tidak diakui oleh  Pokjay, » Penilaian
pengalaman ada lembaga sertifikasi.

Pertanyaan Pokja tidak menjadikan. dasar sertifikat

Majelis Komisi

sebagai dasar menghitung masa kerja?

Jawaban

Tidak.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Apa jawaban /bapak terhadap klarifikasi
yang dilakukan‘Pokja?

Jawaban Pokja menghitung pengalaman berdasarkan
sertifikat, Yypadahal secara CV personil inti

tersebut memenuhi.

43.20.12 Bahwa ‘menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, mekanisme perhitungan
pengalaman kerja personil inti untuk pekerjaan

konstruksi cukup diyakinkan dengan membuat Surat

Pernyataan dari Perusahaan dan Curiculum Vitae (CV)

yang tertera syarat teknis yang diminta tanpa harus

menghitung bulan per bulan serta jika diperlukan
dapat diklarifikasi melalui kontrak pekerjaan sejenis

yang pernah dilakukan; (vide bukti B30); -----------------

Pertanyaan Terkait personil inti, di dokumen teknis tadi
Investigator saat harus mengusulkan personil inti harus
dilengkapi dengan CV termasuk SKA dan
pengalaman masing-masing personil inti,
untuk penghitungan pengalaman sendiri

seperti apa?
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Jawaban

Tenaga ahli di dunia konstruksi dengan
tenaga ahli di konsultasi itu berbeda, jika
konsultansi mereka punya mekanisme
penghitungan lebih rigit, misalnya 3 tahun
terhitung akumulasi 12 bulan kali 3 maka 36
bulan, dalam satu tahun mungkin hanya 4
projek, jika overlap itu terhitung satu saja.
Untuk kontraktor tenaga ahli tidak seperti
konsultansi, yang bermain lebih banyak
tenaga lapangan beserta tukang-tukang dan
timnya, tenaga ahli ada untuk memberikan
justifikasi jadi masa kerjanya tidak sepadat
konsultan jadi tidak serinci tenaga kerja
dilapangan dan cukup dengan CV<yang ada
di dokumen pengadaan apa Syarat yang
diminta bisa diambil dari CV{

Jadi bisa memilih antara %4 _‘kali proyek
sejenis atau 4 tahun bekerja di proyek sejenis
tanpa akumulasi bulan, dengan membuat CV
kemudian bisa meyakinkan cukup untuk
mengatakan memenuhi syarat teknis tidak
perlu menghitung bulan per bulan.

Pertanyaan Untuk konsultan penghitungan
Investigator pengalamannya dihitung per bulan dan

haruse=mendapatkan referensi dari pemberi
kerja/PPK sebelumnya?

Jawaban

Iya. \Atau bisa memberikan copy kontrak
tempat kerja sebelumnya.

Pertanyaan Untuk konstruksi bagaimana?
Investigator

Jawaban

Sukup surat pernyataan dari perusahaan
atau CV pernah bekerja dimana saja selama
berapa tahun tanpa dihitung bulannya.
Dapat juga diklarifikasi melalui kontrak
sejenis yang pernah dilakukan.

43.20.13

Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja harus konsisten
dengan apa yang sudah diatur dan dituangkan dalam
dokumen pengadaan. Ketika peserta dapat memenuhi
syarat yang diminta maka harus dilanjutkan, jika tidak

baru digugurkan (vide bukti B30); -----------------cmmmuuv
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Pertanyaan Jika di dokumen pengadaan diminta oleh
Investigator pokja bahwa personil inti harus

mendapatkan referensi dari pemberi kerja
sebelumnya?

Jawaban

Pokja harus konsisten dengan apa yang
dituangkan, ketika penawar dapat
memberikan syarat yang diminta maka harus
dilanjutkan, jika tidak dapat memenuhinya
baru digugurkan.Apa yang sudah diatur itu
wajib diikuti.

43.20.14

Bahwa PT Karya Murni Perkasa tidaksy pernah
dilakukan klarifikasi metode pelaksanaan _oleh Pokja;

(vide BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019)==z—-3<-------——-—

Pertanyaan Apakah Pokja melakukan klarifikasi terkait
Investigator dengan metodologi pelaksanaan yang bapak

sampaikan?

Jawaban

Tidak ada klarifikasi.

Pertanyaan Apakah bapak pernah\digugurkan oleh pokja
Investigator dengan alasan “wyang sama  terkait

pembersihan jembatan?

Jawaban

Saya baru pestama kali digugurkan dengan
alasan-tersebut.
Jika Pokja berpikir rasional seharusnya
Pokja“melakukan klarifikasi terlebih dahulu
kepada kami dan bukan langsung
menggugurkan.

43.20°15

43.20.16

Bahwa Pokja menggugurkan PT Amarta Karya (Persero)
dengan alasan tidak menjelaskan metode pelaksanaan
pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC dan tidak
menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan
pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah
satu Pekerjaan Utama (vide bukti C6, C16);--------------
Bahwa PT Amarta Karya (Persero) tidak pernah
dilakukan klarifikasi metode pelaksanaan oleh Pokja;

(vide bukti B12); --------—mm oo

Pertanyaan Ketika evaluasi teknis apakah pokja pernah
Investigator memanggil untuk diklarifikasi mengenai

metode pelaksanaan dan personil inti?

Jawaban

Tidak pernah.
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43.20.17 Bahwa klarifikasi dapat dilakukan Terlapor III terhadap

hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, namun
dalam fakta-fakta persidangan Terlapor III tidak dapat
menunjukkan Berita Acara Klarifikasi yang dapat
menjelaskan alasan peserta digugurkan pada saat

klarifikasi (vide bukti C1, C2, C45); ------------——----mo--4

43.20.18 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menjelaskan

metode pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Blok Beton
Pada  Trotoar dan Median wuntuk, Pekerjaan
Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minors(Divisi 8)
yang merupakan bagian lingkup Pekerjaan-Rehabilitasi

Jalan (vide bukti C9, C10, C46);=c-2----3---------=-mmcmmum

43.20.19 Bahwa Terlapor I dan Terlapor. IT"tidak melengkapi 5

(lima) jenis pekerjaan dalam~dokumen Daftar Pekerjaan

Utama, yaitu: (vide bukti=€9,C10, C46); ------------------

No

Jenis Pekerjaan Utama

Galian untuk Selokan‘Drainase dan Saluran Air

Pasangan Batu dengan Mortar

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

P |WIN|—

Baja Tulangan 'Uy32 Ulir

43.20.20 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mencantumkan

jenis pekerjaan “Pekerjaan Harian” dalam dokumen
Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara; (vide bukti C9,

O 0 T € ) —

43.20.21 Bahwa Terlapor III akan langsung menggugurkan jika

dokumen penawaran tidak sesuai dengan apa yang

tertulis dalam dokumen pengadaan (vide bukti B26); --

43.20.22 Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II dinyatakan

lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan
kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai Pemenang bagi
Terlapor I dan Pemenang Cadangan I bagi Terlapor II;

(vide bukti C6, C16, C45); ~---mmmmmmmmmmmmmm o mmeeeee

43.20.23 Bahwa tindakan Terlapor III yang menggugurkan

peserta tender yang lain dengan alasan yang mengada-

ada adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh
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Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan

Terlapor I sebagai pemenang tender;------------------—--—-

43.20.24 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak menggugurkan
Terlapor 1 dan Terlapor II, bahkan menetapkan

Terlapor 1 sebagai pemenang tender dan Terlapor II

sebagai Calon Pemenang I yang seharusnya keduanya

gugur karena dokumen Penawarannya tidak lengkap
sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas adalah

bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor Il

untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I

sebagai pemenang tender; -----------------SEFEm=__

43.21 Analisis Dugaan Pelanggaran; ----------------—---ogom S Sme
Bahwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan
pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor S5 Tahun
1999 yang menyatakan: ----------—Smssm e o oo
Pasal 22 -------mommmm A N e
“Pelaku usaha dilarang dersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang- terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan atawmenentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ---------
Dengan penjelasan: ------------mmmm oo
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatupekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk
menyediakan jasa” —-----------mmm oo
Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22
tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu: -
43.21.1 Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan
yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang

dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa pesaingnya; ----------------=--=-—--—om————-

43.21.2  Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha

atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender

atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa

atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------——--
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43.21.3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah
persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia

Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik

atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa; ------------------mmmmmmmmmmm

43.22 Pemenuhan Unsur Pasal 22; ---—-——-————-————~omemeee e
43.23 Pelaku Usaha;--------—-=——————mmmmmmmmme S
Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal
22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT
Dewanto Cipta Pratama merupakan pelaku usaha yang didirikan
berdasarkan Akte Notaris Soehartono S.H Nomor: 122«tanggal 30
April 1997 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris\Dedy Pramono,
SH Nomor: 01 tanggal 06 Mei 2019 berkedudukan di Jakarta
Pusat dengan jenis usaha di bidang Pembangunan meliputi
Pembangunan Konstruksi dan Renevasi’ Gedung, Lapangan,
Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi),
Landasan Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan Tiang
(Pancang)/Pipa, Komponen, Beton Pra-cetak, Bantalan Rel K.A,
produk beton lainnya“dan kegiatan usaha terkait, Perdagangan,
Perindustrian, pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian,
Percetakan dan ‘Jasa. Dalam prakteknya, PT Dewanto Cipta
Pratama telah menjadi peserta Tender dan memenangkan Paket
Preservasi Reéhabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya
(Medah) %=~ Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017; -------
Dengan demikian unsure Pelaku Usaha terpenuhi; ---------———————-
43.24 Bersekongkol; —-------mmmmmmmm e
Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan
Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: ----------------
“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan Peserta tender tertentu” -----------=-—--——————ooem————
Unsur bersekongkol antara lain berupa:---------------—-=——= == ———-

43.24.1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------------—--
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Secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan
Peserta lainnya;-----------—-——- oo
Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; -------------mm oo
Menciptakan persaingan semu;-----------------=----——--——-
Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; ----------—-——c om0
Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui, bahwa
tindakan tersebut dilakukan untuk meé€tfigatur dalam
rangka memenangkan Peserta tender tertentu; ----------
Memberikan kesempatan ekslusifioleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara“langsung maupun
tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti

tender dengan cara melawanrhukum; -----------------—---

43.25 Persekongkolan Horizontal; --#=- = n o oo oo

43.25.1

43.25.2

Bahwa telah tegjadi/ pinjam meminjam perusahaan
antara Terldpor Iydan Terlapor II (vide bukti C6, C10,
Cl6, C29,,C32; C33, C39, C45, vide BAP Saksi tanggal
28 Maret 2019, B25); ------------—mm oo
Adanya kerja sama dalam menyusun dokumen
penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II; ------------
a. Adanya kesamaan penerbit jaminan penawaran
dengan nomor yang berurutan antara Terlapor I
dan Terlapor II. (vide bukti C9, C10, C46, vide
BAP Saksi PT. Bank Aceh Syariah tanggal 28
Maret 2019, vide BAP Ahli tanggal 16 Juli 2019); -
b. Adanya kesamaan IP Address Pemasukan
Penawaran (vide bukti C36, C37, vide BAP Saksi
tanggal 24 Mei 2019, B20); -------------=-—=-mmcmmmmmu
c. Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan.
(vide bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); ------
d. Adanya kesamaan dokumen Rekapitulasi daftar
kuantitas dan harga. (vide bukti C1, C2, C9, C10,
C45, C46, B30);--------mmmmm oo
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e. Adanya kesamaan dokumen Mata Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi. (vide bukti C1, C2, CO9,
C10, C45, C46, B30); ---------=—m==mmmmmm oo

f. Adanya kesamaan dokumen Jadwal Pelaksanaan.
(vide bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); ------
g. Adanya = kesamaan ketidaksesuaian pada

dokumen jenis pekerjaan penunjang/sementarat
(vide bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); -----=
h. Adanya  kesamaan  ketidaksesuaian4 “pada
dokumen Jenis Pekerjaan Utama. (vide bukti C1,
C2, C9, C10, C45, C46, B30); -------~=fm==ac -
i. Bahwa adanya kesamaan-kesamaan dokumen
antara Terlapor I dan Terlapor )II sebagaimana
diuraikan dalam poin ~a““s/d h di atas
menunjukkan bahwaistelah terjadi persesuaian
dokumen penawaramrantara keduanya;-------------
j- Bahwa Terlaporildan Terlapor II sebagai peserta
tender seharusnya bersaing satu sama lain,
namun“dalam mengikuti tender a quo, keduanya
meneiptakan persaingan semu dengan cara
mempersiapkan dokumen tender secara bersama-
sama atau disiapkan oleh orang yang sama; -------
k. "Bahwa dengan demikian unsur Persekongkolan

Horizontal terpenuhi. -------------- oo~

43.26 Persekongkolan Vertikal; -------------—-cmmommmmm

43.26.1

Evaluasi yang dilakukan Terlapor III menguntungkan

Terlapor I dan mendiskriminasi peserta tender yang

a. Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi untuk
menilai indikasi persekongkolan antara peserta
sesuai dengan pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010
(vide Bukti C1, C45, B26, B30); -----------------------

b. Bahwa Pokja seharusnya patut mengetahui,
mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah

secara jelas dan tegas diinstruksikan dalam
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dokumen pengadaan untuk menilai adanya
indikasi persekongkolan peserta tender; ------------
Bahwa Pokja tidak dapat menggunakan alasan
lalai untuk tidak melakukan pemeriksaan tentang
indikasi persekongkolan;-----------------—-cmmcmmmm—-
Bahwa Terlapor III memfasilitasi persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor I
dengan cara tidak menggugurkan Terlapor I dan
Terlapor II padahal terdapat beberapa -indikasi

persekongkolan; -------------—-mmcmmmmmma

Terlapor III memberikan perlakuan khtisus kepada

pelaku usaha tertentu; ---------------—g-- 2R

a.

Pokja tidak melakukan klarifikasj terkait Metode
Pelaksanaan (vide bukti C1,7€2, C6, C16, C45,
BAP Saksi tanggal 28, Maret 2019, BAP Saksi
tanggal 7 Mei 20194B26, B30); ----------------—---—
Pokja melakukan klarifikasi personil inti dengan
cara yang/mengada-ada (vide bukti C1, C2, C6,
C16, C45, BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019, B30);
Pokja, tetap meluluskan Terlapor I dan Terlapor II
meskipun persyaratan teknis tidak lengkap (vide
bukti C6, C9, C10, C16, C45, C46, BAP Saksi
tanggal 7 Mei 2019, B26, B30); --------------—-——--—
Bahwa Terlapor III memfasilitasi persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II
dengan cara tidak menggugurkan Terlapor I dan
Terlapor II meskipun dalam dokumen
penawarannya tidak lengkap, sesuai dengan yang
diminta dalam dokumen pengadaan; ----------------
Bahwa Terlapor III menggugurkan peserta tender
lain tanpa dilakukan klarifikasi dahulu dalam
rangka memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi
pemenang dalam tender a quo; ---------------------—-
Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan
eksklusif kepada Terlapor I untuk memenangkan

tender a quo dengan cara tetap meloloskan
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Terlapor I dan Terlapor II meskipun dokumen
penawarannya tidak lengkap, sesuai yang diminta

dalam dokumen pengadaan; ---------------------————-

g. Dengan demikian unsur Persekongkolan Vertikal

telah terpenuhi;---------------—m oo

43.26.3 Dari uraian mengenai persekongkolan horizontal dan
persekongkolan vertikal diatas dapat disimpulkan

bahwa unsur bersekongkol dalam tender a,  quo
terpenuhi;-----------------c e e e e e e e A WECRS

43.27 Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan, pelaku
usaha lain; -----—--——————— -l -
43.27.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait'pengujian Undang-

Undang Nomor S5 Tahun 1999"tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
memperluas makna “pihak- lain” dalam persaingan

usaha tidak sehat “juga mencangkup “pihak yang

terkait dengan pelakuusaha lain”. -------------==--co-ooo—-

43.27.2 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan
pelaku usahalain adalah pihak yang terkait dengan

pelaku \usaha yang terlibat dalam proses tender yang
melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan

atau” menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

43.27.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam
Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha
dan/atau pihak lain yang diduga melakukan
pelanggaran; -------------mmmmmm o
43.27.4 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor
merupakan subjek hukum yang diduga melakukan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki
pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya

memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
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Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah
Manusia atau orang (naturlijke person) dan Badan
Hukum (vicht person). Bahwa menurut hukum
Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam
subjek hukum, sehingga setiap perbuataannya harus
dipertanggungjawabkan secara hukum; --------------—---
Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum
atau pihak lain dalam perkara aquo dibedakan menjadi

dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait< pelaku

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha“yang menjadi
perusahaan pendamping atau yangw melakukan
persekongkolan guna memenangkan perusahaan
pemenang adalah PT Bangum Mitra Abadi merupakan
pelaku usaha yang didirikan,berdasarkan Akte Notaris
Mauliddin Shati, SH “Nemor: 30 pada tanggal 26
Januari 2010 dan Akte*Perubahan Terakhir Notaris Lie
Na Rimbawan SH, Nomor: 68 tanggal 23 Februari 2016
berkedudukan dijYMedan dengan jenis usaha di bidang
Pembangunan yaitu Pemborongan pada umumnya
(General Contractor) meliputi pembangunan konstruksi
dan Tenovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan,
pertamanan, bendungan, pengairan (Irigasi), landasan
udara, dermaga dan kegiatan wusaha terkait dan
menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan.
Dalam prakteknya, PT. Bangun Mitra Abadi telah
menjadi peserta Tender Paket Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) -
Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran

Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain
adalah Pokja (Terlapor III) yang memfasilitasi dan/atau
melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana
yang telah diuraikan dalam wunsur persekongkolan

vertikal, sehingga perusahaan di bawah kendali
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Terlapor II (PT Bangun Mitra Abadi) yakni Terlapor I
(PT Dewanto Cipta Pratama) ditetapkan sebagai
pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah
Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan NAsional
Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran
2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan
Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan Nomor
24 /KPTS/Br.S4/2016 Tentang Pengangkatan / dan
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)ji==Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Satuan, KerjayPelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran

2017, yang terdiri dari: -------4 -3 oo

No Panitia Tender / Nama Penugasan
1. | Achmad Muklis, ST, MT o Ketua

2. | Ferry Hizkia Jonathan, ST Sekretaris
3. | Andika Sidabutar, ST; MT Anggota
4. | Hardi Ipan Leonard,P, ST Anggota
S. | Budi Armansyah; ST Anggota
6. | R. Abadirulian Ervantara, ST Anggota
7. | Pendi Manik Anggota

43.27.8 = Dengan demikian unsur Pelaku usaha lain dan/atau
pihak yang terkait dengan pelaku wusaha lain
terpenuhi;---------—------

43.28 -Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; --------

43.28.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang
Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
dimaksud dengan unsur mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender adalah:----------------—---
“Suatu perbuatan para pthak yang terlibat dalam proses
tender secara bersekongkol yang bertuyjuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu

dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan
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pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam
hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya” -
Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis
Persekongkolan Horizontal dan analisis
Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang
tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: --
a. Dengan ditemukannya bukti peralatan  yang
digunakan di lapangan adalah peralatan “milik
Terlapor II, maka sebenarnya Terlapor I hanya
dijadikan pendamping oleh Terldpor=:Il untuk
mengikuti tender a quO; --------—s-- 7R oo
b. Telah ditemukan bukti yang ‘kuat terkait dengan
Persekongkolan Horizontal\yang mengarah untuk
memenangkan Terlapor, I (PT Dewanto Cipta
Pratama); dan -----Ssssse ds e oo
c. Bahwa adanya“tindakan yang dilakukan oleh
Pokja  (Teéglapor IV), merupakan  bentuk
memfasilitasi- dan/atau  pengaturan  untuk
memenangkan Terlapor I (PT Dewanto Cipta
Pratama) dalam tender a quo; -------------------——--—-
d. Dengan demikian unsur mengatur dan/atau

menentukan pemenang tender terpenuhi; ---------

43.29 Unsur Persdingan Usaha tidak Sehat; ------------------ -

43.29:1

43.29.2

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang
Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang
Nomor S tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat
adalah ”Persaingan antara pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan uSahQ” —------==-==—=-—mmmm o
Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor I

sebagaimana  telah  diuraikan dalam = analisis
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persekongkolan horizontal di atas, merupakan
tindakan yang telah mengakibatkan persaingan semu
dan menghambat persaingan usaha. Bahwa tindakan
Terlapor III yang telah memfasilitasi baik secara
langsung maupun tidak langsung terjadinya
persekongkolan horizontal sebagaimana telah
diuraikan dalam analisis di atas merupakan tindakan

yang melanggar hukum dan menghambat persaingah

43.29.3 Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak

sehat terpenuhi; -------—--—----- Sl

43.30 Kesimpulan; ---------=—-mmmmmm oo e
43.30.1 Berdasarkan uraian diatas, fakta )Sidang Majelis
Komisi, alat bukti dan analisa‘tethadap unsur-unsur

pasal, dapat disimpulkan telah terbukti adanya dugaan

pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1999 pada Tender~Paket-Preservasi Rehabilitasi Jalan

Zaenal Arifin (Stabat)/- Binjai Raya (Medan) — Belawan

pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang

dilakukan\oleh: -----------—cmm o

1. PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Terlapor I; -----

2.\ PT Bangun Mitra Abadi sebagai Terlapor II;dan ----

3. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan

Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan

Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor III; ---------

43.30.2 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat

lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono; —---------mmmm o

44. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide
bukti T1.17): —-—mm oo
44.1 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --

44.2 Pihak-pihak Terlapor: ---------=—-=-—mmmmmmmm e

halaman 145 dari 243



44.3

44.4

SALINAN

44.2.1 PT Dewanto Cipta Pratama, yang berkedudukan di
Jakarta, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I/52,
Jalan Letjend Suprapto, Sumurbatu — Jakarta Pusat,
sebagai Terlapor [;-----------=-—mmmmmmm
44.2.2 PT Bangun Mitra Abadi, yang berkedudukan di Jalan
Karya Kasih Nomor: 58-L, Pangkalan Mansyhur Medan
Johor, Kota Medan, sebagai Terlapor II;------------------<
44.2.3 Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan APBNy Tahun
Anggaran 2017, yang beralamat di Jalawr=Sakti Lubis
Nomor: 1 Medan, Sumatera Utara, sebagaiyTerlapor III;
Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; --=c-2----3-----------—coo—-—-
44.3.1 Obyek Perkara adalah Tender™ Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal ‘Asifin” (Stabat)- Binjai Raya
(Medan) — Belawan, padasSatuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropelitan Medan APBN Tahun
Anggaran 201788 A -
44.3.2 Nilai Total AHPS % Rp. 64.726.490.000,- (enam puluh
empat miliar-tdjuh ratus dua puluh enam juta empat
ratus,sembilan puluh ribu rupiah); --------------------———-
44.3.3 Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2017;-----
44.3.4 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999; ~—- -
Pasal 22
“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku
usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Kondisi Perusahaan Terlapor I secara kronologis; --------------------
Pada kesempatan ini kami Rafif Dzaky Naufaldy selaku Direktur
Utama dari Terlapor I dan drg. Rina Triwidiana Nilawati, selaku
Komisaris dari Terlapor [ ingin menyampaikan sekaligus

menjelaskan atas keluhan mengenai surat panggilan tidak ada
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tanggapan dan sulitnya untuk menghubungi Terlapor I, adalah
sebagai berikut;----------cmmrmmr
44.4.1 Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama adalah perusahaan
yang selama ini dipimpin oleh tuan Ir. H. Dedy Eko
Sukamto, selaku Direktur Utama dan selaku pemegang
saham mayoritas, sehingga dalam management
perusahaan terpusat dan dikuasai oleh tuan Ir. Dedy
Eko Sukamto, segala negosiasi dan keputusan dati
segala aktifitas perusahaan ada pada Direktur Ytama;
44.4.2 Staf perusahaan dan pimpinan perusahaan /lebih
banyak hanya melaksanakan yang sudab=diputuskan
oleh Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto selaku Direktur
Utama, sesuai dengan bagiannya jdan/atau atas
permintaan Direktur Utama tersebut; -----------------—---
44.4.3 Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto, meninggal dunia pada
tanggal 10 Januari 2019=di- Pekanbaru - Riau, pada
hari dimana yang sudah+janjian untuk bertemu dengan
Dinas Pekerjaah, Umum dan Perumahan Rakyat -
Provinsi Riau di Pekanbaru. (Kutipan Akta Kematian,
sesuai Berita,Acara Serah Terima Dokumen Perkara

Nomer:\ 14/KPPU-1/2018, hari selasa, tanggal 16 Juli

44.4.4 Kami, Rafif Dzaky Naufaldy adalah anak pertama dari
anak kandung tuan Ir. Dedy Eko Sukamto yang
ditunjuk oleh para akhli waris untuk memimpin dan
melanjutkan PT Dewanto Cipta Pratama dan Nyonya
drg. Rina Triwidiana Nilawati adalah ibu kandung dari
anak-anak almarhum Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto
yang diminta oleh anak-anak dan beberapa karyawan
yang cukup lama untuk mendampingi Rafif Dzaky
Naufaldy dan anak-anak yang lainnya dalam
memimpin perusahaan, maka diangkatlah Rafif Dzaky
Naufaldy sebagai Direktur perusahaan dan drg. Rina
Triwidiana Nilawati sebagai Komisaris perusahaan; ----

44.4.5 Perubahan pengurus perseroan PT Dewanto Cipta

Pratama tersebut ternyata harus didahului dengan
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perubahan susunan pemegang saham sebagai
konsekwensi jatuhnya saham dari almarhum kepada
akhli waris dan hal tersebut dalam pembuatannya
harus melampirkan Surat Penetapan Waris dan untuk
mendapatkannya harus mengajukan dengan
melampirkan Akta Kematian dari alamarhun tuan Ir.
Dedy Eko Sukamto, yang ternyata dalam pengurusan
dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup
lama dan melelahkan; -----------—--—-—— AL _ZT 2~
Perubahan pengurus perseroan dan , perubahan
susunan kepemilikan saham perseroafi®"PT. Dewanto
Cipta Pratama baru bisa terlaksana pada tanggal 11
Maret 2019 dengan ditandatangani Akta Nomor: 05,
tanggal 11 Maret 2019, gang “dibuat dihadapan
Martinef, Sarjana Hukum, Magister of Sains, Notaris di
Kabupaten Bekasi; -----ssss=r 3o oo
Bahwa sesudah ~ perubahan pengurus perseroan
Terlapor 1 tersebut, kami dihadapkan dengan
kenyataan /perlunya penyesuaian seluruh perijinan
perusahaan dan sertifikat-sertifikat keakhlian
perusahaan yang disesuaikan dengan pengurus yang
baru ‘yang membutuhkan dana yang tidak sedikit
disatu sisi karyawan-karyawan perusahaan sejak tuan
Ir. Dedy Eko Sukamto, selaku Direktur Utama dan
pemilik saham mayoritas meninggal belum dibayarkan
gajinya termasuk THR yang kebetulansudah menjelang
waktunya; -----------mmm
Kami, pengurus perseroan Terlapor [ yang baru,
mencoba  mengiventarisir asset yang  dimiliki
perusahaan dan hanya mendapati 2 (dua) buah
kendaraan mobil, yang terpaksa dijual dengan harga
murah, yang ternyata hanya bisa menutup gaji Januari
dan Februari 2019 saja;------------—-=——=-—mmmmmmmmm -
Kemudian kami pengurus perseroan Terlapor I yang
baru didatangi juga oleh Bapak Asmen dan Bapak

Paryanto, yang meminta untuk dilakukan kembali dan
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mencocokan kembali mengenai hutang-hutangTerlapor
I kepada mereka, yang nilainya ternyata cukup besar; -
44.4.10 Melihat kenyataan banyaknya tunggakan yang harus
diselesaikan, maka kami pengurus yang baru sempat
berniat untuk menjual saja perusahaan Terlapor I
tersebut, tetapi ada tawaran kerjasama yang menarik
dari Tuan Muhamad Thsan Syarifuddin, maka untuk
pengikatan dibuatlah Akta Nomor: 01, tanggal 06 Mei
2019 yang mengangkat tuan Muhamad< Thsan
Syarifuddin sebagai Direktur perseroan Terlapor I; -----
44.4.11 Bahwa selama dalam proses pengurusan dan
penyelesaian pengurus perseroan, dany melengkapi
dokumen perusahaan tersebut«kantor lebih banyak
tutup dan praktis surat menyurat dan komunikasi
dengan pihak lain pun relative” terhambat, termasuk
surat-surat panggilan ‘dari YKPPU pun tidak sampai
kepada kami, selaku pengurus baru; ------------------—---
44.4.12 Bahwa karenaskantor tutup cukup lama serta masih
tertunggaknya gaji karyawan yang relative cukup lama,
maka banyak’ karyawan yang kemudian mencari
tempat'\kerja yang baru dan sudah banyak juga yang
sulit dthubungi;----------=-==-—== s
44.4.13/  Kami, pengurus perseroan Terlapor [ berhasil
menghubungi salah satu karyawan kami, yang
kemudian ditugasi untuk menyusun Pembelaan dan
Kesimpulan ini dengan materi yang kami ketahui
ditambah beberapa informasi dari karyawan yang bisa
ditemui; ~——-——-—-————
44.4.14 Kami, pengurus perseroan Terlapor I, Rafif Dzaky
Nauvaldy, selaku Direktur Utama dan Nyonya drg.
Rina  Triwidiana Nilawati, selaku Komisaris,
menyampaikan permohonan maaf karena surat-surat
panggilan dari KPPU Medan tidak pernah sampai dan
tidak pernah kami mengetahui ada permasalahan ini

dalam proyek kami di Medan;---------------=——=——coomeeo—-
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44.4.15 Kami baru mengetahui ketika ada surat panggilan
datang ke alamat kami di apartement dan kami dengan
itikad baik, meskipun tidak mengetahui dan tidak
mengerti permasalahannya maka kami datang hadir
pada Sidang tanggal 15 Juli 2019 kemarin dan

menyampaikan apa adanya yang kami ketahui; ---------

Terlapor I dalam Pelaksanaan lelang dan Kontrak Pekerjaan; ------
Berdasarkan Data Laporan Pelanggaran, tentang Laporan Dugaahn
Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun1999,
terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan pada “Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan™APBN Tahun
Anggaran 2017, yang dibuat oleh Team Investigator KPPU Medan,
yang kami terima copynya, setelah kami pelajari, maka kami
mendapatkan hal-hal sebagai berikut;s=s---#=-----cmmmcmme
44.5.1 Bahwa kami, PT Dewanto Cipta Pratama, selaku
Terlapor I dalam AKrefelogis Tender, telah mengikuti
pelaksanaan lelang\sesuai dengan Jadwal Lelang yang

di-upload eoleh Pokja. (Jadwal Lelang terdapat dalam

Data Laporan-Pelanggaran, Team Investigator KPPU

Medan, halaman 2 dari 61); --------==-==——=mmmcmmmmmmem -

44.5.2 Bahwa Peserta Lelang yang memasukan Dokumen
Penawaran, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP) yang di-upload oleh Pokja diperoleh informasi

bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan, termasuk kami,

sebagai Terlapor I, dengan masing-masing;---------------

No. Peserta Harga Penawaran %HPS

PT. Sumber Mitra Jaya Rp. 52.141.346.294,- 80,56

PT. Medan Jaya Cipta | Rp. 54.359.486.824,- 83,98

Sarana

PT. Dewanto Cipta Pratama | Rp. 57.817.961.905,- 89,33

PT. Amarta Karya (Persero) | Rp. 57.880.572.408,- 89,42

PT. Bangun Mitra Abadi Rp. 58.708.601.823,- 90,70
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6. | PT. Karya Murni Perkasa Rp. 59.210.617.727,- 91,48
7. | PT. Bangun Cipta | Rp. 61.457.165.420,- 94,95
Kontraktor
44.5.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP) yang di-upload oleh Pokja maka berdasarkan
evaluasi penawaran yang tertuang dalam Data Laporan
Pelanggaran, yang  masing-masing peserta, lelang;
dijelaskan pada halaman 3-5 dari 61 dan peSerta)yang
dinyatakan lulus dalam pelelangan tersebut adalah 3
perusahaan yang kemudian ketiga, perusahaan
tersebut ditetapkan sebagai Pemenang,”dengan rician
sebagai berikut;---------------- - SEm——t
No. Peserta Harga,Penawaran Ket
1. | PT. Dewanto  Cipta | Rp. §7.817.961.905,- | Pemenang
Pratama
2. | PT. Bangun Mitra Abadi, ["Rp) 58.708.601.823,- | Cadangan I

PT. Bangun Ciptay| Rp. 61.457.165.420,- | Cadangan II

Kontraktor

44.5.4 Bahwa, Pokja dalam Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP) telah memberikan kesempatan kepada Peserta
lainnya yang tidak puas terhadap evaluasi dan
penetapan pemenang untuk mentgajukan sanggahan
pada masa sanggah tersebut dan ternyata sampai
dengan masa sanggah habis waktunya tidak ada
peserta yang mengajukan sanggahan, sehingga

Pemenang Lelah dilanjutkan kepada tahap berikutnya;

44.5.5 Kami, selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan

Terlapor I, pada waktu pelaksanaan proyek pekerjaan
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) —
Binjai Raya (Medan) — Belawan pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN
Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak mengetahui dan

tidak mengikuti pelaksanaan pekerjaannya, karena
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kami sama sekali belum terlibat dengan aktifitas
perusahaan, tetapi berdasarkan arsip dari staf
perusahaan, bahwa perusahaan sebagai pelaksana
pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan Surat
Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan, Nomor: 01/KTR-
APBN/ZA.STB-BR.MDN—BLW /PPK16/2017, tanggal
16 Januari 2017, Untuk pekerjaan: Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya
(Medan)-Belawan, dengan Nilai Kontrak:
Rp. 57.817.961.904,76.; —-------=-mmmmmmmmm oo b
Bahwa berdasarkan arsip yang ada“'pada kami,
perusahaan, Terlapor I, Surat Perjanjian (Kontrak)
tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan
kontrak dalam Addendum Kontrak NO.: 01 terhadap
Paket Pekerjaan PreservasiwRehabilitasi Jalan Zaenal
Arifin (Stabat) — Binjai Raya (Medan) — Belawan, Nomor:
01/KTR-APBN/ZASTB=Br.MDN-BLW /PPK16/2017,

tanggal 18 Maret, 2017, perubahan nilai kontrak
menjadi Rp*57.817.961.905,- dan perubahan kontrak
dalam Addendum Kontrak No.: 02 terhadap Paket
Preservasi) Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) -
Binjai*"Raya (Medan) - Belawan, Nomor: 01/KTR-
APBN/ZA.STB-Br.MDN-BLW/PPK16/2017, tanggal 17
Juli 2017, terdapat perubahan Nilai Kontrak menjadi
Rp. 63.017.961.905,-; ~=---——-mmmmmmm oo
Bahwa berdasarkan arsip yang ada pada perusahaan
kami, bahwa kami, perusahaan Terlapor 1 telah
menyelesaikan seluruh pekerjaan Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) — Binjai Raya
(Medan) — Belawan dan telah dilakukan serah terima,
sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan Selesai Lingkup
Rehabilitasi Jalan, tanggal 14 Oktober 2017, yang
kemungkinan besar bahwa jalan dan jembatan
tersebut sudah dipakai sebagai sarana jalan, karena

dilihat dari waktu serah terima yang sudah cukup
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44.6 Terlapor I dalam Fakta-fakta dan Dugaan Pelanggaran;-------------
Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Team
Investigasi KPPU Medan yang kami terima copynya dari Panitera
Majelis Komisi Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2018, pada butir 6.
Memuat tentang indikasi persekongkolan antara peserta tender
dalam dokumen pengadaan, pada sub 6.1 memuat tentang
indikasi persekongkokolan yang sekurang-kurangnya memenuhi
2 kriteria dan 6.2 memuat tentang hukuman yang bisa dikenakah
bagi yang terbukti melakukan persekongkolan. Bahwa “Team
investigasi dari KPPU Medan menyampaikan fakta-fakta dari/hasil
verifikasi, klarifikasi, penelitian dan analisis, antara1ainj adalah:-
44.6.1 Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, antara

lain: metode kerja, bahan, alat, "Analisa pendekatan
teknis, koefisien, harga satuan daftar upah, bahan dan
alat, satuan  pekerjaans, dan/atau  spesifikasi
teknis/barang yang ditawarkan (merek/type/jenis)
dan/atau dukungan teknis; -----------------cmmcmmmemm
44.6.2 Seluruh penawaranidari peserta mendekati HPS; -------
44.6.3 Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa
yang berada dalam satu kendali; --------------------c----—-
44.6.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara‘lain: kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan
dan format penulisan; atau; --------------==-=——=——-mom——-
44.6.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang
sama dengan nomor seri yang berurutan; ----------------
44.6°6 Tentang masa sanggah, yang menurut Intruksi kepada
peserta, yang seharusna sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor: 70, tahun 2012 jo Peraturan Presiden

Nomor: 54 tahun 2010, pada pada pasal 60 huruf i,

“masa sanggah terhadap hasil pelelangan selama 8§

hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan

«

Peserta, huruf A angka 35 menjelaskan : “....... paling

lambat 5 hari kalender ...............” ~—————— oo
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Adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan
pemilik AMP, PT. TRIMURTI PERKASA dengan
PT. BANGUN MITRA ABADI, Terlapor II; --------------—---
PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA, Terlapor I
melampirkan Perjanjian Sewa Peralatan dengan
PT. TRIMURTI PERKASA tetapi pada pelaksanaan
pekerjaan Terlapor I tidak pernah menggunakan atau
membayarkan uang sewa kepada PT. TRIMURTI
PERKASA, tetapi menggunakan peralatan PT. BANGUN
MITRA ABADI, Terlapor II-------------cmmmmmmmmmomte
Adanya kesamaan dalam IP Address“akses LPSE
dengan IP Address 36.68.135.241, yang digunakan
untuk meng-upload penawaran Tetlapor I dan Terlapor
II dan menurut penjelasan( akhli dari PT. Telkom
Indonesia Divisi Regional "Medan, bahwa IP Address

tersebut dialokasikan untuk)Indihome yang belokasi di

Tentang Kontrak", Pelaksanaan Terlapor [ yang
mengalamibeberapa perubahan Addendum No. 01 dan
Addendum_No. 02, yang menyebabkan berubahnya
nilai4,_kontrak dari Rp. 57.817.961.904,76 yang
perubahan terakhirnya menjadi Rp. 62.981.408.845,-;

Berdasarkan( fakta-fakta dari temuan tersebut, Team Investigasi

KPPU “Medan berkesimpulan telah terjadi adanya dugaan

pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: S tahun 1999,

yang berbunyi sebagai berikut;----------------—cmmommo

“Pelaku usaha dilarang berekongkol dengan pelaku usaha lain

dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lainuntuk

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -

44.7.1

Bahwa dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang
Nonor: 5 tahun 1999, terkait Tender Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) — Binjai Raya
(Medan) — Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun

Anggaran 2017 merupakan cakupan kewenangan
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KPPU berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 tahun
1999 teresebut; -------—-————— -
44.7.2 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor: 2 tahun
2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang
Nomor: S tahun 1999, tentang larangan
persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa
berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999]
tender adalah tawaran mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan , untuk mengadakan
barang-barang atau untuk menyediakan jasas Dalam
hal ini tidak disebut jumlah yang“"mengajukan
penawaran (oleh beberapa atau satu pelaku usaha
dalam hal penunjukan/pemilihan langsung); ------------
44.7.3 Persekongkolan yang dimaksud. dalam ketentua pasal
22 UU No. 5/1999 tersebut,dapat mencakup 3 (tiga)
bentuk persekongkolanjyaitu ; -------------------------oo—-
a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan
yang terjadijantara pelaku usaha atau penyedia
barang/dan jasa;----------------mmm-mmmmmm

b. Persekongkolan vertical, yaitu persekongkolan
yang ‘terjadi antara salah satu atau beberapa
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
dengan panitia tender atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan;----------------mmmmmmmmmm

c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan
vertical, adalah persekongkolan antara panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang
dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan
dengan sesame pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa;----------=----—m-—mmmmmmm
44.7.4 Adanya dugaan kerjasama peminjaman perusahaan
antara PT Dewanto Cipta Pratama yang ditetapkan
sebagai Pemenang dengan PT Bangun Mitra Abadi yang
ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I berdasarkan

bukti-bukti dokumen, sebagai berikut:----------------—---
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Berdasarkan bukti dalam dokumen penawaran
PT Bangun Mitra Abadi mencantumkan Daftar
Peralatan milik sendiri yang berlokasi di Jalan
Megawati Binjai, sedangkan PT Dewanto Cipta
Pratama mencantumkan daftar peralatan yang
disewa dari PT Trimurti Perkasa berdasarkan
Surat Perjanjian Sewa Peralatan;---------------------<
Adanya kesamaan alamat Pengurus antara
PT Trimurti Perkasa dengan PT Bangun “Mitra
Abadi, yaitu tuan Effendi, selaku Kemisaris
PT Trimurti Perkasa, beralamat di“Jalan. Gunung
Krakatau No. 64 A dan tuan Gunawan Sucipto,
selaku Komisaris PT Bangun) Mitra Abadi,
beralamat Jalan Gunung. Krakatu No. 64 A,
Kelurahan Glugur Daratll Medan;--------------------
Berdasarkan keteramgan saksi dari PT Trimurti
Perkasa, bahwa ‘ttran Effendi memiliki hubungan

keluarga kakak beradik dengan tuan Gunawan

Berdasarkan keterangan saksi dari PT Trimurti
Perkasa tidak pernah mendapatkan konfirmasi
pénggunaan peralatan, tidak pernah membahas
harga dan mendapatkan pembayaran dari
PT Dewanto Cipta Pratama; -----------------—-—-coo—-
Berdasarkan keterangan PT Dewanto Cipta
Pratama pada saat pelaksanaan pekerjaan,
PT Dewanto Cipta Pratama tidak pernah
menggunaka peralatan AMP PT Trimurti Perkasa
tetapi menggunakan AMP PT Bangun Mitra Abadi;
Adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus
PT Trimurti Perkasa dengan pengurus PT Bangun
Mitra Abadi dimanfaatkan untuk mempermudah
koordinasi pengurusan perjanjian sewa alat
sebagai syarat lelang PT Dewanto Cipta Pratama;--
Bahwa dengan demikian team investigator KPPU

menyimpulkan keberadaan PT Dewanto Cipta
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Pratama pada proses lelang hanya sebagai
perusahaan yang dipinjam PT Bangun Mitra Abadi
dalam rangka untuk mengatur dan menentukan
pemenang tender; --------------—-mmmmmmm o
44.7.5 Adanya dugaan kerjasama dalam penyusunan
dokumen penawaran, antara PT Dewanto Cipta
Pratama yang ditetapkan sebagai Pemenang dan
PT Bangun Mitra Abadi yang dietapkan sebagai
Pemenang Cadangan I dengan temuan sebagai berikut:
a. Adanya kesamaan IP Address Akses LPSE, yang
mana berdasarkan bukti PT Deéwanto Cipta
Pratama  melakukan  pemasukan,” dokumen
penawaran pada tanggal <12 Desember 2016,
pukul 21.09 wib dan .PT. Bangun Mitra Abadi
memasukan dokumen‘penawaran pada tanggal 12
Desember 2016, wpukul 22.27 wib dengan
menggunakan~ [P ~Address 36.68.135.241, yang
menurut saksi, dari PT. Telkom Indonesia Divisi
Regional Medan, [P Address adalah yang
dilokasikan untuk Indihome di Medan. Bahwa
berdasarkan kondisi tersebut Tean Investigator
KPPU Medan menyimpulkan tindakan mengakses
situs LPSE dan mengunggah dokumen penawaran
dengan menggunakan computer/laptop yang
berada di jaringan yang sama atau Bersama-sama
menunjukan adanya kerjasama antara

PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun
Mitra Abadi untuk mengatur dan menentukan

PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Pemenang

b. Adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran,
yang mana Jaminan Penawaran merupakan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam
melengkapi dokumen tender, sebagai penjamin
kerugian, yaitu terdapat kesamaan antara

PT Bangun Mitra Abadi yang jaminan
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penawarannya diterbitkan oleh PT Bank Aceh
Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan dengan
Nomor: 052/MDN.06/JB/PN/XII/2016, sedangan
jaminan penawaran PT Dewanto Cipta Pratama
juga diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah
Cabang Sisingamangaraja Medan dengan Nomor:
053/MDN.06/JB/PN/XII/2016. Dan permohonan
pembuatan jaminan penawaran PT Bangun Mitra
Abadi dan PT Dewanto Cipta Pratama ditérima
oleh PT Bank Aceh Syariah cabang
Sisingamangaraja Medan  pada ™ “tanggal 7
Desember 2016, serta adanya. kemiripan format
dan isi surat permohonan, Berdasarkan hal
tersebut Team  Investigator KPPU Medan
menyimpulkan adanyas,, kesamaan format dan
nomor seri yang berurutan menunjukan adanya
kerjasama atau ‘dikerjakan oleh orang yang sama
dalam pengurusan jaminan penawaran; ------------
Adanya*kesamaan isi dan kesamaan kesalahan
pengetikan pada pada dokumen = metode
pelaksanaan pada dokumen peserta tender
PT. Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Mandiri, yang berdasarkan keterangan ahli LKPP
merupakan indikasi adanya persekongkolan.
Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU
Medan menyimpulkan adanya kesamaan uraian
cara kerja dan kesamaan kesalahan pengetikan
pada dokumen Metode Pelaksanaan antara
PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun
Mitra Abadi menunjukan adanya kerjasama atau
penyusunan dokumen penawaran teknis
dilakukan secara Bersama-sama untuk mengatur
dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama
sebagai Pemenang tender;-----------------—---omcmmm—-
Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada

dokumen Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga
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pada kolom No. Divisi untuk uraian Pemeliharaan
Kinerja Jalan dan untuk wuraian Pekerjaan
Pemeliharaan Kinerja Jembatan, antara
PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Abadi yang menurut akhli kesamaan dokumen
teknis dan kesamaan/kesalahan pengetikan
merupakan indikasi adanya persekongkolant
Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU
Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan
kesalahan pengetikan pada dokumen Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga antara™PT. Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun ~Mitra Abadi
menunjukan adanya kerjasama atau secara
Bersama-sama melakukan pényusunan dokumen
penawaran teknis untuk»mengatur dan atau
menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai
Pemenang tendeny-===c-—-—-—ommmmmomm
Adanya Lkesamaan kesalahan penulisan pada
dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi,
padas, Divisi 8 terdapat kesalahan nomor mata
pembayaran yang terdapat kesamaan antara
PT. Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra
Abadi, yang menurut keterangan akhli LKPP
kesamaan dokumen teknis dan
kesamaan/kesalahan  pengetikan  merupakan
indikasi adanya persekongkolan. Berdasarkan hal
tersebut Team  Investigator @ KPPU Medan
menyimpulkan bahwa adanya kesamaan
kesalahan pengetikan pada dokumen-dukumen
Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi antara
PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun
Mitra Abadi menunjukan adanya kerjasama atau
secara Bersama-sama melakukan penyusunan
dokumen penawaran untuk mengatur dan
menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai

pemenang tender;------------------mmmmmmmmmmm -
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Adanya kesamaan format/bentuk Jadwal
Pelaksanaan yang ditemukan kesamaan bentuk
dan format Jadwal Pelaksanaan pekerjaan yang
dilampirkan dalam dokumen tender PT Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang
menurut akhli LKPP, kesamaan dokumen teknis
dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran
merupakan indikasi adanya persekongkolan:
Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU
Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan
format/bentuk dokumen Jadwal “'pelaksanaan
pekerjaan antara PT Dewanto \Cipta Pratama
dengan PT Bangun Mitra ‘Abadi menunjukan
adanya kerjasama atawy ‘secara Bersama-sama
melakukan penyusunan ’dokumen penawaran
teknis untuk mengatur dan menentukan

PT Dewanto ~Cipta=Pratama sebagai pemenang

Adanya*kesamaan kesalahan isi uraian pekerjaan
penunjang/sementara, yang ditemukan pada
uraian jenis pekerjaan penunjang/sementara pada
lampiran dokumen peserta antara PT Dewanto
Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang
menurut akhli LKPP, kesamaan dokumen teknis
dan kesamaan /kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan merupakan indikasi adanya
persekongkolan; -------------mmmmmmmmmm
Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU
Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan
kesalahan pengetikan pada isi dokumen uraian
jenis pekerjaan penunjang/sementara antara
PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun
Mitra Abadi menunjukan adanya kerjasama atau
secara Bersama-sama melakukan penyusunan

dokumen penawaran untuk mengatur dan
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menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai
pemenang tender;----------------mmmmmmme
Adanya kesamaan perbedaan isi uraian jenis
pekerjaan pada dokumen Daftar Pekerjaan Utama,
yang ditemukan kesamaan perbedaan isi uraian
jenis pekerjaan pada dokumen Daftar Pekerjaan
Utama antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT
Bangun Mitra Abadi, yang menurut akhli LKPP;
kesamaan dokumen teknis dan
kesamaan/kesalahan isi dokumen , penawaran,
antara lain kesamaan/kesalahafi™pengetikan
merupakan indikasi adanya  Ppersekongkolan.
menyimpulkan bahwa adanya kesamaan
kesalahan isi uraian jenis pekerjaan
penunjang/sementaratantara PT Dewanto Cipta
Pratama dengan“PT)» Bangun Mitra Abadi
menunjukan ~adanya kerjasama atau secara
Bersama-sama,melakukan penyusunan dokumen
penawaran wuntuk mengatur dan menentukan

PT ‘BPewanto Cipta Pratama sebagai pemenang

Dugaan adanya Persekongkolan Vertikal, yang

berdasarkan temuan  terdapat indikasi-indikasi

tersebut sebagai: --------------mmm s

a.

Pokja mengubah aturan masa sanggahan lelang,
yang berdasarkan  bukti dokumen, masa
sanggahan terhadap hasil pelelangan ditetapkan 5
hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan
dalam dokumen tender Pokja mencantumkan masa
sanggah pelelangan paling lambat S5 (lima) hari
kalender setelah pengumuman pemenang. Pokja
mencantumkan jadwal masa sanggah hasil lelang
dimulai pada hari sabtu, tanggal 24 Desember
2016 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28
Desember 2016; ~—-————-———————mmmmmmeee
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Bahwa menjadwalkan masa sanggah hasil
pelelangan pada hari libur telah menghambat
kesempatan untuk mengajukan sanggahan dan
menurut bukti tidak ada satu peserta pun yang
mengajukan sanggahan. Tindakan Pokja
menjadwalkan masa sanggah berdasarkan hari
kalender tersebut merupakan tindakan yang
melanggar Perpres Nomor: 70 tahun 2012, yang
bertujuan untuk
menghambat/membatasi/mengurangi , persaingan
antara peserta tender dalam rangka“memfasilitasi
pemenang tender; ----------------—g - SR
Pokja  tidak  memeriksa¢ | adanya  indikasi
persekongkolan antaraq peSerta, yaitu tidak
memeriksanya adanya'kesamaan kesalahan pada
beberapa dokumenwtender, seperti kesamaan isi
dokumen, Lkesamraan kesalahan ketik pada
dokumen, Keésamaan bentuk dan format dokumen,
kesamaan penerbit Jaminan dengan nomor yang
berurutan,dan lain-lainnya seperti yang di uraikan
dalam) butir 5 diatas antara PT Dewanto Cipta
Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi, yang
berdasarkan keterangan akhli LKPP, Pokja harus
mencari ada/tidaknya indikasi terjadinya
persaingan tidak sehat pada saat melakukan
evaluasi penawaran. Bahwa berdasarkan tindakan
Pokja yang tidak menggugurkan PT Dewanto Cipta
Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada saat
evaluasi, Team Investigator KPPU Medan
menyimpulkan hal tersebut merupakan tindakan
yang dilakukan dalam memfasilitasi PT Dewanto
Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi
untuk menjadi pemenang; ---------------=--=-—--——————-
Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan

peserta tertentu, antara lain; ---------------=----=—————-
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Tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen
metode pelaksanaan, Daftar Pekerjaan Utama
dan Daftar Pekerjaan Penunjang; ---------------
PT Amarta Karya (Persero), PT Karya Murni
Perkasa digugurkan oleh Pokja dengan alasan
Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaaan
pembersihan jembatan yang menjadi bagian
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang
merupakan Pekerjaan Utama yang
disampaikan oleh peserta tidak sesuai/keliru;
PT Dewanto Cipta Pratama danm=PT Bangun
Mitra Abadi dinyatakan \lulus evaluasi
administrasi, teknis dan harga dan ditetapkan
sebagai Pemenang dan-Pémenang cadangan I;
Berdasarkan hal ‘tersebut Team Investigator
KPPU Medan menyimpulkan bahwa tindakan
Pokja yang“shanya meluluskan PT Dewanto
Cipta/Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi
padahaly tidak memenuhi syarat teknis
merupakan salah satu tindakan memfasilitasi
kepada peserta tertentu dalam rangka
mengatur PT Dewanto Cipta Pratama sebagai
pemenang tender; -----------------mmmmmmmmo o
Tidak melakukan klarifikasi terkait personil
inti, berdasarkan bukti dokumen PT Medan
Jaya Cipta Sarana menjadi peserta lelang
urutan urutan nomor 2, setelah dilakukan
koreksi aritmatik dan PT Medan Jaya Cipta
Sarana digugurkan oleh Pokja karena alasan
pengalaman personil inti Quantity Engineer,
Manajer Kendali Mutau dan Akhli K-3 kurang
dari yang dipersyaratkan, padahal PT Medan
Jaya Cipta Sarana telah mencantumkan
personil inti sesuai dengan yang

dipersyaratkan;---------------—-—mmmmmmm
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6) Berdasarkan alat bukti keterangan ahli LKPP,
apabila Pokja menemukan hal-hal yang
kurang  jelas tidak boleh langsung
menggugurkan, akan tetapi harus melakukan
klarifikasi terlebih dahulu dan Pokja hanya
boleh  melakukan evaluasi pernawaran
berdasarkan tata cara dan kriteria evaluasi
yang dimuat dalam Dokumen Pengadaan;----=

7) Berdasarkan hal tersebut Team Investigator
KPPU Medan menyimpulkan bahwa tindakan
Pokja yang mengevaluasi personil*inti dengan
tata cara dan kriteria evaluasi“yang dimuat
dalam dokumen pengadaan merupakan
tindakan yang dilakukan™untuk menghambat
peserta lain berpetensi menjadi pemenang
dalam rangka‘memfasilitasi peserta terntentu
menjadi pemenang; ------------------------------—-

8) Dengafiydemikian menurut Team Investigator
KPPU Medan unsur bersekongkol telah
terpenuhi; ------------mm o

Dugaan Pelaku usaha lain, yaitu pelaku usaha lain
yvang “dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang
Nomor: 5 tahun 1999 dalam tender adalah PT Bangun
Mitra Mandiri yang telah menjadi peserta tender dan
ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan I, dengan
demikian menurut Team Investigator KPPU Medan,
unsur Pelaku usaha lain terpenuhi; ------------------————
Pihak yang terkait dengan Pelaku usaha lain, dalam
hal ini ang dimaksud pihak ang terkait pelaku usaha
lain yang diduga melakukan persekongkolan secara
langsung maupun tidak langsung, telah dilakukan oleh
Kelompok kerja (Pokja) Pelaksana Jalan Nasional
Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksana
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran
2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan

Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Jalan
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Naional Metropolitan Medan Nomor:
24 /KPTS/Br.S4/2016, tentang Pengangkatan dan
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Satuan kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggran

2017, yang terdiri dari: ----------=—==—— oo

No. Nama Jabatan
1. | Achmad Muklis, ST.MT Ketua

2. | Ferry Hizkia Jonathan,ST Sekretaris
3. | Andika Sidabutar,ST.,MT. Anggota

4. | Hardi Ipan Leonard P.,ST. Anggota

S. | Budi Armansah, ST. Anggota

6. | R. AbadirulianErvantara, ST Anggota

7. | Pendi Manik Anggota

Dengan demikian mentrut’ Team Investigator KPPU
Medan, unsur Pihak yang terkait dengan pelaku usaha
lain telah terpefauhi;y<=-------------——=——-—mmmmm
44.7.9 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----
Berdasarkan “uraian fakta, analisis persekongkolan
horizontal "dan vertikal terkait penentuan pemenang
tender tender beberapa hal sebagai berikut: --------------
a. » Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun
Mitra Abadi diduga telah melakukan
persekongkolan sebagaimana telah diuraikan
dalam analisis persekongkolan horizontal yang
untuk memenangkan PT Dewanto Cipta Pratama;-

b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh
Pokja yaitu mengubah aturan masa sanggahan,
tidak memeriksa adanya indikasi persekongkolan
antara peserta tender, tidak melakukan klarifikasi
terkait metode pelaksanaan, daftar pekerjaan
utama, dan daftar pekerjaan penunjang dan tidak
melakukan  klarifikasi terkait personil inti
sebagaimana telah diuraikan dalam analisis

persekongkolan vertical, merupakan bentuk
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persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi
dan/atau pengaturan untuk memenangkan
PT Dewanto Cipta Pratama; ---------------=--------———-
Dengan demikian menurut Team Investigator
KPPU Medan, wunsur mengatur dan atau

menentukan pemenang tender telah terpenuhi;----

44.7.10 Persaingan Usaha Tidak Sehat;---------------—----coceeu2

a.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan pemasaran barang dan ataw jasa
yang dilakukan dengan cara tidak™jujur atau

melawan hukum atau menghambat persaingan

Bahwa tindakan PT Dewanto Cipta Pratama dan
PT Bangun Mitra WAbadi’ sebagaimana telah
diuraikan dalam analisis persekongkolan
horizontal diatas;= merupakan tindakan ang
mengakibatkan persaingan semu dan
menghambat persaingan usaha. Bahwa
terwujudnya persekongkolan horizontal antara
kedua perusahaan tersebut tidak terlepas dari
tindakan Pokja yang telah memfasilitasi baik
secara langsung maupun tidak langsung terjadina
persekongkolan horizontal melalui cara-cara
sebagaimana telah diuraikan dalam analisis
persekongkolan vertical diatas. Hal ini merupakan
tindakan melanggar hukum dan menghambat
persaingan usaha;---------------mmmmmmmm
Dengan demikian menurut Team Investigator
KPPU Medan, unsur Persaingan usaha tidak sehat

telah terpenuhi;-------------—————- o

Pembelaan Terlapor I;--------=----—mmmmmmmm e

Seperti penjelasan kami, pengurus PT Dewanto Cipta Pratama,

selaku Terlapor I, diatas mengenai kondisi perusahaan saat ini,

maka setelah mempelajari dan menganalisa uraian dari fakta-

fakta dan dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5
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tahun 1999, menurut investigator KPPU Medan diatas yang
seluruh pernyataannya diarahkan untuk menunjukan adanya
dugaan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan
menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender, pada pekerjaan
Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) — Binjai
Raya (Medan) — Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, untuk
itu perlu kami menanggapi sebagai berikut; -------------------——--2-2
44.8.1 Dugaan pelanggaran kepada Terlapor I adalah Pasal 22
UU No. 5/1999, tentang persekongkolan antara kami,
Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III,“Seswai dengan
isi pasal tersebut yang berbunyi \"Pelaku Usaha
dilarang bersekongkol dengan< pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait.dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat’ ; A ==ssc—m oo
44.8.2 Kalau melihat/bunyi/pasal tersebut berupa larangan
bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang, tender, ini menunjukan persekongkolan
tersebut tentu harus ada pembicaraan bersama dari
para pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan
panitia lelang untuk membicarakan dan mengatur
dalam menentukan pemenang lelang tersebut; ----------
44.8.3 Dari seluruh wuraian yang disampaikan oleh Team
Investigator KPPU Medan tentang fakta-fakta dan
dugaan pelanggaran yang berupa adanya kesamaan
format/bentuk dokumen tender, adanya kesamaan
kesalahan ketik dan yang lain-lainnya pada dokumen
tender, hanyalah berupa fakta-fakta yang
menunjukan adanya indikasi-indikasi yang
diperkirakan adanya perbuatan persekongkolan
tersebut, tetapi tidak ada satupun fakta ataupun
kesaksian yang menunjukan telah terjadinya
pertemuan atau pembicaraan untuk mengatur dan

menentukan pemenang tender; ------------------—cmom——-
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Sebagai ilustrasi, kami ingin menyampaikan kasus
yang sama-sama kita tahu, karena diliput banyak
media, tentang dugaan pelanggaran PEMILU berupa
kecurangan TSM, yaitu terstruktur, sitematis dan
masiv, yang pada hakekatnya telah terjadi
persekongkolan untuk melakukan kecurangan secara
bersama-sama, tetapi setelah dilakukan persidangan
dan pembuktiannya, kita sama-sama tahu fakta-fakta
yang disampaikannya dalam persidangan dan*kita
sama-sama tahu juga keputusannya. Ini hanya,sebagai
ilustrasi membandingkan  mengenait=pengertian
persekongkolan tersebut; ------------—g-- R
Mengenai adanya kesamaan pernetbitan surat jaminan
penawaran dari Bank yang.sama ‘dengan nomer seri
yang berurutan, juga tidaksdapat dijadikan indikasi
sebagai dugaan, karena=Bank Aceh Syariah cabang
Sisingamangaraja ~Medan, merupakan Bank umum
yang siapa sajaybisa’ memanfaatkannya dan dengan
adanya nomor jyurut penerbitan surat jaminan
penawaran yang berurutan, bisa saja hanya factor
kebetulan;,~------=-=-===——— -
Tentang perjanjian sewa menyewa peralatan AMP, yang
pada saat penyampaian dokumen tender perlu
melampirkan daftar peralatan dan Terlapor I
melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan, yaitu
AMP dengan PT Trimurti Perkasa dan setelah
memenangkan tender pada pelaksanaan pekerjaan
Terlapor I tidak menggunakan AMP, PT Trimurti
Perkasa tetapi menggunakan AMP Terlapor II, hal ini
tidak sebenarnya tidak menjadi masalah, kita
menggunakan peralatan dalam perjanjian sewa
menyewa untuk kebutuhan tender sementara Terlapor
II peralatannya tidak bisa disewa karena menjadi
peserta lelang, ketika Terlapor II tidak memenangkan
lelang dan peralatan AMP nya tentu bisa disewa, ini

bisa saja karena factor harga sewa yang lebih baik dan
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lebih  murah  setelah  dipertimbangkan  secara
keseluruhan, tetapi secara etika memang tidak baik;---
44.8.7 Mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara
pengurus perusahaan PT Trimurti Perkasa dengan
pengurus perusahaan Terlapor II sesungguh bukan
masalah dan bukan pelanggaran hukum; ----------------
44.8.8 Keterangan saksi akhli pada sidang Majelis Komisi
Perkara pada tanggal 15 Juli 2019 menyebutkan
bahwa  fakta-fakta tentang adanya kesamaan
kesalahan pengetikan, adanya kesamaan, format dan
bentuk, adanya kesamaan Bank pen€thiti.Jaminan
Penawaran dan nomor yang berurutan dan yang lain-
lainnya yang dianggap telah terjadinya
persekokongkolan adalah subtantif dan belum bisa
membuktikan adanya persékongkolan. Dan keterangan
saksi ahli yang mengatakan bahwa pekerjaan proyek
pekerjaan Paket Presérvasi Rehabilitasi Jalan Zaenal
Arifin (Stabat)/= Binjai Raya (Medan) — Belawan ini
telah lama~selesai dan saksi mempertanyakan jika
pelaksanaan . tender lelang ini dibatalkan apakah
kemudian), jalan tersebut akan dibongkar kembali.
Kami,“ Terlapor [ sependapat dan setuju dengan
keterangan saksi ahli tersebut; ------------------mcmmceee-
44.8.9 Tentang masa sanggah yang selama S (lima) hari
kalender setelah pengumuman seharusnya 5 (lima)
hari kerja, yang dimulai pada hari Sabtu, tanggal 24
Desember 2016 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28
Desember 2016, yang didalam dugaan Team
Investigator adalah Pokja telah mengatur masa
sanggah pada hari libur untuk menghambat peserta
lain mengajukan sanggahan dan wupaya untuk
memenangkan Terlapor I sebagai Pemenang tender.
Penyampaian sanggahan bagi peserta yang telah
memasukan penawaran dapat dilakukan secara
elektronik, sehingga tidak ada lagi hambatan pada hari

libur ataupun pada malam hari dapat dilakukan,
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sehingga tidak ada lagi istilah menghambat peserta
lain untuk mengajukan sanggahan; -------------------——--
44.8.10 Pernyataan sebagai upaya  mengatur untuk
memenangkan Terlapor [ sebagai pemenang tender
adalah pernyataan yang tidak fair dan mengada-ada,
karena masa sanggah hasil lelang telah dimuat
didalam dokumen tender, yaitu pada Jadwal Lelang;
yang tentunya dokumen tender tersebut telah dibuat
dan dipersiapkan sebelum Terlapor I melakukan“atau
mengajukan pendaftaran sebagai peminat lelang, jadi
bagaimana mungkin hal tersebut dapat“menimbulkan
dugaan atau indikasi upaya Panitia lelang dalam hal
ini Pokja telah bersekongkol .untuk) memenangkan
Terlapor I sebagai pemenang lelang;*-----------------------
44.8.11 Perlu kami sampaikan juga,bahwa proyek pekerjaan
Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat) — Binjai Raya((Medan) — Belawan pada Satuan
Kerja Pelaksanaan ‘Jalan Nasional Metropolitan Medan
APBN Tahun Anggaran 2017, telah lama diselesaikan
dan telah.diserah-terimakan pada tanggal 14 Oktober
2017, serta jalan tersebut telah lama pula dipakai dan
dimanfaatkan. Dan selama itu pula dari mulai proses
tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan
pembangunannya tidak ada sanggahan maupun
teguran dari pihak pemberi kerja (Pokja maupun
Satker), tetapi setelah 2 (dua) tahun berlalu baru ada
yang mempermasalahkan dengan dugaan pelanggaran
pasal 22 UU No. 5/1999; —-——-——mmmmmmmmm o
44.8.12 Kami, sebagai Terlapor I yakin dan percaya kepada
Majelis Komisi Perkara ini, bahwa Majelis akan
sependapat bahwa Undang-undang Nomor: 5 tahun
1999 ini dibuat untuk memberikan manfaat untuk
masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang
sekalipun tidak untuk menyusahkan atau
menyengsarakan rakyatnya :----------------——--mmommmm——-

44.9 Kesimpulan dan Rekomendasi Terlapor I;---------------——cocmceee -
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Berdasarkan uraian dan penjelasan serta pendapat kami pada
pembelaan kami tersebut, maka kami, Terlapor I menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut;----------------—ocmmrmm
44.9.1 Bahwa fakta - fakta yang disampaikan oleh Team
Investigator KPPU Medan hanya menunjukan adanya
indikasi atas dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-
undang Nomor: S5 tahun 1999, tapi belum
membuktikan adanya persekongkolan untuk mengatur
dan memenangkan lelang oleh Terlapor I; ------4-===-2-=
44.9.2 Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama, sebagai Terlapor I
tidak terbukti telah melakukan peérsekongkolan
horizontal maupun vertical dalam '\ memenangkan
tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat) — Binjai Raya (Medan) = Belawan pada Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
APBN Tahun Anggaran 2047} --------------—-mmcmmmommmo-
44.9.3 Bahwa Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal
Arifin (Stabat) ~"Binjai Raya (Medan) — Belawan pada
Satuan Kegja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan
Medan WAPBN-/ Tahun Anggaran 2017 telah lama
diselesaikan oleh Terlapor I dan telah dipakai dan
dimanfaatkan yang manfaatnya telah dirasakan oleh
masyarakat banyak; ---------------mmmmrmmm
44.9.4 DPengan demikian pembelaan kami, selaku Terlapor I
dan kesimpulan kami dan untuk itu kami mohon
Majelis Komisi Perkara Nomor: 14/KPPU-1/2018 agar
kiranya sudilah memutuskan: --------------——-c e~
44.9.5 Menolak dugaan adanya pelanggaran pasal 22
Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999 pada Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) —
Binjai Raya (Medan) — Belawan pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN
Tahun Anggaran 2017 oleh Terlapor I secara

keeluruhannya; -----------=-=——= oo

halaman 171 dari 243



SALINAN

44.9.6 Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan citra dan

nama baik PT Dewanto Cipta Pratama selaku Terlapor

44.9.7 Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam
persidangan ini kepada pihak KPPU Medan; -------------

45. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vidé

DUKt TIL6): nmmmmmmmmmmmmmm e e L

45.1

45.2

45.3

45.4

45.5

Seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang<Undang
Nomor 5 Tahun 1999, terkait tender Paket Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal Arifin (Stabat) — Binjai Raya (Medan) < Belawan pada
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropelitan Medan
APBN Tahun Anggaran 2017 tidak kami terima; --3-------------------
Sesuai surat kami tanggal 07 Februam 2019, bawasanya kami
mengikuti  pelelangan umum = pascakualifikasi dokumen
pengadaan pekerjaan konstruksiNe. Y01 tanggal 28 November
2016 bukan tender, yang kamilikuti adalah pelelangan umum
pascakualifikasi sesuai defigan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 dan perubahannya No. 70 Tahun 2012 yang mengatur
pengadaan barang‘'dan-jasa dilingkungan pemerintah tidak ada
tertuang bahasa, tender; ------------==-— oo
Adanya kegjasama dalam peminjaman perusahaan PT Bangun

Mitra Apadi tidak pernah meminjamkan perusahaan pada pihak

Adanya keterkaitan hubungan kakak adik antara Komisaris
PT Bangun Mitra Abadi dengan PT Trimurti Perkasa, Gunawan
Sucipto dan effendi adalah benar tetapi tidak ada persekongkolan

pada pelelangan umum pascakualifikasi sesuai yang dituduhkan

Terkait dengan adanya kesamaan IP Address hasil;----------------—-
45.5.1 Berita acara penyelidikan saksi PT Telkom Indonesia
Divisi Regional Medan, Bukti Nomor B8 yang dihadiri
oleh Rasidin M. Hutagaol jawaban Nomor: 7,8,9,10 dan
11 dan jawaban atas pertanyaan KPPU Bukti Nomor

C38 (terlampir) bahwasanya tidak bisa dibuktikan;-----
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45.5.2 Berita Acara Penyelidikan Ahli Muhammad Safri Lubis

Bukti Nomor B13 jawaban Nomor 17 dan 18

(terlampir);--------—— oo

45.5.3 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi

Sdr. Rasidin M. Hutagaol pada Pemeriksaan Lanjutan

Bukti Nomor B15 jawaban Nomor 44 (terlampir);--------

45.6 Terkait adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dengan
nomor seri yang berurutan: Berita Acara Penyelidikan saksi
Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja
Medan Bukti Nomor 3 B yang diwakili Lidya Lora Stela ‘jawaban
Nomor 11 (terlampir); ---------=-==-==-mmmmmm oSl

45.7 Tentang kesamaan Metode Pelaksanaan ‘\dam  jawaban
pelaksanaan kami buat sesuai dengan dokumen lelang; ------------

45.8 Mengenai kesalahan pengetikan yang<sama*yang dituduhkan,
kami jelaskan bahwasanya kami tidaks,pernah kerjasama dalam
membuat penawaran; ------------- - S s oo

45.9 Demikian kesimpulan jawaban ™ini kami buat untuk dapat
dipergunakan. Kami mohon kepada Majelis Komisi untuk dapat
memutuskan yang seadil-adilnya; --------------==--cmmmmmmcmm -
Menimbang bahwa Terlapor,./III menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide
bukti TIII.3); —----mgm == oo
46.1 Exceptio TemPOris; —-----=-mmmm oo oo oo o
46.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 menyatakan  “Berdasarkan  laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan

ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan

Pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi

wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan

pemeriksaan lanjutan”;-------------—-=——-m—mmmmommo

46.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat(2)
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 menyatakan; ---

a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau

patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap

Undang-Undang ini dapat melaporkan secara
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tertulis kepada Komisi dengan keterangan
yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran,
dengan menyertakan identitas pelapor”; --------------
b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat
melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan
keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah
terjadinya pelanggaran serta kerugian  yang
ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor”
Bahwa berdasarkan Ketentuan ketentuan Pasal 39
ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat™(2)» Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ‘s€éeara normatif

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 hari terhitung

sejak adanya laporan; ~sss---#=---—-mmcmmmmmm
b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya

pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 hari

setelah adafiya‘laporan;-------------=--—-———=——=mmmo—-
Bahwa secata faktual, proses penyelidikan/penyidikan
perkara ‘a,quo-/telah dimulai setidaknya sejak tanggal
11 Mei, 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah
Medan\ sebagaimana terbukti dari adanya surat
Permintaan Dokumen; ---------=-=-=—=———mmmmmmmm
Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat
disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan
sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal
tanggal 11 Mei 2018; ----—-———-——mmmmmmmm
Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-

fakta yang ada, maka dalam perkara a quo demi
a. Penetapan Pemeriksaan Pendauluan; -----------------—-

b. Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan;-------

c. Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------
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46.1.7 Telah melapaui batas waktu 30 hari sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----

46.1.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan
fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan
Pendahuluan a quo telah lewat waktu/daluwarsa

karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo!

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5

Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum,

patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara/ No.
14/KPPU-L/2018untuk menyatakan tidak=diperlukan
Pemeriksaan Lanjutan;---------------—g--2 2o

46.2 Exceptio Error In Persona; --------------———-mmz -t
LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena™ Terlapor IIISebagai
Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif)
Bukan Merupakan Subyek HukumePasal 22 Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 --—--mmmmmm e
46.2.1 Bahwa TerlapofyIll, merupakan Organ/Struktur dari
Pemerintah~(pelaksana fungsi eksekutif) yang secara

Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar

dengan\ KPPU. Terlapor III bukan merupakan Pelaku
Usaha'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -------------omcmmmeeuv

46.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari
Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

larangan persekongkolan adalah hanya Pelaku Usaha

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 yang
menyatakan: ------------mmmmmmm

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

Dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol.” ----------------—————
46.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat
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diantara sesame Pelaku Usaha sebagaimana diatur

Pasal 3 huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

yang menyatakan;---------------mmmmmmm
Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah
untuk:

b. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha;”

Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah satu

tugas KPPU adalah untuk memberikan( saran/ dan
pertimbangan terhadap kebijakan/tindakan hukum
dari Pemerintah (ic. Terlapor IlI) yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan/atau petrsaingan usaha tidak
sehat (vide Pasal 35 huruf4e Undang-Undang No. 5
Tahun 1999);-----—--mmmme B
Bahwa secara mutatis mutandis, kebijakan Pemerintah
(ic. Terlapor III) tetseébut tidak bisa diadili dan
dihukum. Kebijakan’ dimaksud adalah merupakan
domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal
36 angka«8 jo! Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang
No. “6, Tahun 1999 KPPU hanya berwenang untuk
memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan
Pemerintah (ic. Terlapor III); ------------=-——-—mmmmc e~
Bahwa  secara  normatif-yuridis pada  intinya

Pemerintah (ic. Terlapor IIlI) tidak termasuk dalam frase

“pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----------------------
Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara
normatif-yuridis Undang-Undang No. S Tahun
1999tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
Pihak Lain; --------=-=—=- oo
Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan
pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,
sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf ¢ adalah: -------

Pasal 3
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Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah

C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku

46.2.9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c,
dapat diketahuiruh dari Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha

bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor III). ---«4-==2-2.=2

46.2.10 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha
dan best practices yang ada di dunia,juga dinyatakan
pada intinya aktifitas Pemerintah(dikecualikan dalam
Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga
Pemerintah bukanlah subyekshukum dalam hukum

Persaingan Usaha. -----#==---¢-- oo

46.2.11 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan
sebagai Pihak{lain\dalam Pasal 22 Undang Nomor 5

Tahun 1999 adalah ------------------———mmmm -

a. Pelaku~Usaha lain;-------------=————————ommmmme

b. Pélaku Usaha Pesaing; dan -----------------—-ocmcceeu-

c.. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender

namun turut mengatur dan/atau menentukan

pemenang tender;--------------mmmmmoe

46.2.12 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan
argumentasi hukum Terlapor III di atas, terbukti

secara normatif-yuridis Terlapor III demi hukum tidak

dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha

maupun Pihak Lain; -------------=-———mmm o~

46.2.13 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku
dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor III)
dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak dapat

menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk

terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan; --
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46.2.17

46.2.18
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Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan
antara Terlapor III dengan Terlapor lain — quod non,
maka itu merupakan domain dari penegak hokum
bukan domain KPPU; ----—--—-————- e
Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
sebagaimana  tercantum = dalam  Putusan  No.
493 /Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung
norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor
III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang<Undang
No. 5 Tahun 1999; ~——-——————— e
Bahwa berdasarkan ketentuan normatifisebagaimana
ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka "8 jo. Pasal 1
angka 5 Undang-Undang No. <5\ Tahun 1999 telah
terang dan jelas terbuktisecara normatif-yuridis,
Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22
Undang-Undang No. S«Tahun 1999 yang mengatur
tentang larangan persekengkolan; -----------------------—-
Bahwa oleh karena’ Terlapor III yang merupakan
bagian/struktur ‘dari Pemerintah, maka dalam rezim
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor III demi
hukum\ tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan
melakukan/terlibat dalam persekongkolan; --------------
Bérdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta
dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa
Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999.Cukup
beralasan hukum kiranya Terlapor III demi keadilan
mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa
perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor III
yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Error in
Persona” dan menolak LDP Tim Investigator atau
setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima
(Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan pula
tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau
menyatakan Terlapor III tidak melakukan pelanggaran

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------
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46.3 Dalam Pokok Perkara; --------=--=-————— o
Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian
Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;-----------------
Bahwa Terlaporlll menolak seluruh dalil-dalii LDP Tim
Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan
menguntungkan  kepentingan  hukum  Terlaporlll dalam
pemeriksaan perkara a quo; ------------=-—-mmmmmmmmm 23

46.4 Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nemor) 5
Tahun 1999, -
46.4.1 Bahwa Terlapor III menyangkal dan me€niolak dengan

tegas dalil-dalil LDP Tim  Investigator yang
menguraikan tentang Dugaan | Pelanggaran pada
halaman 41 sd. halaman 63.{Pasal22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan; -----------
“Pelaku usaha dilarangbersekongkol dengan pihak lain
untuk mengatur dan atawmenentukan pemenang tender
sehingga dapat™mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak’'sehaty” ------------==---=-mmmm oo
46.4.2 Bahwa dalam.perkara a quo, terdapat beberapa unsur
Pasal, yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan
Rendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi
wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan
Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak

melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun

46.4.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi
tersebut adalah; ---------------------e e

a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan; -----------------

Definisi bersekongkol/persekongkolandemi hukum

diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8

yang menyatakan :

“PERSEKONGKOLAN atau konspirasi usaha adalah
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA
DENGAN PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku
usaha yang bersekongikol.”
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Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana
dalam dalil LDP adalah Persekongkolan Tender
khususnya Persekongkolan Vertikalyang dilakukan

antara Terlapor III dan Terlapor lainnya — quod non.

Sebagaimana telah Terlapor III uraikan pada bagian
Eksepsi Error In Persona sebelumnya, pada intinya
persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pelaku usaha AJaifinya.
Faktanya Terlapor III merupakan bagian / dari
Pemerintah dan tidak dapat dikategbOtikan sebagai

pelaku usaha maupun pihak lain, -----*s=----------—---

Secara normatif-yuridis, Pasal®22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah

hukum “Persekongkolam\Vertikal”. ---------------coo---

Faktanya, istilakh /“Persekongkolan Vertikal” baru
muncul /~dalam  Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal
38 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak
mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan

peraturan tetang persekongkolan. ------------------—---

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2
Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum.
Segala pertimbangan hukum harus kembali
merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999. --—————-——-mmmmmemme

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator
didasarkan pada dalil "Persekongkolan Vertikal”
maka demi hukum unsur persekongkolan tidak
terpenuhi sebagaimana Terlapor III uraikan pada

bagian Pokok Perkara ”B. Persekongkolan Vertikal
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Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 ---—--——-—ommmmmmm
. Unsur Pihak Lain; --------=--—-———————mmme e~
Pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya
telah terang dan jelas siapa saja yang dapat
dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku
usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak
yang tidak terlibat langsung dalam tender namuh
turut mengatur dan/atau turut menéntukan
pemenang tender;----------------mmmmcmmmmem bl
Terlapor III yang merupakan “‘bagian dari
Pemerintah demi hukum tidak dapat
dikategorikan sebagai Pihak(Lain oleh karena itu
sepanjang LDP Tim Investigator
menyatakan/mengkategorikan Terlapor III sebagai
Pihak Lain terlebih jika, dihubungkan dengan dalil
"Persekongkolan Vertikal”, maka demi hukum unsur

Pihak Lain a“quoitidak terpenuhi. ----------------—--——-

Bahwa, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
sebagaimana tercantum dalam Putusan No.
85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji
materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang

memperjelas makna “pihak lain”. ----------------o -

Mahkamah Konstitusi pada intinya  menafsirkan
bahwa makna “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga
Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai

sebagai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha

Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa “pihak
lain” tidak Dbersifat tanpa batas dan dapat

menjangkau siapa sajadan harus dimaknai secara
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terbatassampai pada pihak ada kaitannya dengan
pelaku usaha. Sesusai pertimbangan halaman 190
Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti
yang cukup untuk  membuktikan adanya
keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan
keterkaitannya dengan pelaku wusaha. Dengan
demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang
cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan
pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan

sebagai bentuk persengkongkolan. ----------8---2--——-

Bahwa tidak ada satupun bukti,yangsdisampaikan
dalam LDPtentang keterkaitan) Terlapor III dalam
dugaan persengkongkolan(perkara a quo, sehingga
demi hukum Terlapor Ml tidak dapat diartikan
sebagai pihak yang terkait-dengan pelaku usaha lain

dalam perkara @ quO;===-------------------mmmmmmmo——

. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha
TidakSehat; ---------—-——————— oo
Secara \normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan
limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak
Sehat sebagai berikut; -------------—-——cmom

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

6. “Persaingan usaha tidak sehat adalah
Persaingan  antar Pelaku Usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha”
Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No.
S5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang

perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah
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(ic. Tergugat III) salah satunya dengan menyatakan
Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat
terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (vide Pasal 1

Selanjutnya, secara yuridisPasal 22 Undang-Undang
No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum Rule of
Reason, maka:---------—--————————mmoo "
1) Unsur Pasal 22 berupa “mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat” harus, nyata-
nyata terjadi dan terpenuhi; ----==F===ao -
2) Unsur Pasal 1 angka 6 berupa,“cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan  usaha? harus nyata-nyata
dibuktikan.--------"Fss -5t

Dalil LDP Tim Investigator pada halaman 62 yang
menguraikan tentang unsur “Dampak
Persaingan”sama’ sekali tidak  membuktikan
persaingan™usaha tidak sehat secara nyata-nyata
telah terjadi. ------------—-—mm
Tim “Investigator yang telah menghabiskan waktu
lebih dari berbulan-bulan untuk melakukan
penyelidikan  ternyata  tidak juga  mampu
menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. ---
Dengan demikian, demi hukum unsur
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat tidak terpenuhi ------------——-——- oo
Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan
tidak terpenuhinya; --------------=-——mmm
a. Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal
yang didalilkan Tim Investigator;--------------------——-

b. Unsur pihak lain;dan-------------=--=---ooece e~
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c. Unsur mengakibatkan persaingan wusaha tidak

Maka Terlapor III demi hukum harus dinyatakan tidak
bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999; —-------——-mmcmmmmmmmm
Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-
fakta dan argumentasi-argumentasi hukum di atas]
terbukti tindakan hukum Terlapor III dalam proses
pelelangan paket pekerjaan Objek Perkara “tidak
melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5, Tahun
1999. Maka patut dan layak kiranya®bagi Majelis
Komisi untuk menolak LDP Tim, Investigator atau
setidak-tidaknya menyatakan Tidak ‘Dapat Diterima
(Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan tidak
diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau
menyatakan Terlapor ‘Hl=tidak melanggar Pasal 22

Undang-Undang Ne. 5Fahun 1999; -------------------——--

46.5 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22

Undang-undang Nomor-5 Tahun 1999; ----------------mmmmmmmm -

46.5.1

46.5°2

Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan
menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya tentang
Rersekongkolan Vertikal karena bertentangan dengan
ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1
angka 5 jo. Pasal 1 angka 6jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal
3 huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; --------—--
Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan: ------------mmmmmmm
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak
lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”; ------------
Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan; -------------=--—-———cmmmmmmm——
“Persekngkolan atau konspirasi usaha adalah
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku

Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain dengan
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maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----
Bahwa Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan; --------------mmmmmmm o
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesiq, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan

usahadalam bidang ekonomi”

Bahwa Pasal 3 huruf c¢ Undang-Undang Nomor S
Tahun 1999 menyatakan; ---<-=c--=#-------------mmmmmo—

“Tujuan pembentukantundang-undang ini adalah

“mencegah praktek=monopoli dan atau persaingan

usaha tidakysehat yang ditimbulkan oleh Pelaku

Usahadan” $<-----------mommmmmmm e

46.5.3 Bahwa secara-normatif-yuridis berdasarkan ketentuan
Pasal 22 jo.Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal

3 huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut,
persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan antara

pelaku wusaha dengan pelaku wusaha lain tanpa
menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor III); --------------—---

46.5°4 Bahwa dengan demikian, berdarsarkan Pasal 22 jo.
Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf
c,Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal
persekongkolan vertikal; -----------—-———c oo

46.5.5 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No.
S Tahun 1999 menyatakan; ----------=--=--=-———omoommem——

Tugas komisi meliputi: Menyusun pedoman dan atau

publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini-----

46.5.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f
dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan

KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Persekongkolan Dalam Tender; -----------------——- oo ——-
Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah
hukum “Persekongkolan Vertikal”. Istilah
“Persekongkolan Vertikal” baru lahir dan dikenal dalam
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010.-----------------------4
Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No.\ 2
Tahun 2010 yang antara lain mengatur “tentang
Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak  seswai dan
tidak berdasar/bertentangan dengan notmanPasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----%=s--mmmcmmmeeu
Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyatakan: -------------mm- e
Pasal 7
(3) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas;

a. Undang-Undang Dasar  Negara Republik
Indenesia Tahun 1945;

b, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ------
c. "Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

Bahwa berdasarkan azas hukumLex Superiori Derogat
Lex  Inferiori, peraturan  yang lebih tinggi
mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.
Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2

Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma
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dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun

46.5.11 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU
untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan
yang bersifat regeling (mengatur). KPPU hanya diberi
kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara

hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak

boleh melahirkan norma baru berupa "Persekonhgkolan
Vertikal”--------—- oo
46.5.12 Bahwa seharusnya KPPU membuat “ataran untuk

melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma

baru berupa Persekongkolan Vertikal.y)Dengan adanya

norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2
Tahun 2010 maka merubah«esensi ketentuan Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ---------------cmmmeeu
46.5.13 Bahwa Undang-Undang- No. 5 Tahun 1999 tidak
memberikan keWenangan maupun tugas kepada KPPU
untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang
bersifat regeling), kecuali tentang: ----------------------———-
a. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat
dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4));----------

b.( Tata cara penyampaian laporan atas dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
(vide Pasal 38 ayat (4));----------=-—=-==-——mmmmmmmm
46.5714 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan
keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk
menyatakan Terlapor III terlibat / melakukan
Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan
Tim Investigator terhadap Terlapor III melakukan
Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP
angka3 tentang persekongkolan tender pada halaman
20 sd. 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan
Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan

dikesampingkan; --------------mmm oo
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Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat
(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak
memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada
Pemerintah  (ic. = Terlapor  III). KPPU  hanya
dapatmemberikan sanksi kepada Pelaku Usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999; ~——-——————— s
Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, faktaz
fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas’ s€cara
normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No."'§ Tahun
1999 mengatur Persekongkolan hanya  dapat
terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha“yserta tidak
mengenal istilahPersekongkolan< Vertikal. Maka demi
hukum, patut kiranya bagi ‘Majelis Komisi untuk
menolak LDP Tim Investigator ratau setidak-tidaknya
menyatakan LDP Tim Inwvestigator tidak dapat diterima
(Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan tidak
diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau
menyatakan™ Terlapor III tidak melanggar Pasal 22

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -------------------——--

46.6 Proses Pelelangan Raket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal

Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Telah Dilakukan

Sesuai Dokumen Pengadaan Yang Berpedoman Pada Peraturan

Perundang-Undangan; -----------=-—=————cmmmmmmmm e

46.6.1

46.6.2

Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan
menolak dalil LDP Tim Investigator dan Terlapor III
telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-
Binjai Raya (Medan)-Belawan sesuai dan berpedoman
pada Dokumen Pengadaan; ---------------—-——--mmommmme—-
Bahwa proses pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-
Belawan dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui

website LPSE Kementerian PUPR yaitu

http: / /lpse.pu.gp.id; ~==========m=memmemae e memececee e en
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46.6.3 Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua
Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah
terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan
Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. Terlapor III
maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat
menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta

dalam pelelangan a quO; -----------—-=——-——mmmmmmme 2

46.6.4 Bahwa pelelangan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal
Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. dilakukan
dengan metode Pascakualifikasi dengan_ sistem gugur.
Berdasarkan Dokumen Pengadaan, '\ Terlapor III
melaksanakan beberapa tahap' ‘evaluasi sebelum
akhirnyamenyatakan PT Dewanto Cipta Pratama (ic.
Terlapor I) sebagai calon"permenang; -----------------------

46.6.5 Bahwa merupakan fakta-hukum, terbukti dari Berita
Acara Hasil Pelelangan” Pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi No.%07/PJNMM-2017/PKT-01 tanggal 22
Desember “2016 (Terlampir), hasil evaluasi oleh
Terlapor Ul'dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-
Binjai Raya (Medan)-Belawan dimaksud adalah; --------
ay Koreksi Artimatik; —-----=-=-=-=————mmmmme

1) Peringkat I, PT Sumber Mitra Jaya;----------------
2) Peringkat II, PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT

Rapi Arjasa KSOj;------------—-mmmmmmmmmm
3) Peringkat III, PT Dewanto Cipta Pratama (Ic

Terlapor I); ------—-=——-m o
4) Peringkat IV, PT Amarta Karya; ---------------——--—-
5) Peringkat V, PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor

6) Peringkat VI, PT Karya Murni Perkasa; -----------
7) Peringkat VII, PT Bangun Cipta Kontraktor; -----
b. Evaluasi Administrasi; -------------——mmeee
Evaluasi Administrasi dimulai dari 3 (tiga)

penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan
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dilanjutkan terhadap penawaran terendah
berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak
memenuhi syarat/gugur evaluasi; ------------------—---
. Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III
melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan, meliputi; ----------------------2-2
1) Surat Penawaran; --------------------m—o——- A0 -
2) Surat Jaminan Penawaran Aslij-----;----%---#--—--
3) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);====ac----—--——-
4) Daftar Kuantitas dan Harga yanhg telah diisi
harga satuannya; ---------=¢-2----3- - —cmmm -

5) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi
(apabila bermitra); - s ---#= - -

6) Dokumen lain,‘wseperti daftar barang yang
diimpor (apabila“impor); ----------------—-=-mmcmmm -

7) Dokumefiypenawaran teknis; -----------------------
a) MetodePelaksanaan; --------------------o-cmmo--
b)wJadwal Pelaksanaan; ------------------=-ooccmo--

¢) \Daftar Peralatan; ----------------—-omcmmmcmmeo-

d) Daftar Personil Intij-------------=---cmmmcmme-

e) Daftar Bagian Pekerjaan yang akan di
subkontrakkan; dan -------------————————oe -

f) RK3K; ---mmmmmm oo

8) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
(khusus untuk peserta yang tidak
menyampaikan formulir TKDN, penawarannya
tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap
nol), dan; -------——————- o

9) Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan); -----
Jumlah Penawar yang tidak memenuhi: 1 (satu)
perusahaan; —------------mmmmmm

PT Sumber Mitra Jaya; ------------=-==-——-—mmmmmmmmmm
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Tidak Dievaluasi disebabkan Harga Penawaran
untuk Lingkup Pekerjaa Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Melebihi HPS; ---
Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi

syarat/lulus administrasi 6 (enam) perusahaan

2) PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor Ij; ===-3--
3) PT Amarta Karya; --------------—cmmmmmmote L~
4) PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapotrj; ----------
5) PT Karya Murni Perkasa; ----z-----"5-------------—-
6) PT Bangun Cipta Kontraktor; --3-------------------
. Evaluasi Teknis; —------————sf—2c-== 0o
Berdasarkan Dokumen™,Pengadaan pada tahap
Evaluasi Teknis ini Terlapor III melakukan evaluasi
terhadap unsur-unsuryang meliputi: ------------------
1) MetodePelaksanaan; ------------=--==-—-mmmcmmmmo-
Tahapan /urutan pekerjaan dari awal sampai
akhir..secara garis besar; uraian/tata kerja
masing-masing jenis pekerjaan
utama/penunjang/sementara; --------------------
2) Jangka Waktu Pelaksanaan; ---------------------—-
Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima
pertama/PHO); ---------—-—mmmmmo o
3) Peralatan Utama;-----------------——-—mmcmmomme
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah
peralatan sesuai dengan Lembar Data
Kualifikasi (LDK); --------=--=-=——mmmm oo
4)  Daftar Personil Inti;---------------—-—cmmemme -
Tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan,
pengalaman  kerja, keahlian/keterampilan,
jumlah masing-masing posisi, ditempatkan

penuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai

S) Pekerjaan yang disubkontrakkan; ----------------
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Harus sesuai dengan persyaratan dalam LDK; -

Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan
program K3 yang menggambarkan penguasaan
dalam mengendalikan resiko bahaya K3;--------
Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak

lulus 3 (tiga) perusahaam;-------------------——--—-4

e. PT Medan Jaya Cipta Sarana — PT Rapi Arjasa KSO;

Penawar tidak memenuhi terhadap 2 4 pénilai

persyaratan teknis yaknij-----------------o-om-b—— 2

1)

2)

Metode Pelaksanaan; --------------“28===a -
Penjelasan metode pelaksananaan pekerjaan
pembersihan jembatan yang ‘menjadi bagian
dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan
yang merupakan (~Pekerjaan Utama yang
disampaikan oleh=peserta Yaitu " Permukaan
Jembatan syang=akan di cat wulang harus
dibersihkanidari karat, kotoran dan sejenisnya
dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana
yang dimaksud dengan pembersihan jembatan
jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan
sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas
jembatan termasuk pada pipa cucuran dan
drainase lantai jembatan,landasan, bangunan
bawah, daerah jalan pendekat serta daerah
aliran sungai ,100 meter arah hulu/hilir
jembatan dan pembersihan jembatan harus
dilaksanakan 1 bulan sekali;--------------—--—————-
Daftar Personil Inti;-------------—-——-—- oo~
a) Pengalaman Personil Quantity Engineer

kurang dari yang dipersyaratkan; -------------

Dokumen Pengadaan : 5 tahun; -------------—--

Dokumen Penawaran : 4,3 tahun; ----—----—-----
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b) Pengalaman Personil manajer Kendali Mutu
kurang dari yang di persyaratkan;-------------
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; ---------------
Dokumen Penawaran : 2,7 tahun; -------------
c) Pengalaman Personil Ahli K3 kurang dari
yang dipersyaratkan;--------------------—oomo——
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; ---------------4
Dokumen Penawaran : 1,6 tahun; ------------=
f. PT Amarta Karya; -------------—-—-cmmmmmmm— A Z0T-2
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilaian
persyaratan teknis yakni: --------------“ZFmm—no -
1) Metode Pelaksanaan; ---------z--2 %% mmmcmmomme

a) Pada penjelasan pekerjaan AC- BC terdapat

KESALAHAN dimana “dijelaskan sebelum
pelaksanaan pekerjaan AC-BC
dilaksanakanspelaksanaan pekerjaan Prime
Coat tidak==sesuai dengan pelaksanaan
peketjaan/paket yang dilelengkan dimana
lapisam  AC-BC  dilaksanakan  diatas
permukaan aspal baru (AC-Base) pada
pelebaran dan permukaan aspal lama pada
badan jalan existing dimana sehatrusnya
memaai perekat Tack Coat; ----------------—--

b) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan

pekerjaan Laston Lapis aus AC-WC;j---------

c) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan

untuk pekerjaan pembersihan jembatan
sebagai bagian dari Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin Jembatan yang
merupakan salah satu Pekerjaan Utama;---
2) Jadwal Pelaksanaan;-----------------———comommmm——-

Penyusunan jadwal pekerjaan pemeliharaan

rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan

tidak sesuai dengan yang di minta dalam

Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data

Pemilihan Huruf B.4.dan huruf F2; --———----—-----
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d. PT Karya Murni Perkasa;-----------------—-cmmcmmeme -
Penawar tidak memenuhi terhadap penilaian
persyaratan teknis yakni; -----------------mmcmmcmmmm -
1) Metode Pelaksanaan; ----------------——-omcmmmmme—

Penjelasan metode pelaksananaan pekerjaan
pembersihan jembatan yang menjadi bagian
dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan
yang merupakan Pekerjaan Utama  yang
disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan
Jembatan yang akan di cat ulang, harus
dibersihkan dari karat, kotoran dan=sejenisnya
dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan
alat pembersih lainnya. X tidak sesuai dimana
yang dimaksud dengan pe€mbersihan jembatan
jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu
Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan
sampah, ketoran-yang ada pada bangunan atas
jembatafy, termasuk pada pipa cucuran dan
drainase lantai jembatan,landasan, bangunan
bawah,” daerah jalan pendekat serta daerah
alitan sungai,100 meter arah hulu/hilir
jembatan dan pembersihan jembatan harus
dilaksanakan 1 bulan sekali; -------------=---————-
Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi
syarat/lulus teknis:--------------——cmmeme
a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II);-----
c) PT Bangun Cipta Kontraktor; -----------------
2) Evaluasi Harga; ----------—--——=————m oo
Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran
yang memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis; --------------—--—mmmmmmmmm -
Unsur yang dievaluasi yaitu;------------------—--—
a) Total harga penawaran terhadap HPS;------
b) Harga Satuan Timpang; -------------------——--
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c) Mata Pembayaran yang harga satuannya

d) Kewajaran Harga yang nilai penawaran <
80 % HPS (bila ada); ---------------=—-=--omeoo-

Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak
lulus nihil;--------------—-- e e

Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi
syarat/lulus harga 3 (tiga) perusahaan yaitu: -2
a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c TerlapotrI); -
b) PT Bangun Mitra Abadi (1c TerlaponII);-----
c) PT Bangun Cipta Kontraktor;=s===sc--—-—--——--

Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian
Kualifikasi;------=-=-===———st -2

a) Evaluasi dilakukan™" terhadap calon

pemenang lelang dan calon pemenang

cadangan (jikamada). Evaluasi formulir isian

kualifikasi’dilakukan dengan sistem gugur;

b) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan

terhadap pemenuhan persyaratan
kualifikasi, yaitu: --------------------cmmmem -

(1) Yang menandatangani Formulir Isian
Kualifikasi;----------=-=-=-=——-omm -

(2) Izin Usahaj-----------------mmmmmmmmom o

(3) Surat dan Pajak Tahun Terakhir serta
Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir;

(4) Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun
terakhir; ------—--—-———— -

(5) Kemampuan pada bidang dan sesuai
sub bidang; ---------------—--—cmme

(6) Penyediaan Fasilitas Peralatan dan
Personil; ---------———--—- e

(7) Pekerjaan yang sedang dikerjakan;----

(8) Kemitraan; ----------------mmmmmmmmm -

(9) KDj---mmmmmm oo

(10) Sisa Kemampuan Paket;-----------------

(11) Dukungan Keuangan (Modal Kerja);---
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Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak
lulus, nihil. Jumlah penawar yang dinyatakan
memenuhi syarat  kualifikasi 3 (tiga)
perusahaan yaitu:-----------=----—mmmmmm
a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); ---
b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); -------
c) PT Bangun Cipta Kontraktor; ------------------<
Bahwa Masa Sanggah 5 Hari Kalender (Tanggal 2%
Desember 2016 s/d 28 Desember 2016) telah. sésuai
dengan Permen PUPR Nomor : 31/PRT/M/2015
tentang Perubahan ke 3 Permen “PU==Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar ‘Dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksicdan Jasa Konsultansi
Pasal 35 Sanggahan Ayat. 35.1 Peserta yang
memasukkan penawarans, dapat menyampaikan
sanggahan secara elektrenikratas penetapan pemenang
kepada  Pokja ULP==disertai bukti terjadinya
penyimpangan/ melalui website, dengan tembusan
kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/
Lembagay., Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana
tercantumy, dalam LDP, dengan ketentuan: a.
Relelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman pemenang; atau b. Pemilihan
Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah
pengumuman pemenang; --------------------==--—=--————————
Bahwa sesuai dengan Adendum No. 01 Paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-
Binjai Raya (Medan)-BelawanBAB XII Daftar Kuantitas
Dan Harga pada Daftar 3. Mata Pembayaran

Konstruksi bahwa jenis pekerjaan sebagai berikut: -----

a. Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
b. Pasangan Batu dengan Mortar;--------------------
C. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus;---------------

d. Baja Tulangan U 32 Ulir; ------------=-—=—--ommmmmv
Bukan merupakan mata pembayaran pekerjaan

konstruksi; ---------mmm o
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46.6.8 Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan
Untuk Kontrak Tunggal Paket Preservasi Rehabilitasi
Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-
Belawan Nomor 01 tanggal 28 Nopember 2016 BAB III
Lembar Data Pemilihan (LCP) F. Dokumen Penawaran
Pasal 6. Pekerjaan Utama, pekerjaan perkerasan blok
beton pada trotoar dan median bukanlah pekerjaah
utama;

46.6.9 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada “\BAB II
tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka
29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan,“d. Apabila
dalam evaluasi teknis terdapat<hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Pokja WLP melakukan klarifikasi
dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
pPenawaran”; —--------- - S e

46.6.10 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi pada
saat evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan pada
PT Karya Muirni Perkasa dan PT Amarta Karya karena
tidak mememukan hal - hal yang kurang jelas atau
MmeTaAgUKam;------= - m oo

46.6.11 Bahwa. terhadap Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan
Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan,
Terlapor III telah melakukan evaluasi Administrasi,
evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian
kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian
kualifikasi tersebut Terlapor III telah melakukan
klarifikasi terhadap peserta pelelangan;---------------—---

46.6.12 Bahwa Terlapor III telah melakukan klarifikasi
terhadap refrensi kerja atau bukti lain yang diserahkan
oleh PT Medan Jaya Cipta Sarana namun pengalaman
personil masih kurang dari yang dipersyaratkan; -------

46.6.13 Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak
menemukan adanya kesamaan isi dan
kesamaan/kesamaan pengetikan antara PT Dewanto

Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi;--------------
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Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak
menemukan kesamaan isi/uraian dan format dokumen

PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra

Bahwa Terlapor III melakukan evaluasi terhadap
jaminan penawaran sesuai dokumen pengadaan pada
BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf €
angka 23.4 jaminan penawaran memenuhi ketentuah
sebagai berikut:--------------cmmo A SEECA S
a. Diterbitkan sesuai dengan nilai peruntukannya

pada pasal 23.1;--------—---—mmmm Sl
b. Jaminan Penawaran dimulai sejak ‘tanggal terakhir

pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam

c. Nama peserta samasdengan nama yang tercantum
dalam Jaminan Penmawaran;----------------=-=-————--—-
d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang
dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam
LD P s =g o m oo
e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan
dalam angka dan huruf; -------------=——-cmmcmmme
f.\ Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan
Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang
mengadakan pelelangan; ---------------——--o—cmmom——
g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang dilelangkan;----------------------—-———-
h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja
ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan;-----------
i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan
kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus

ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; ----
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46.6.16 Bahwa Terlapor III tidak menemukan adanya
indikasi/dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh
peserta pelelangan pada proses lelang Objek Perkara,
sehingga tidak ada klarifikasi khusus terhadap hal-hal
yang diuraikan Tim Investigator dalam LDPnya;---------

46.6.17 Bahwa oleh karena Terlapor Il tidak menemukan fakta
dugaan persekongkolan dan tidak melakukan
klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang dimaksud
oleh Tim Investigator, tidak dapat secara otomatis dan
serta merta diartikan Terlapor III menyetujui dan/atau
memfasilitasi terjadinya persekongkolan;=#===sc -

46.6.18 Bahwa dalil Tim Investigator yang. menyatakan pada
intinya Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi
peserta pelelangan untuk bersekongkol tidak dapat
diterima secara hukum dan tidak dapat dijadikan
dasar untuk menyatakan=Terlapor III melanggar Pasal
22 Undang-Undang Ne:*6-Tahun 1999 karena; ----------

46.6.19 Bahwa dengam™\tidak adanya alat-alat bukti yang
mendukung* dalil> Tim Investigator tersebut, maka
timbul kesan.’seolah-olah Terlapor III sebagai Pokja

dijadikan ‘Subyek Hukum pelengkap dalam perkara a

46.6.20/  Bahwa pola penegakan hukum yang dipraktikan oleh
Tim Investigator KPPU jelas tidak sehat serta tidak
mencerminkan sikap fairness dan keadilan, karena
mau/tidak mau dalam Putusan KPPU kelak akan
memiliki dampak hukum bagi Terlapor III padahal
segala tindakan hukum Terlapor Il telah sesuai dan
berpedoman pada Dokumen Pengadaan; -----------------

46.6.21 Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dan
argumentasi hukum di atas, Terlapor III mensomeer
Tim  Investigator untuk dapat membuktikan
bahwasannya Terlapor III secaranya nyata memberikan
persetujuan dan/atau secara aktif memberikan
fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan

persekongkolan. ----------—-—mmommmmmmm
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Bahwa mengingat beban pembuktian berada pada
pihak Tim Investigator, maka patut kiranya Terlapor III
mohon kepada Majelis Komisi untuk berani
menyatakan bahwasannya Terlapor III tidak melanggar
Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jika Tim

Investigator tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai

a. Terlapor III secara nyata-nyata memberikan
persetujuan kepada peserta pelelangant tntuk
melakukan persekongkolan;--------------—--%--—2————

b. Terlapor III melakukan secara“™nyata-nyata
melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas
kepada peserta pelelangan |, untuk melakukan
persekongkolan; ---------sc-Sg - oo

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi

hukum diatas, terang damn, jelas dalil Tim Investigator

tidak didukung adanya=alat bukti yang membuktikan

Terlapor III secara nyata telah ~memberikan

persetujuan™dan atau Terlapor III secara nyata telah

melakukan -perbuatan aktif memberikan fasilitas
kepada\peserta pelelangan untuk bersekongkol; --------

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta

dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto

maupun de jure Terlapor III tidak terbukti melakukan
tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang
paket pekerjaan Objek Perkara a quo maka secara
mutatis mutandis Terlapor III juga tidak terbukti telah

melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun

Dalam Eksepsi adalah sebagai berikut: -------------—--——-
a. Menerima Eksepsi Terlapor III untuk seluruhnya;
b. Menolak LDP Tim InvestigatorAtau Setidak-
Tidaknya Menyatakan LDP Tim InvestigatorTidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);--;
c. Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan

Lanjutan; ------------mmmmm o
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d. Mengeluarkan Terlapor III Sebagai Pihak Dalam
Perkara a quo;-------------—-mmmmmm
e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam

PerkaraaquoKepada Komisi Pengawas Persaingan

46.6.26 Dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----------------——-
a. Menolak LDP Tim InvestigatorUntuk Seluruhnya
Atau Menyatakan LDP Tim InvestigatorTidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);=-=--

b. Menyatakan Terlapor III Tidak Melanggar Rasal 22
Undang-Undang No. S Tahun 1999. Tentang
Larangan Praktek monopoli. Dany  Persaingan
Usaha Tidak Sehat; -------—-»¢-2————3-—ommmmme -

c. Menyatakan Terlapor II Bukan Subyek Hukum
Pasal 22 Undang-Undang” No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangams=~, Praktek monopoli Dan
Persaingan Usahda TFidak Sehat; -----------------—---—-

d. Menyatakaty Terlapor III Telah Melaksanakan
Proses Lelang Paket Pekerjaan Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai
Raya \(Medan)-Belawan, Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan; ----------------—---

e.\ Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam
Perkara A Quo Kepada Komisi Pengawas
Persaingan Usaha; atau -----------------——-—cccee -
46.6°27 Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara
Persaingan Usaha 14/KPPU-I/2018berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo.
Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan

perubahannya) jo. Dokumen Pengadaan (ex aequo et

47. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan
Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi

Nomor 25/KPPU/Pen/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang
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49.

50.
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Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14 /KPPU-1/2018 (vide bukti

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,
Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor
65/KPPU/Kep.3/VI[/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penugasan
Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi
Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018 (vide bukti A112); --------—-mmcmmmmmmmes
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikah
Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A114,
A115 dan A116); —————mmmmm oo
Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,
Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaiahyyang cukup

untuk mengambil putusan. -------------------mmme

halaman 202 dari 243



SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi,
keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau
dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh
Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganaliSis,
menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat buktiwyang
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan‘oleh para
Terlapor dalam Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018. Dalam “ymelakukan
penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan bebérapa\bagian sebagai

berikut: ------mm e e o

Tentang Identitas Para Terlapor; ------------ S - gt oo
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-------------------——————-
Tentang Aspek Formil;------------——2c-8-fmmom oo
Tentang Kronologis Tender;---—=s=-%& -3 — oo oo
Tentang Persekongkolan Horizontal; --------------—-———c oo

Tentang Persekongkolan Vertikal; ---------------cecoemeee e e

No ok b=

Tentang Pemenuhan Unstir Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ---------—--——-————— oo

1.1 “Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama, beralamat di Jalan Ruko
Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52, Jalan Letjen
Suprapto, Jakarta Pusat, Indonesia yang terakhir diketahui
beralamat surat menyurat di Apartemen Gading Mediterania
Residences Unit CB/06B/J Jalan Boulevard Bukit Gading Raya,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, merupakan
badan usaha Dberbentuk badan hukum yang didirikan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik
Indonesia dengan Akta Nomor 122 tanggal 30 April 1997 yang
dibuat di hadapan Notaris Soehartono, S.H., Notaris di Surabaya

dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
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Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-
9139HT.01.01 Th.1997. Anggaran Dasar Terlapor I telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor
01 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy
Pramono, S.H. M.Kn., Notaris di DKI Jakarta. Terlapor I bergerak
di bidang usaha perdagangan ekspor, impor dan interinsulair,
perbengkelan, bidang industri, bidang jasa terutama jasa
konstruksi dengan NPWP 01.214.458.0-027.000. Bahwa
berdasarkan dokumen Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian
Nomor 3172-KM-16022019-0008 tanggal 18 Februari 2019,
Direktur Utama PT Dewanto Cipta Pratama SdrIr=Dedy Eko

Sukamto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019;---

Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi beralamat di Jalan Karya
Kasih Nomor S58L, Pangkalan Masyur,s\ Medan Johar, Medan
Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk
badan hukum yang didirikan kerdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Negara Republiky Indonesia dengan Akta Nomor 30
tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris
Mauliddin Shati, S.H¥*Notaris di Medan dan Akta Perubahan
Terakhir Nomot 68 'tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat
dihadapan Notaris. Lie Na Rimbawan, S.H. Notaris di Medan.
Berdasarkan ’izin usaha di bidang Pembangunan, Terlapor II
bergerak di bidang Pemborongan pada umumnya (General
Contractor) meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi
gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan,
pengairan (Irigasi), landasan udara, dermaga dan kegiatan usaha
terkait dan menjalankan usaha-usaha di bidang perdaganga,

dengan NPWP 02.996.913.6-121.000;---------====-—mmmmmmmmmmmom

Bahwa Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017,
beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 1, Kampung Baru, Medan,

Sumatera Utara, Indonesia;-----------=--=-——-—mmmmmmmmm
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Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Metropolitan Medan Direktorat Jenderal Bina
Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 24/KPTS/Br.S4/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Metropolitan Medan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementeriah
PUPR Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan ‘Pokja

Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut; ---------------c----8- -1

NIP isasi
No Nama Kedudukan O1jgan1sa.s g
unit saat ini
Akhmad Muklis, S.T., M.T. 196704242005021001 Ketua Balai Besar
2. ger;ry Hizkia Jonathan, | 198706042010121003 Sekretaris Manado
3. f/lnr;hka Sidabutar, S.T., | 196609191997%031001 Anggota Pekanbaru
4. | HardiIpan Leonard P, S.T. 196702092007011002 Anggota -
Budi Aemansyah, S.T. 197507052008121001 | Anggota -
6. | R. Abadirulian Ervantara, | 198812232014021002
ST Anggota Tugas belajar
7. | Pendi Manik 196505152007011003 | Anooota Sumut
Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;------------—---——-———-—

2.1

Bahwa objek perkara a quo adalah Tender Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) —
Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, dengan Sumber

Dana APBN Tahun Anggaran 2017; --------=--=-mmmmmmmmm oo

Nama Pekerjaan

Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin
(Stabat) — Binjai Raya (Medan) — Belawan

Satminkal

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

Satuan Kerja

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan
Medan

PPK

16 (Metropolitan Medan Barat, CS)

Kelompok Kerja

Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
Tahun Anggaran 2017
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Sumber Dana : | APBN Murni

Tahun Anggaran : 12017

Harga HPS : | Rp64.726.490.000,00 (enam puluh empat miliar
tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah)

Nilai Pemenang : | Rp57.817.961.905,00 (lima puluh tujuh miliar
delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus
enam puluh satu ribu sembilan ratus lima
rupiah)

Nilai Pemenang |: | Rp62.981.408.845,00 (enam puluh dua miliar

setelah kenaikan sembilan ratus delapan puluh satu juta empat

Nilai Kontrak ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh
lima rupiah)

Rehabilitasi Jalan : | 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender

Pemeliharaan Rutin |: | 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender

Jalan

Pemeliharaan Rutin |: | 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kaleader

Jembatan

Metode Pengadaan |: | Pascakualifikasi

Metode : | Satu Sampul

Penyampaian

Metode Evaluasi : | Sistem Gugur

Tabel 2. Summary Tender

2.2 Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor diduga melakukan
pelanggaran ketentuan Pasal’'22“Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah/berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai
berikut: ------me e s

“Pelaku usahé.dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengdkibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” ---------

3. Tentang Aspek Formil; ---——-———- oo

3.1/ Menimbang bahwa sebelum menganalisa materi perkara, Majelis
Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terlapor III

terkait hal-hal formil berikut (vide bukti Kesimpulan TIII.3): ----------

3.2 Bahwa Terlapor III menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan
perkara a quo telah lewat waktu/daluwarsa berdasarkan uraian

sebagai berikut: -—-------mmmmmm

3.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Berdasarkan laporan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat
(2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan
dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu

atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”;-------------

3.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto
Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomog, 5

Tahun 1999, maka secara normatif yuridis; ---------4---—----

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 (tigac puluh) hari

terhitung sejak adanya laporan; ----------=-="=%-----——-——-

b. KPPU wajib menentukan perlu®, atau tidaknya
pemeriksaan lanjutan dalamejangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah adanya laporan; ----------------------

3.2.3 Bahwa secara faktual,«proses penyelidikan/penyidikan
perkara a quo telah/dimulai setidaknya sejak tanggal 11
Mei 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan
sebagaimana (tertbukti dari adanya surat Permintaan

DoKUM e, -—3 8 = o m oo oo oo

3.2.4 Bahwa ™wberdasarkan  fakta-fakta tersebut, dapat
disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan
Sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 11 Mei 2018;

3.2.5 Bahwa dengan hal tersebut batas waktu 30 (tiga puluh)
hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1)
juncto Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 telah melampaui batas waktu 30
(tiga puluh) hari;----------=-—————mmrme

3.2.6 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-
fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan
a quo telah lewat waktu/daluwarsa karena telah
melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka
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demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi
Majelis Komisi Perkara No. 14/KPPU-I/2018 untuk

menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;-------

3.3 Bahwa Terlapor III bukan merupakan subjek hukum dalam Pasal

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Exceptio Error in

Persona) berdasarkan uraian sebagai berikut: ---------------------——-

3.3.1

3.3.2

Terlapor III adalah organ/struktur dari pemerintah.yang
secara Tata saha Negara memiliki kedudukan yang.sejajar
dengan KPPU dan bukanlah pelaku usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999; --------mmmm oo A

Bahwa berdasarkan doktrin hukumspersaingan usaha dan
best practices yang ada di duniaj juga dinyatakan pada
intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-
Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah
subyek hukum dalam/hukum Persaingan Usaha, hal ini
sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
sebagaimana tercantum dalam Putusan No.

493 /Pdt.Susf201 1; —-------mmmmmm oo

3.4 Berkaitan dengan uraian pada butir 3.2 tentang hukum, Majelis

Komisi nemberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------------—-

34.1

3.4.2

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 43
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah  menerima  laporan, dan  Komisi  wajib
menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama
30 (tiga puluh) hari; -------------——m

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, tata cara mengenai penyampaian
laporan dugaan pelanggaan selanjutnya diatur lebih lanjut

oleh Komisi yang kemudian dituangkan dalam Peraturan
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Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara; -------------—--—mmmmmmmom o

3.4.3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Ketua Komisi
menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan

Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui Rapat Komisi;

3.4.4 Dalam perkara a quo Ketua Komisi telah menerbitkan
Surat Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/Pen/XIl/2018
tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara “ Nomor
14 /KPPU-1/2018 pada tanggal 17 Desember 2018 (vide
bukti Al); —---mmmm

3.4.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat.{l) Peraturan Komisi
Nomor 1 Tahun 2010, Majelis,Komisi menentukan jadwal

Pemeriksaan Pendahuluang-----%------------------cmmcommme -

3.4.6 Selanjutnya berdasarkan‘Surat Keputusan Majelis Komisi
Nomor O08/KMK/Kep/I/2018 tentang Jangka Waktu
Pemeriksaan (Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-
/2018, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selambat-
lambatnya, 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret
2019.yDalam Surat Keputusan tersebut, Majelis Komisi
menetapkan hari sidang pertama adalah tanggal 29

Januari 2019 (vide bukti A4); --------——————mmmm

3'4.7 Bahwa tanggal 11 Mei 2018 yang dimaksudkan oleh
Terlapor III adalah proses penyelidikan/penyidikan
perkara a quo oleh KPPU di Kantor Perwakilan Daerah
Medan. Hal itu bukanlah awal proses dari Persidangan
Majelis Komisi dalam tahap Pemerikaan Pendahuluan,
sehingga  penentuan jangka  waktu  Pemeriksaan

Pendahuluan dimulai pada tanggal 29 Januari 2019 ; ------

3.4.8 Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.4 tentang
hukum, Majelis Komisi menilai bahwa Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-1/2018 sudah
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sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 38
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, sehingga tidak daluwarsa atau lewat waktu; ----------

Berkaitan dengan Exceptio Error in Persona sebagaimana
diuraikan pada butir 3.3 tentang hukum, Majelis Komisi

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ------------—--—coceco—-

3.5.1 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun .1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 merupakan_pasal
yang melibatkan subjek hukum pelaku usaha“dan pihak
yang terkait dengan pelaku usaha lain. Pasal’22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mengatur bahwa
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku
usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender / sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan‘usaha tidak sehat”; -------------------

3.5.2 Bahwa Pasal(l angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan, “Persekongkolan atau konspirasi
usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan

pelaku usaha yang bersekongkol”; ------------==----mmmmcuuuov

3.5.3 )" Bahwa pemaknaan pihak lain menurut berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV /2016
terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain”
dalam persaingan usaha tidak sehat, sehingga juga

mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha

3.5.4 Bahwa dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak
lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menunjukkan bahwa undang-undang telah

menegaskan kekuatan mengikat pasal tersebut tidak
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terbatas pada Pelaku Usaha saja tetapi subjek hukum di

luar Pelaku Usaha;

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait

dengan pelaku usaha lain dalam perkara a quo adalah

Terlapor III selaku penyelenggara tender yang terkait

dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender;--

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai
kronologis tender sebagai berikut: -----------—-cmmmmmmm L
No | Tanggal Tahapan Keterangan
1 28 November-12 | Pengumuman
Desember 2016 Pascakualifikasi
2 28 November-12 | Download
Desember 2016 dokumen
pengadaan
3 S Desember 2016 | Pemberian
Penjelasan
4 Upload Dokumen | Terdapat’7 (tujuh) perusahaan
Penawaran yang'memasukan dokumen
penawaran, yaitu:
a. PT Sumber Mitra Jaya
06 Desember-13 b. PT Medan Jaya Cipta Sarana
Desember 2016 c. PT Dewanto Cipta Pratama
d. PT Amarta Karya (Persero)
e. PT Bangun Mitra Abadi
f. PT Karya Murni Perkasa
g. PT Bangun Cipta Kontraktor
S Pembukaan Terdapat 7 (tujuh) perusahaan
Dokumen yang memasukan dokumen
Penawaran penawaran, yaitu:
a. PT Sumber Mitra Jaya (Rp.
52.141.346.294)
b. PT Medan Jaya Cipta Sarana
(Rp. 54.359.486.824)
c. PT Dewanto Cipta Pratama
;gg’sember (Rp. 57.817.961.905)
d. PT Amarta Karya (Persero)
(Rp. 57.880.572.408)
e. PT Bangun Mitra Abadi
(Rp. 58.708.601.823)
f. PT Karya Murni Perkasa (Rp.
59.210.617.727)
g. PT Bangun Cipta Kontraktor
(Rp. 61.457.165.420)
6 14 Desember-23 Terdapat 7 (tujuh) perusahaan
Desember 2016 yang masuk dalam tahap evaluasi
penawaran, yaitu:
a. PT Sumber Mitra Jaya
Evaluasi b. PT Medan Jaya Cipta Sarana
penawaran c. PT Dewanto Cipta Pratama
d. PT Amarta Karya (Persero)
e. PT Bangun Mitra Abadi
f. PT Karya Murni Perkasa
g. PT Bangun Cipta Kontraktor
7 14 Desember-23 | Evaluasi a. PT Sumber Mitra Jaya tidak
Desember 2016 Dokumen lulus
Kualifikasi b. PT Medan Jaya Cipta Sarana
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No

Tanggal

Tahapan

Keterangan

tidak lulus

c. PT Dewanto Cipta Pratama
lulus

d. PT Amarta Karya tidak lulus

e. PT Bangun Mitra Abadi lulus

f. PT Karya Murni Perkasa tidak
lulus

g. PT Bangun Cipta Kontraktor
lulus

19 Desember -
23 Desember
2016

Pembuktian
Kualifikasi

Penawaran yang memenuhi syarat
administrasi/lulus sebanyak

3 (tiga) penawaran yaitu:

a. PT. Dewanto Cipta Prartama

b. PT. Bangun Mitra Abadi

c. PT. Bangun Cipta Kontraktor

Sedangkan 4 (empat) pernawaran
tidak lolos yaitu:"RT"Sumber Mitra
Jaya (nilai penawaran
pemeliharaan ‘vatin jalan dan
pemeliharaan®, wutin  jembatan
melebihis HPS); PT Medan Jaya
Cipta™Sarana; PT Amarta Karya
(Persero); PT Karya Murni Perkasa
(pemenang cadangan II)

23 Desember
2016

Berita
Hasil

Upload
Acara
Pelelangan

Penawaran yang memenuhi syarat
teknis/lulus sebanyak 3 (tiga)
penawaran yaitu:

a. PT. Dewanto Cipta Pratama

b. PT. Bangun Mitra Abadi

c. PT. Bangun Cipta Kontraktor

10

23 Desember
2016

Penetapan
pemenang

Terdapat 1 (satu) peserta yang
dinyatakan memenuhi syarat/
lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu
PT Dewanto Cipta Pratama.
Sedangkan 2 (dua) peserta yang
tidak lolos yaitu:

a. PT Bangun Mitra Abadji;

b. PT Bangun Cipta Kontraktor

11

23 Desember
2016

Pengumuman
Pemenang

a. PT. Dewanto Cipta Pratama
ditetapkan sebagai Pemenang;

b. PT. Bangun Mitra Abadi
ditetapkan sebagai Pemenang
Cadangan I;

c. PT Bangun Cipta Kontraktor
ditetapkan sebagai pemenang
cadangan II.

12

24 Desember
2016 - 28
Desember 2016

Masa Sanggah
Hasil Lelang

Sampai batas waktu yang
diberikan tidak terdapat
sanggahan pad tender perkara a
quo

5. Tentang Persekongkolan Horizontal;

5.1

Tabel 3. Kronologis Tender

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia

barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau

penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya.
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5.2

5.3

SALINAN

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan
persekongkolan horizontal dalam perkara a quo didasarkan pada
fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------------—-———-
5.2.1 Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II;dan---
5.2.2 Menciptakan persaingan semu;--------------=-—----—cmmomm———
Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam
mengikuti tender dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai
berikut; -
5.3.1 Adanya kesamaan format Surat Permohonan Jaminan
Penawaran dan terbitnya Surat Jaminan Penawaran dari

bank yang sama dengan nomor yang beftrutan untuk
Terlapor I dan Terlapor II;------------—————g--2 B

a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran,
Kesimpulan Investigator, dan._alat bukti dokumen

Majelis Komisi menilai tadanya kesamaan Surat
Permohonan Jaminan«Penawaran antara Terlapor I

dan Terlapor Il Sertar penerbitan Surat Jaminan
Penawaran untuki\Terlapor I dan Terlapor II dari bank

yang sama dengan nomor yang berurutan sebagai
berikutwvidebukti C9, C10, C46): --------—---—---—--——-

1) Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja

Medan menerbitkan Surat Jaminan Penawaran

dengan Nomor Jaminan 052/MDN.06/JB/PN/

XII/2016 untuk Terlapor I, PT Dewanto Cipta

Pratama; -----—----—--=——— =

2) Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja

Medan menerbitkan Surat Jaminan Penawaran

dengan Nomor Jaminan 053/MDN.06/JB/PN/

XII/2016 untuk Terlapor II, PT Bangun Mitra

b. Bahwa  berdasarkan bukti dokumen, Surat
Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I dan
Terlapor II yang ditujukan kepada PT Bank Aceh
Syariah memiliki uraian yang sama persis. Kesamaan

tersebut dapat dilihat dari isi surat dan jenis huruf
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yang sama dalam format Surat Permohonan Jaminan
Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;---------------—--—
Bahwa fakta adanya kesamaan Surat Permohonan
Jaminan Penawaran tersebut diperkuat dengan
keterangan Saksi Sdri. Lidya Lora Stela, Kepala Seksi
Legal dan PPA (Penyelesaian Penyelamatan Aset) PT
Bank Aceh Syariah Sisingamararaja Medan pada
pokoknya menyatakan tidak ada format baku dari PF
Bank Aceh Syariah wuntuk Surat Permohonan
Jaminan Penawaran. Selain itu, Saksi /) juga
menyatakan hanya ada 2 (dua) pertisahaan yaitu
Terlapor I dan Terlapor II yang mengurus surat
permohonan Jaminan Penawaran kepada PT Bank
Aceh Syariah untuk mengikuti tender perkara a quo
(vide bukti B10); —------——- s 3 oo
Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdp: Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan Kesamaan dokumen metode kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan
pengetikan,.susunan, dan format penulisan dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi
persekongkolan dalam tender a quo (vide bukti B30);-
Bahwa terkait adanya kesamaan Surat Permohonan
Jaminan Penawaran, Terlapor I menyatakan pada
pokoknya hal tersebut tidak dapat dijadikan indikasi
sebagai dugaan karena Bank Aceh Syariah Cabang
Sisingamangaraja Medan merupakan bank umum
yang siapa saja bisa memanfaatkannya dan adanya
nomor surat jaminan penawaran yang berurutan bisa
saja hanya faktor kebetulan; --------------——=——c oo~
Bahwa terkait adanya kesamaan Surat Permohonan
Jaminan Penawaran, berdasarkan Berita Acara
Penyelidikan saksi PT Bank Aceh Syariah Cabang
Sisingamangaraja Medan, Terlapor II pada pokoknya
menyatakan kesamaan Surat Permohonan Jaminan

Penawaran dengan nomor seri yang berurutan
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dikarenakan surat jaminan yang masuk tergantung
dari tanggal masuk penomoran tersebut dan tentu
secara berurutan (vide bukti TII.5); -----------------——-—

g. Bahwa berdasarkan uraian alat bukti di atas, Majelis
Komisi menilai isi surat dan jenis huruf dalam format
surat permohonan Jaminan Penawaran yang sama,
Bank yang sama dan nomor surat jaminan
penawaran yang berurutan bukan merupakan suatu
kebetulan tetapi hal tersebut merupakan “bukti
adanya kerjasama antara Terlapor I dan Teslapor II
dalam penyusunan dokumen penawaran pada
perkara a quo; -----------=—mmmmmmmm A e
5.3.2 Adanya kesamaan IP Address padacDokumen Penawaran
Terlapor I dan Terlapor II;--------s- -2 =3 c oo
a. Bahwa berdasarkan Laporan»Dugaan Pelanggaran,
Kesimpulan Investigatersdan alat bukti dokumen,
Majelis Komisi ~ menilai terdapat adanya fakta
kesamaan Internet, Protocol Address (IP Address) yang
digunakan™ Terlapor I dan Terlapor II untuk
mengakses Situs LPSE dalam waktu yang berdekatan
untuk mengupload dokumen penawaran;---------------

b. Bahwa Terlapor I melakukan pemasukan dokumen
penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul
21:09 WIB dan Terlapor II melakukan pemasukan
dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016
pukul 22:27 WIB; (vide bukti C37);----------------=—-=——-

c. Bahwa Terlapor I melakukan aktifitas Login ke situs
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016 dari pukul
20:50 WIB sampai dengan 21:10 WIB menggunakan

IP 36.68.135.241; (vide bukti C36); -------------------——-

d. Bahwa Terlapor II diketahui melakukan aktifitas
Login ke situs LPSE Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember
2016 dari pukul 20:26 WIB sampai dengan 20:44 WIB
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dan dilanjutkan dari pukul 22:04 WIB sampai dengan
22:49 WIB dengan menggunakan [P 36.68.135.241;
(vide bukti C36) ~---------—m oo
Bahwa fakta adanya kesamaan IP Address pada
Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II di
perkuat dengan kesaksian Sdr. Rasidin M Hutagaol,
Officer I Solution PT Telkom Indonesia Divisi Regional
Medan pada pokoknya menyatakan: (vide bukti B15);
1) Bahwa IP Address yang digunakan oleh Terlapor
I dan Terlapor II tercatat sebagai IP milik PT
Telkom yang dimanfaatkan udftuk. produk
Indihome menggunakan perangkatySpeedy yang
berlokasi di kota Medan; »¢-2----3---------—————————-
2) Bahwa IP Address yang digihakan oleh Terlapor
I dan Terlapor II menunjukkan berada pada
kantor yang samamatau setidak-tidaknya pada
lokasi yang/samag=---------------—-mmmmmmmmmom -
Berdasarkan Keterangan Ahli IT Sdr. Safri Lubis, S.T.,
M.Com, Dosen Jurusan Teknologi Informasi Fakultas
[Imu Kemputer dan Teknologi Informasi Universitas
Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan Terlapor
I dan'\Terlapor II menggunakan IP pada jaringan yang
fux line dan berasal dari sumber internet, tempat dan
lokasi yang sama (vide bukti B20); ----------------=-————-
Bahwa terkait dengan kesamaan IP Address pada
Dokumen Penawaran, Terlapor II menyampaikan
yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------—---
1) Bahwa berita acara penyelidikan saksi PT
Telkom Indonesia Divisi Regional Medan bahwa
dengan IP Address tidak dapat diketahui alamat
orang yang mengakses, kita dapat mengetahui
ketika kita tahu pelanggannya siapa, IP Address
tidak bisa terlacak secara pasti, karena user
hanya mendaftar kemudian sistem yang akan

memberikan IP Address kepada user tersebut; --
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2) Saksi juga mengatakan [P Address dengan
awalan 36 berada di kota Medan;-------------—----

h. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi meyakini
kesaksian dari Sdr. Rasidin M Hutagaol dari PT
Telkom Indonesia Divisi Regional Medan yang
menyatakan bahwa berdasarkan bukti IP Address
diketahui 2 (dua) IP Address Terlapor I dan Terlapor I
berada di kota yang sama yaitu kota Medan, dengan
jenis langganan internet adalah Telkom Speedy: Hal

ini diperkuat dengan pendapat Ahli IT Sdr. Safri
Lubis, S.T., M.Com yang menyatakan [P*Address yang
bersangkutan menggunakan jaringan\internet fix line.
Majelis Komisi menilai bahwa Telkom Speedy
menggunakan jaringan internet fix-line. Waktu upload
yang berdekatan dimanawperbedaan waktu upload
antara Terlapor I dan«Terlapor II kurang dari satu
jam, maka Majelis"Komisi meyakini Terlapor I dan
Terlapor II meénggunakan internet di tempat yang
sama atau’di lokasi yang sama di kota Medan. Hal ini
membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I
dan, ‘Teglapor II dalam meng-upload Dokumen
Penawaran dalam perkara a quo; -------------------———-—
5.3.3 Adanya kesamaan format, wuraian dan kesalahan
pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I
dan Terlapor II; -----—-=————mmm e
a. Bahwa Terlapor III tidak memberikan contoh atau
format baku dokumen metode pelaksanaan pekerjaan
yang harus dipenuhi oleh peserta lelang (vide bukti
Cl, C2, C45); —mmmmmmm oo

b. Bahwa ditemukan kesamaan isi uraian/cara kerja
masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam
dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor

II pada penjelasan jenis pekerjaan sebagai berikut:
(vide bukti C9, C10, C46);-----------=-—--mmmmmmmmmm oo

Jenis Pekerjaan

Gorong - gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter
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dalam 20 cm

Penyiapan Badan Jalan

Galian Struktur dengan Kedalaman O - 2 meter

Laston Lapis Antara (AC - BC)

Bahan Anti Pengelupasan

Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa

Stabilisasi dengan Tanaman

Pohon Jenis

Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)

Kerb Pracetak Jenis 2 (penghalang/Barier)

Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7

Pasangan Batu dengan Mortar

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Campuran Aspal Panas

Pengendalian Tanaman Pada Rumija

Perbaikan Sandaran

Pembersihan Jembatan

Perbaikan Sambungan Siar Muai

c. Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan
yanguterdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan

Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (vide bukti

C9, C10, C46); —-----

Tahap/jenis pekerjaan

Kesamaan kesalahan
pengetikan

Bahan Porous untuk Bahan
Penyaring (Filter)

Kata "Samapi"

Galian Biasa

Kata " Penganan"

Stabilisasi dengan Tanaman

Kata "tersebu",

Pohon Jenis

Kata "tumpuh",

Pasangan Batu dengan Mortar

Kata "Penyerapaan",
"hamper",

Pengendalian Tanaman Pada
Rumija

Kata "pemotog",

Pembersihan Jembatan

Kata "kenyemanan"

Perbaikan Sambungan Siar
Muai

Kata "Siar Mua"
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d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi
persekongkolan dalam tender a quo (vide bukti B30);+

e. Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan metode
pelaksanaan Terlapor II menyampaikan{ “pada
pokoknya bahwa Terlapor II dibuat sesuaiyzdengan
dokumen lelang; ------------------—-—- - SiTEm=A

f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas,
Majelis Komisi menilai adanya ) kesamaan isi
uraian/cara kerja masing<masing pekerjaan yang
terdapat dalam dokumen »Metode Pelaksanaan
Terlapor I dan Terlaposdirdan juga ditemukan adanya
kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam
dokumen Metode Relaksanaan Terlapor I dan Terlapor
II menunjukanyadanya kerjasama yang dilakukan
Terlapor., I -dan Terlapor II penyusunan Dokumen
Penawaran pada perkara a quo;----------------=--=--——-—-

5.3.4 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen

Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan

Terlapor II;---------mmmmmmmmr e

a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen,
Terlapor III melampirkan dokumen Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan
Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja
Jembatan dimana salah satu item adalah sebagai
berikut: (vide bukti C1,C2,C45); -----------=——=——-mmmmm—-
1) SKh-I.10.a Pemeliharaan Kinerja Jalan; -----------
2) SKh-I.10.b Pemeliharaan Kinerja Jembatan; -----

b. Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan
dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan

Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
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Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan antara
Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan kesalahan
pengetikan yang sama sebagai berikut: (vide bukti C9,
C10, C40); —-mmmmmmmmmm oo
1) SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan;
2) SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Jembatan;----------—-—--—--m s
Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan
dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas™dan
Harga dimana Harga untuk wuraian pekerjaan
Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemelihharaan Kinerja
Jembatan antara Terlapor I dan Terlapor II yang
seharusnya kode SKh-I.10.a Pemeliharaan Kinerja
Jalan dan SKh-I.10.b Pemeliharaan Kinerja Jembatan
dan adanya penambahan kalimat ‘Pekerjaan’; ---------
Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdp: Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan Kesamaan dokumen metode kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan
pengetikan,.susunan, dan format penulisan dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi
persekongkolan dalam tender a quo (vide bukti B30);-
Bahwa  terkait adanya Kesamaan Dokumen
Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor II
menyampaikan pada pokoknya tidak pernah
melakukan kerjasama dalam membuat dokumen
PENAWATAT ) —=—= === = m oo oo
Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas,
Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan
pengetikan dalam dokumen penawaran Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II
yang tidak sesuai dengan dokumen Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dicantumkan
dalam Dokumen Pengadaan, hal ini menunjukkan

adanya kerjasama yang dilakukan Terlapor I dan
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Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran
pada perkara a quO; --------==-===-=mmmmmm o
5.3.5 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen
Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Terlapor I dan
Terlapor II;-------—m oo
a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran,
Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen;
Majelis Komisi menilai adanya Kesamaan Kesalahan
Pengetikan Dokumen Mata Pembayaran Pekeétjaan
Konstruksi; —---=-=-===——-—-mm oo
b. Terlapor III melampirkan dokumen Mata*Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 "Bengembalian
Kondisi dan Pekerjaan Minor | dengan ketentuan
sebagai berikut: (vide bukti C1,C2-C45);----------------
1) Kode Penulisan Divisi» 8 dokumen Mata
Pembayaran  Pekegjaan Konstruksi  yang
seharusnya SKh 8:3.(3);-------------------—--cmmo—-
2) Keterangan pada Kode Divisi 8 Pengembalian
Kondisi dan-Pekerjaan yang seharusnya 8.4.(15):
Unit_Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda
h=11M, Tipe LED 120W;-------------mmcmmmmmmme -
c. Kesamaan format kesalahan pengetikan dalam
dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi
untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan
Minor antara Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai
berikut: (vide bukti C9, C10, C46); ----------------——-=——-
1) Terlapor I tidak menggunakan kode SKh dalam
kode Divisi 8 dokumen Mata Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi dan tidak lengkap tulisan
h=11M pada Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan
Pekerjaan; --------—----mmmmmmmm
2) Terlapor II tidak menggunakan kode SKh dalam
kode Divisi 8 dokumen Mata Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi dan tidak lengkap tulisan
h=11M pada Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan

Pekerjaan; -----------mmmmmmm
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Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan
pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran
Pekerjaan Konstruksi tersebut, Ahli Pengadaan
Barang/Jasa  Sdr. Achmad  Zikrullah dalam
keterangannya menyatakan kesamaan dokumen
metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan
format penulisan dalam dokumen penawarah
merupakan indikasi persekongkolan dalam tender, a
quo (vide bukti B30); --------=----———mmmmmmm
Bahwa terkait dengan adanya kesamaan=kesalahan
pengetikan pada dokumen Mata wPembayaran
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud di atas,
Terlapor II menyampaikan ‘pada pokoknya tidak
pernah  kerjasama dalam »membuat dokumen
PENAWATAN;) —---- ==~ S e oo
Berdasarkan uraiandfakta tersebut di atas, Majelis
Komisi menilai, meskipun Terlapor II membantah
adanya  kerjasama dalam membuat dokumen
penawaran,.” namun fakta adanya kesamaan
kesalahan  pengetikan pada dokumen  Mata
Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Terlapor I dan
Terlapor II, membuktikan adanya kerjasama yang
dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam

penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara a

5.3.6 Adanya kesamaan format dan dokumen Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II; ----------

a.

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran,
Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen,
Terlapor III tidak melampirkan contoh atau format
baku dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam dokumen
pengadaan (vide bukti C1, C2, C45): -------—------mmmmuu
Bahwa berdasarkan fakta dokumen pengadaan bagi

peserta tender diwajibkan melampirkan jangka waktu
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pelaksanaan dalam dokumen penawaran (vide bukti
Cl, C2, C45); ~mmmmmm oo
c. Bahwa berdasarkan fakta dokumen ditemukan
adanya kesamaan format/bentuk jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor I dan

Terlapor II pada perkara a quo (vide bukti C9, C10,

d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan kesamaan dokumen metode Kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaany/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi
persekongkolan dalam tender a guo (vide bukti B30);-

e. Bahwa terkait dengan ‘adanya kesamaan format
dokumen  Jadwal ‘«Pelaksanaan, Terlapor II
menyampaikan pada=pokoknya Terlapor II telah
membuat sesyai dengan dokumen lelang; --------------

f. Majelis Komisi ymenilai jadwal pelaksanaan antara
Terlapor.] dan Terlapor II sepatutnya dan selayaknya
berbeda karena Terlapor III tidak memberikan format
bakutdokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam
perkara a quo;-----------————mmmmmm

gn’Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis
Komisi menilai bahwa adanya kesamaan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dalam Dokumen Penawaran
Terlapor I dan Terlapor II merupakan bukti adanya
kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam

penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara a

5.3.7 Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang
tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan; -------------------
a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran,

Kesimpulan Investigator, dan alat bukti Majelis

Komisi menilai adanya kesamaan Jenis Pekerjaan
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Penunjang/Sementara dalam dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II yang tertulis “Jembatan
Sementara”. Hal tersebut tidak sesuai dengan
dokumen pengadaan yang seharusnya tertulis
“Pekerjaan Harian”; ------------—--—mmommmmmmmmmm
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan_ dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi
persekongkolan dalam tender a que (videsbukti B30);-
Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas,
Majelis Komisi menilai kesamaan Jenis Pekerjaan
Penunjang/Sementara yang ’tidak sesuai dengan
dokumen pengadaane=merupakan bukti adanya
kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam

penyusunan MDekumen Penawaran pada perkara a

5.3.8 Adanya kesamaan’/Jenis Pekerjaan Utama dalam dokumen

penawaran, Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai

dengan dokumen pengadaan; ------------=--=--—-—mmommomm——

a.

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran,
Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen,
Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Jenis
Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II yang tidak mencantumkan
S5 (lima) pekerjaan dari 26 (dua puluh enam)
pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen

pengadaan yang seharusnya mencantumkan :---------

No Jenis Pekerjaan Utama

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pasangan Batu dengan Mortar

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Pl WIN|—

Baja Tulangan U 32 Ulir
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b. Bahwa fakta Terlapor III mewajibkan peserta tender
untuk melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan Utama

dengan ketentuan sebagai berikut: (vide bukti C1, C2,

2
()

Jenis Pekerjaan Utama

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pasangan Batu dengan Mortar

Saluran berbentuk U Tipe DS 2

Saluran berbentuk U Tipe DS 3

Beton K-250 (fc’20) untuk struktur drainase beton minor

Galian Biasa

Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine

Timbunan Biasa dari Sumber Galian

Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Lapis Resap Pengikat — Aspal Cair

Lapis Perekat - Aspal Cair

Laston Lapis Aus (AC-WC)

Laston Lapis Antara (AC-BC)

Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)

Bahan anti pengelupasan

Beton mutu sedang fc’30 Mpa Untuk Box

Beton mutu sedangfe’= 20-MPa

Beton mutu rendah fc’=,10 Mpa

Baja Tulangan U24"Polos

Baja Tulangan ¥.,32 Ulir

Pemeliharaan Rutin Jalan

NININININ[ININ ||| == == =
o|u| RPN~ |S|o|e|N|o|u|b|wo |~ || C|RIN O U B W N =

Pemeliharaan Rutin Jembatan

c. 4« Bahwa Dberdasarkan bukti dokumen, ditemukan
kesamaan ketidaksesuaian jenis Pekerjaan Utama
antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama-sama
tidak mencantumkan 5 (lima) pekerjaan dari 26 (dua
puluh enam) yang dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan (vide bukti C9, C10, C46); ----------------—--

d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan
analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam
dokumen penawaran merupakan indikasi

persekongkolan dalam tender a quo (vide bukti B30);-
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Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas,
Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Jenis
Pekerjaan Utama pada Dokumen Penawaran Terlapor
I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan Dokumen
Pengadaan merupakan bukti adanya kerjasama
antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan

Dokumen Penawaran pada perkara a quo: -------------4

Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan

persaingan

berikut; ---

semu yang dibuktikan berdasarkan fakta=fakta

5.4.1 Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor ‘Tioleh Terlapor

Bahwa Terlapor I merupakan  pelaku usaha yang
berdomisili di kota Jakarta, ‘sedangkan Terlapor II

merupakan pelaku usahawyang berdomisili di kota

Bahwa Surat Jaminan Penawaran Terlapor I dan
Terlapor II berasal dari bank yang sama yaitu Bank
Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan yang
berlokasi_di.kota Medan. Berdasarkan fakta adanya
kesamaan format, isi dan jenis huruf pada Surat
Permichonan Jaminan Penawaran Terlapor I dan
Terlapor II, penerbitan Surat Jaminan Penawaran
dari bank yang sama dengan nomor yang berurutan
untuk Terlapor I dan Terlapor II, serta mengingat
domisili Terlapor I di kota Jakarta dan Terlapor II di
kota Medan, maka Majelis Komisi meyakini Surat
Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Bank Aceh
Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan untuk
Terlapor I dan Terlapor II diurus oleh Terlapor II. Hal
ini juga didukung fakta bahwa peserta tender a quo
yang mengajukan permohonan Jaminan Penawaran
ke Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja
Medan hanya 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor I dan

Terlapor Il ----—-=——— oo
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c. Bahwa Terlapor I diketahui tidak memiliki kantor
cabang di kota Medan, namun pada saat upload
dokumen penawaran diketahui Terlapor I dan
Terlapor II menggunakan IP Address yang
menggunakan jaringan internet fix line yang sama
yaitu Telkom Speedy yang berlokasi di tempat yang
sama di kota Medan. Berdasarkan fakta ini, Majelis
Komisi menilai dokumen penawaran Terlapor [ dan
Terlapor II diupload oleh Terlapor II yang berdomisili
di kota Medan; —------—-=-=-—— - oo

d. Bahwa berdasarkan fakta, terdapat=-beberapa
kesamaan format, kesamaan uraian\dan kesamaan
kesalahan pengetikan pada «doekumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II yaitu.pada dokumen Metode
Pelaksanaan, dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas
dan Harga, dokumeneMata Pembayaran Pekerjaan
Konstruksi, dokumen*dadwal Pelaksanaan, dan Jenis
Pekerjaan Pentnjang/Sementara dan Jenis Pekerjaan
Utama yang Yytidak sesuai dengan Dokumen
Pengadaan. . Fakta tersebut membuktikan adanya
kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam
menyusun Dokumen Penawaran dimana Majelis
Komisi berkeyakinan bahwa Dokumen Penawaran
Terlapor I dan Terlapor II disusun oleh Terlapor II;----

4.2  Keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor II oleh

Terlapor Ij---------—mmm e

a. Bahwa dalam mengikuti tender a quo, Terlapor I
diketahui tidak memiliki peralatan untuk melakukan
pekerjaan di wilayah Sumatera Utara; -------------------

b. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang
mengikuti tender perkara a quo dan memiliki
peralatan untuk melakukan pekerjaan di wilayah
Sumatera Utara; —------—--—--—————— -

c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Terlapor I
mencantumkan daftar peralatan yang disewa

berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan
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PT Trimurti Perkasa dengan nomor perjanjian

001/PT-TRIMURTI/SD/XII/2016 (vide bukti C10,

Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Komisaris
PT Trimurti Perkasa yaitu Sdr. Effendi dan Komisaris
Terlapor II yaitu Sdr. Gunawan Sucipto memiliki
alamat yang sama yaitu di Jalan Gunung Krakatau
Nomor 64-A, Medan (vide bukti C32, C33, C39); ------=
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdrf{ ‘Hatry
Marbun selaku Direktur PT Trimurti PRerkasa,
Komisaris PT Trimurti Perkasa yaitd“'Sde. Effendi
memiliki hubungan kakak-beradik dengan Komisaris
Terlapor II yaitu Sdr. Gunawan Sucipto. Fakta ini juga
dibenarkan oleh Sdr. SuryalIchsan yang merupakan
Direktur Terlapor II (vide Bukti B9); --------------------—-
Bahwa berdasarkan faktay meskipun mendapatkan
dukungan peralatamvdari PT Trimurti Perkasa, namun
Terlapor [ tidak“menggunakan peralatan dari PT
Trimurti Perkasa; melainkan menggunakan peralatan
milik Terlapor'II (vide bukti B9); --------------mmmmcmme -
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
Komisi menilai meskipun Terlapor II tidak
memenangkan tender, namun tetap mendapatkan
profit karena dapat menjual produknya yang berupa
aspal Hot Mix, Base A, Base B dan Batu Pecah (vide
bukti B25); -----—-— oo
Bahwa Majelis Komisi menilai adanya keterkaitan
penggunaan peralatan Terlapor II oleh Terlapor I
setelah penetapan Terlapor [ sebagai pemenang
tender membuktikan terjadinya persaingan semu
antara Terlapor I dan Terlapor II pada saat mengikuti
proses tender a quo. Fakta ini juga didukung oleh
adanya hubungan kekeluargaan antara komisaris
Terlapor II dengan komisaris PT Trimurti Perkasa
selaku pemberi dukungan peralatan kepada Terlapor I

yang menguatkan fakta bahwa adanya kerjasama
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antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti

tender a quUO; --------- - - o

5.5 Bahwa adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam
mengikuti tender sebagaimana diuraikan pada butir 5.3 dan adanya
tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan
semu sebagaimana diuraikan pada butir 5.4, Majelis Komisi
berkesimpulan telah terjadi pesekongkolan horizontal yang dilakukan
oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender a quo; ----------=
6. Tentang Persekongkolan Vertikal;--------—-----———————o oL 002
6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal, adalah
persekongkolan yang terjadi di antara salah satu“atausbeberapa
pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan Panitia
tender atau Panitia lelang atau pengguna.barang dan/atau jasa

atau pemilik atau pemberi pekerjaan; --<--2c--=F--cmmmmmcmmmmmm -

6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan
persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam
perkara a quo didasarkan pada‘fakta dan pertimbangan sebagai
berikut: --------mmm o R A e

6.2.1 Menyetujui dan"atau'memfasilitasi persekongkolan; --------

6.2.2 Tidak menolak -melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

tersebut “dilakukan untuk mengatur dalam rangka
memenangkan peserta tender tertentu;------------------—————

6.3 Menyetujui-dan atau memfasilitasi persekongkolan; -----------------
63,1 “Terkait dengan harga penawaran PT Sumber Mitra Jaya
yang melebihi HPS; -------------ome e e e e

a. Bahwa berdasarkan fakta Terlapor III menggugurkan

PT Sumber Mitra Jaya pada tahap evaluasi

administrasi sebagai peserta dengan harga penawaran

terendah dengan alasan nilai Penawaran Pemeliharaan

Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

melebihi HPS (vide bukti C6, C16, C45); ------------——--—-

b. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan

yaitu Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan

dan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada tender a quo
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diketahui sebagai berikut: (vide bukti C1, C18, C45,

Nilai HPS (Rp)

Lingkup Pekerjaan

Harga Penawaran
PT. Sumber Mitra

Jaya (Rp)
Rp. e Rp.
58.870.540.000,0pO Rehabilitasi Jalan 46.835.189.131,4p9 }
Rp. Pemeliharaan Rutin Rp.
5.143.500.000,00 Jalan 5.324.761.231,36
Rp. Pemeliharaan Rutin Rp.
712.450.000,00 Jembatan 729.498.904,67
Rp. Total HPS Rp.

64.726.490.000,00

(termasuk PPN10%)

52.889.449.200,00

c. Bahwa  berdasarkan  keterangan = Terlapor III

diharuskan melakukan evaluasi ‘harga dengan
ketentuan apabila total harga“penawaran terkoreksi
dan/atau harga penawaran-terkoreksi masing-masing
lingkup pekerjaan melebihirtotal nilai HPS dan/atau
harga HPS masing-masing lingkup pekerjaan yang
ditetapkan, penawaran dinyatakan gugur (vide bukti
Cl, C2, C45); 4ttt e oo

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis
Komisi menilai evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor

III sudah sesuai dengan dokumen pengadaan;----------

6.3.2 Terkait dengan Evaluasi Metode Pelaksanaan untuk
pekerjaan pembersihan jembatan;-------------------oomcmmemv
a. “Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir Akhmad
Mukhlis Terlapor III, menggugurkan PT Rapi Arjasa-PT
Medan Jaya Cipta Sarana (KSO), PT Amarta Karya
(Persero) dan PT Karya Murni Perkasa dengan alasan
metode pekerjaan

Penjelasan pelaksananaan

pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari

Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan

yang
merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh
peserta tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud
dengan pembersihan jembatan adalah sesuai dengan

SKH -1.10.b (vide bukti C6, C16); --------------mmmeemmme
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b. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis
Komisi menilai evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor

IIT sudah sesuai dengan dokumen pengadaan;----------
6.3.3 Terkait dengan tidak digugurkannya Terlapor I dan
Terlapor II, meskipun tidak melengkapi beberapa
ketentuan pada dokumen pengadaan; --------------------——-—
a. Bahwa berdasarkan fakta Terlapor I dan Terlapor H
tidak menjelaskan metode pelaksanaan Pekerjaah
Perkerasan Blok Beton Pada Trotoar dan <Median
untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan
Minor (Divisi 8) yang merupakan bagian lingkup

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan (vide bukti C9, C10,

b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IT"tidak melengkapi 5
(lima) jenis pekerjaan (“dalam dokumen Daftar

Pekerjaan Utama, yaitusfwide bukti C9, C10, C46);----

No Jenis Pekerjaan Utama

Galian untuk\Selokan Drainase dan Saluran Air
Pasangan Batu'dengan Mortar

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Baja Tulangan U 32 Ulir

P WOIN|—

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mencantumkan
jenis pekerjaan “Pekerjaan Harian” dalam dokumen
Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara (vide bukti C9,
C10, C46); ~—---mmmmmm oo

d. Bahwa meskipun Terlapor I dan Terlapor II tidak
melengkapi dokumen penawaran = sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, Terlapor III
tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II; --------

e. Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak menggugurkan
Terlapor I dan Terlapor II, bahkan menetapkan
Terlapor 1 sebagai pemenang tender dan Terlapor II
sebagai Pemenang Cadangan I adalah bentuk
memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor III untuk
mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai

pemenang tender; ---------------mmmmmmmmm oo
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Terlapor III tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan
peserta tender tertentu sebagai berikut; ------------------ o

6.4.1 Terlapor III tidak memperhatikan indikasi kesamaan-
kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II
sebagai berikut; ------------mmrmm

a. Adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminah

Penawaran pada dokumen penawaran Terlapotr T dan

Terlapor II sebagaimana diuraikan pada_ butir /5.3.1

bagian Tentang Hukum di atas (vide buktinC9, C10,

b. Adanya kesamaan [P Address, pada Dokumen
Penawaran Terlapor I dan .Jerlapor II sebagaimana
diuraikan pada butir 5.3.20bagian Tentang Hukum di
atas (vide bukti C36, C3@)ymrt=--mmmmmmmmmm oo

c. Adanya Kesamaan “Kesalahan Dokumen Metode
Pelaksanaan pada, /Terlapor I dan Terlapor II
sebagaimana" diuraikan pada butir 5.3.3 bagian
Tentang Hukum di atas (vide bukti C1, C2, C9, C10,
C45 dan C40); —-——-————mmmmmm oo

d. Adanya. Kesamaan Dokumen Rekapitulasi Daftar
Kuantitas dan Harga sebagaimana diuraikan pada butir
5.3.4 bagian Tentang Hukum di atas (vide bukti C1,C2
dan C45); ——--m-mmmmm o

e. Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dokumen
Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
diuraikan pada butir 5.3.5 bagian Tentang Hukum di
atas (vide bukti C1,C2 dan C45); ----------—-=——=——ommmmev

f. Adanya Kesamaan Dokumen Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana
diuraikan pada butir 5.3.6 bagian Tentang Hukum di
atas (vide bukti C1, C2, C45);-------------mmmmmmmmmmmmme o

g. Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada dokumen

Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara sebagaimana
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diuraikan pada butir 5.3.7 bagian Tentang Hukum di
atas (vide bukti C1, C2, C45);----------—--—mmmmmmmmmmmm o

h. Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam
dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II
sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 bagian
Tentang Hukum di atas (vide bukti C1, C2, C45); -------

i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya
menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia
barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal
83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012, sebagai
berikut: terdapat kesamaan dokumen) teknis (metode
kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga
satuan dan/atau spesifikasi<barang yang ditawarkan
dan/atau dukungan teknis), seluruh penawaran dari
penyedia mendekati “HPS)y adanya keikutsertaan
beberapa penyedia- barang/jasa yang berada dalam
satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan dan format penulisan dokumen penawaran;
dan jaminan..penawaran dikeluarkan dari penjamin
yang4, sama dengan nomor seri yang berurutan
merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender
sebagaimana diatur dalam Perpres (vide bukti B30); ----
j.wBahwa Dberdasarkan keterangan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah pada pokoknya
menyatakan Pokja tidak dapat menyatakan alasan lalai,
memang di Perpres tidak disebutkan secara tegas
bahwa Pokja harus membandingkan, tidak ada redaksi
yang setegas itu, hanya saja Pokja seharusnya melihat
indikasi persekongkolan yang bisa mejadi faktor
digagalkannya suatu tender (vide bukti B30); ------------
6.4.2 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor
III yang pada pokoknya menyampaikan telah melakukan
semua tahapan evaluasi sesuai dengan dokumen
pengadaan yang berpedoman pada peraturan perundang-

Undangan; —--------mm oo
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6.4.3 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak melakukan
evaluasi terhadap indikasi persekongkolan sebagaimana
diuraikan dalam fakta di atas, tidak sesuai dengan

dokumen pengadaan yang disusun sendiri oleh Terlapor

6.4.4 Bahwa berdasarkan wuraian tersebut, Majelis Komisi
menilai tidak dinyatakannya tender gagal oleh Terlapor 11
meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan dalam
dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor | II
sebagaimana diuraikan pada butir 6.4.1 di jatas,
membuktikan Terlapor III tidak menolak melakukan suatu
tindakan meskipun mengetahui atau™y sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memfasilitasi Terlapor I dan
Terlapor II untuk menjadi ‘pemeénang dan pemenang

cadangan I pada tender a quoy-<----------------mmmmmmmem -

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal\ /22 - Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, —----mmmmm oo e o e

7.1

72

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ---

Pelaku usdha_dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau‘pthak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur
sebagai berikut: -—-------mmmmrm
7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ---—-———---—=———————m oo
7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang

Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;--------------=-----=--—————-
7.2.3 Unsur Bersekongkol; ----------=-—=-—mmmmmmmmo e

7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;
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7.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha
Tidak Sehat. -—-------mmmmmcmm e

Unsur Pelaku Usaha —-ccccoomomom

7.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah “setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badar
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samas melalui
perjanjian, menyelenggarakan kegiatan “tusaha dalam
bidang ekonomi”;-------=--==-—cmmmmmmmmm A e

7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22
adalah pelaku usaha yang bersekorigkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku
usaha lain untuk mengaturr dan/atau menentukan
pemenang tender ~sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----------------—---

7.3.3 Bahwa pelaku*usaha yang menjadi pemenang dalam
tender a quosadalah Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama
sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum
butig 1.1 Tentang Identitas Terlapor; -------------=-—=-—--—————

7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi;

Unsur “Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

déngan Pelaku Usaha Lain; ----------=—-=-—=-—mmmmmmmmom

7.4.17 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah
pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 sebagaimana
dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum selain Terlapor
[ dalam tender a quO;--------=======—=——=mmm oo

7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara a quo
adalah Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi sebagaimana
telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2
Bagian Tentang Identitas Terlapor; -------------=--=——--coceo-

7.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait

dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo adalah
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Terlapor III selaku penyelengara tender yang terkait
dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender
sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum
butir 1.3. Tentang Identitas Terlapor; ---------------=-----————
Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain
dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha

Lain terpenuhi. ----------omommmeee e

7.5 Unsur Bersekongkol; ------------mmmmmmm e

7.5.1

7.5.2

7.5.3

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun ;1999
menyatakan, “Persekongkolan atau konSpirasi usaha
adalah bentuk kerja sama yang dilakukanyoleh pelaku
usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan<bagi kepentingan pelaku
usaha yang bersekongkol; ------ss - 3% — oo oo
Bahwa yang dimaksud dengan 'persekongkolan horizontal
adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha
atau penyedia barang, dan jasa dengan sesama pelaku
usaha atau penyedia‘barang dan jasa pesaingnya; ----------
Berdasarkanwuraian pada Bagian Tentang Hukum butir 5
Tentang‘Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai
terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh

Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk: ----------------—————-

a. Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II
dalam mengikuti tender dibuktikan berdasarkan

fakta-fakta sebagai berikut: ---------------— oo~

1) Adanya kesamaan format Surat Permohonan
Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat
Jaminan Penawaran dari bank yang sama
dengan nomor yang berurutan untuk Terlapor I

dan Terlapor IIj---------—-————m oo

2) Adanya kesamaan [P Address pada Dokumen

Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;--------------
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3) Adanya kesamaan format, uraian dan kesalahan
pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan

Terlapor I dan Terlapor II; -------------—-cmccmmeeev

4) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada
Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan

Harga Terlapor I dan Terlapor II;----------------—---

5) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan .pada
dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan

Konstruksi Terlapor I dan Terlapor IIj----=s-54-----

6) Adanya kesamaan format dan dekumen Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor T dan Terlapor

7) Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan
Penunjang/Sementara dalam dokumen
penawaran/Terlapor I dan Terlapor II yang tidak

sesuai denganrDokumen Pengadaan; dan---------

8) Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam
dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II

yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;

b.”\, 'Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang
menciptakan persaingan semu yang dibuktikan

berdasarkan fakta-fakta berikut;------------------——————-

1) Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor I oleh

Terlapor II; dan ---------=-====——= oo

2) Keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor II

oleh Terlapor I; ---------—=————m oo

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;

7.6  Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; --------
7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan

para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku
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usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai

7.6.2 Berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 6
Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai

terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk: --------------—-

a. Terlapor III menyetujui dan atau memfasilitasi
persekongkolan yang dibuktikan dengan carda tidak
mengugurkan Terlapor I dan Terlapor II 4meskipun
tidak melengkapi beberapa ketentuan pada dokumen

pengadaan;------------mmmmmmmm oo e S

b. Terlapor III tidak menolak ‘“melakukan suatu
tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur _dalam”™ rangka memenangkan
peserta tender™ tertéentu yaitu dengan tidak
menyatakandender’gagal meskipun terdapat indikasi
kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran

Terlapor.] dan Terlapor II; -----------=-—=-——-mmmmmmm

7.6.3 Bahwa, dengan demikian wunsur mengatur dan/atau
meneéntukan pemenang tender terpenuhi; --------------oouu---

Unsur DapatiyMengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak

751 ’Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha
tidak sehat adalah: --------------—-m oo
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----
7.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: ----------mmm e
a. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang

dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang
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menciptakan persaingan semu dan meniadakan
persaingan dalam tender a quo sebagaimana telah
diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5 di

atas merupakan tindakan tidak jujur dan
menghambat persaingan usaha; -----------------—---———-

b. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang
dilakukan oleh Terlapor III merupakan perbuatan
melawan hukum karena telah melanggar Undangs=
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 64
Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana
diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6;-----

7.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat \mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.--------

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----------—--

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya. pelanggaran ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19997 yang dilakukan oleh para

Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---

8.1 Bahwa Terlapor I dan Teflapor 1l telah bersikap baik, sopan dan

kooperatif dalam prosés persidangan;------------------=-----mmmmmmo—-

8.2 Bahwa Terlapor«I \dan Terlapor II belum pernah dinyatakan
melanggar ketentwan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;------

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -------------------—-omoommmmo -

Bahwa Majelis__Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk

memberikan saran pertimbangan kepada: ----------------—-mmmmeme -

9.1 “Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat wuntuk memberikan sanksi administratif terhadap
Terlapor III yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan
Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 Pada
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan, karena

tidak melaksanakan tender secara cermat sebagai berikut:---------
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No Nama NIP Kedudukan Ofganlsa.s 1.
unit saat i
Akhmad Muklis, S.T., M.T. 196704242005021001 Ketua Balai Besar
2. geTrry Hizkia Jonathan, | 198706042010121003 Sekretaris Manado
3. ?/In’?lka Sidabutar, S.T., | 196609191997031001 Anggota Pekanbaru
4. | Hardi Ipan Leonard P, S.T. 196702092007011002 Anggota
Budi Aemansyah, S.T. 197507052008121001 | Anggota
6. | R. Abadirulian Ervantara, | 198812232014021002
ST. Anggota Tugas belajar
7. | Pendi Manik 196505152007011003 | Anoeota Sumut

9.2

9.3

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, dan Jasa
Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman "manual yang
mengharuskan Pokja Pengadaan barangdanatau jasa melakukan
checklist terkait dengan indikasis, persekongkolan dalam

melakukan proses tender;----------faz=m 3o mmm oo

Kementerian Pekerjaan Umum‘ dan Perumahan Rakyat agar
melakukan koordinasi dengan” LKPP untuk menyusun format
baru pengadaan barang dan’jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat
meminimalisit, “terjadinya persekongkolan berupa persaingan
semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh

perusahaan yang memiliki peralatan AMP dan personil inti.--------

10. Tentang Perhitungan Denda;-------------=====-m=mmmm oo

Menimbang »bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan

administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan

hal-hal sebagai berikut: -------------— oo

1071

10.2

Bahwa berdasarkan Pasal 36 hurufl jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan
sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;------
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang
menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan

denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
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rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah); ------==-====
10.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan
usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh
pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.
Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha
agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon
pelanggar lainnya; -----------——=—— oo SEECR S
10.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda“dengan
menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuafitbesaran nilai
dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai\ dasar dengan
menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar
tersebut; ———-—-—--m - -
10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 4%, penhentuan besaran nilai
dasar, dihitung berdasarkan nilai‘tender yang dimenangkan oleh
masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan
dikurangi Pajak Pertambahan, Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh
PETSEN). ———mmmmm oo e
10.6 Bahwa berdasarkanwpertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Komisi¢, menentukan nilai dasar denda sebesar 10%
(sepuluh persen)'dari harga pemenang tender pada paket tender a
quo untyuk Terlapor I;---------—-—— - oo
10.7 Majeliss Kemisi mempertimbangkan faktor pengurangan besaran
Pajak ‘penghasilan (pph badan) sebesar 15% (lima belas persen)
darivkeuntungan yang diperoleh Terlapor I. ----------—----cmcemmemo
10.8 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan dengan
menjadikan faktor pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan (pph badan)
Terlapor I dan Terlapor II; ---------—————c oo
10.9 Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II mendapatkan
kemanfaatan ekonomi walaupun tidak memenangkan tender
perkara a quo karena menjual produk pengaspalan berupa hot

mix, Base A, Base B dan Batu Pecah; ----------—-=——- -~ oo
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11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------—--——--— oo

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan
kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang Nomor S Tahun 1999, Majelis Komisi: ------------=---cmmmcmmeee—-

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III,
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------

2. Menghukum PT Dewanto Cipta Pratama, selaku Terlapor I
untuk membayar denda sebesar Rp1l.769.000.000,00 (satu
miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan, 425812 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya

1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum

3. Menghukum PT Bangun Mitra Abadi, selaku Terlapor II untuk
membayar, denda sebesar Rpl.769.000.000,00 (satu miliar
tujuh_ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ---------------

4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan

dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis

Komisi pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 dan dibacakan di muka
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persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 29 Agustus 2019 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat,
S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Dr.
Guntur Syahputra Saragih, M.S. M. masing-masing sebagai Anggota Majelis
Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Rizqi Noor

Fauziah, S.E . masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
ttd ttd
Dinni Melanie, S.H., M.E. Dr. Gunturs-Syahputra Saragih, M.S. M.
Panitéra,
ttd ttd
Dewi Meryati, S.Kom., M.H: Rizqi Noor Fauziah, S.E.
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